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WALI KOTA MADIUN
SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MADIUN TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan
bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran
Pemerintah Kota Madiun dan Badan Anggaran DPRD
Kota Madiun untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Madiun Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025;
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Madiun Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun

Tahun 2023-2043;
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27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022;

28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah.

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2019-2024 dan sebagai penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun
2005-2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian
kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah,
serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota
Madiun Tahun 2024 yang dilaksanakan bersama

stakeholders.



Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun

Anggaran 2024.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 10 Juli 2023

WALI KOTA MADIUN,
Ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 Juli 2023

WALI KOTA MADIUN Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
Ttd u.b.
Kepald Bagialy Hukum

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BUDI WIBOWO, SH
BERITA DAERAH KOTA MADIUN Pembing Tingkat I
TAHUN 2023 NOMOR 26/G NIP.19750117 199602 1 001
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LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 26 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Juli 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan pemerintah daerah merupakan kewajiban yang
harus tersedia bagi daerah dan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena
itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan
secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan
pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) atau tahunan. Sebagaimana termuat pada Gambar 1.1 dibawah, RKPD
memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

{:\ Kedudukan, Peran dan Fungsi RKPD

“RKPD” merupakan penjabaran
dari “RPIMD”

UU 23/2014
Pasal 263 ayat (4)

Memuat : s
O Rancangan kerangka ekonomi . 3E0
U Prioritas Pembangunan Daerah, dan T SO
O Rencana Kerja dan Pendanaan untuk 00

Jangka Waktu 1 Tahun

FAKTUAL :
Instrumen evaluasi untuk mengukur
capaian kinerja penyelenggaraan Pemda

Gambar 1.1
Kedudukan, Peran dan Fungsi RKPD
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Pertama, RKPD secara substanisal memuat arah kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan
Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan
daerah dalam 1 (satu) tahun. Kedua, secara normatif, RKPD menjadi dasar
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati
bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Ketiga, secara operasional, RKPD
memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi
tanggung jawab masing- masing kepala perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat
Daerah. Keempat, RKPD secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program
dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan
RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan
pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata
cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi
perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan

perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

SE
Penyusunan

Ranc. Renja-
PD
Persiapan e —
Penyusunan -~ S

Berita Acara

RKPD 4 Forum b Y
{ Konsultasi 1 Forum PD/ kl;dbu/skroetnal;ﬁgﬁ
\ Publik 4 Lintas PD )
: 1 '~ ’ intas
i A
v - v
Telaahan kebijak:
Pengolahan Review € aang:iuﬁaiﬂ an P%:}DK’Fglpk;g Penyusunan
_dafta dan RPIMD (RKP)/program Ut Rancangan D
informasi strategis nasional Awal RKPD i)
prov/kab/kota
4
Analisis Peruml.:sgn
Gambaran Per 1
Umum Kondisi Pembangunan
Daerah Daerah Rancangan
T RKPD' %‘
Amassrane |\ [ 1 1 |1 | ! 14  jeeecececececececec—e—————
—> Kerangka \]/ \l’ l \‘
Ekonomi &
Perumusan Penetapan
keuda Perumusan PE:‘";“:;:" program Musrenbang PER-KDH HENEIZEAN

RKPD APBD

prov/kab/kota

sasarandan 2 goonomiog B prioritas
K prioritas i
_ Evaluasi pembangunan Kakg'ljfdlf:n beserta pagu
Kinerja RKPD indikatif

Tahun Lalu
\1, Rancangan

; Akhir RKPD
Penyelarasan
Forum Rencana program
RKPD tahun Konsultasi | —| prioritas daerah
berjalan Publik beserta paj
indikat Fasilitasi

Menteri/
Gubernur

ttg RKPD

Sinkronisasi Dokumen
Perencanaan Dan Penganggaran

-

Sumber: Permendagri 86/2017
Gambar 1.2

Tahapan Penyusunan RKPD



- 3-

Sebagaimana termuat pada Gambar 1.2 diatas, Dokumen RKPD Kota
Madiun Tahun 2024 disusun melalui lima tahapan utama sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD meliputi :

(1) persiapan penyusunan RKPD;

(2) penyusunan rancangan awal RKPD;

(3) Penyusunan rancangan RKPD;

(4) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota;

(D) perumusan rancangan akhir RKPD; dan

(6) penetapan RKPD.

Sebagaimana gambar dibawah, ada 4 (empat) pendekatan yang dilakukan
dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2024. Keempat pendekatan
tersebut adalah : (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3)
pendekatan partisipatif, serta (4) pendekatan bottom up dan top down.
Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program
pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh
perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif
mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan
musrenbang. Pendekatan bottom up dan top down merupakan merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten,

Provinsi, hingga nasional.



4 -

4 N (O

Pendekatan Orientasi Subtantif

| Politik |

| oo |

I Holistik-Tematik ‘

J

IBottom—up dan top—downl

: Integratif
L 2R

Spasial
Gambar 1.3

Pendekatan Penyusunan dan Orientasi RKPD Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Gambar 1.3 diatas, Selain 4 (empat)
pendekatan diatas, pendekatan perencanaan pembangunan di Kota Madiun
juga berorientasi subtantif Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan
Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada
kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam
pendekatan ini, fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait memiliki
peran sangat penting. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan integratif.
Pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan
kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas
daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan adanya pertimbangan
dimensi keruangan dalam perencanaan, sehingga kegiatan yang direncanakan
berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga
memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2024 telah melibatkan para
pemangku kepentingan dan dilakukan berbasis Sistem Informasi Perangkat
Daerah (SIPD). Para pemangku kepentingan turut berperan serta melalui Forum
Konsultasi Publik. Forum ini yang dilaksanakan guna untuk menghimpun
masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rumusan prioritas
dan sasaran pembangunan tahunan, rancangan program, kegiatan, pagu
indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dan pemangku kepentingan
yang relevan sebagai penerima manfaat. Selain Forum Konsultasi Publik
keterlibatan stakeholder juga dilakukan pada Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang).
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Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang tingkat
kelurahan dan Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang berfungsi sebagai
forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan pemerintahan paling
dasar (Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah
masyarakat. Musrenbang Kecamatan Dbertujuan untuk penajaman,
penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan wusulan rencana kegiatan
pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
daerah di wilayah kecamatan, forum Perangkat Daerah (PD) dan selanjutnya
diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD di Kota. Berdasar dari usulan-
usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi
masyarakat ditingkat dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di
masing-masing PD sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku
pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk
penyelarasan antara rencana kerja PD dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2024 telah berpedoman
pada perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019 - 2024. RKPD Tahun 2024
secara praktis merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari RPJMD Kota
Madiun periode 2019-2024. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun
2024 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan
RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta RPJPD Kota Madiun 2005-2025.
Dalam perumusan dan penyusunan perencanaan tahunan ini, Pemerintah Kota
Madiun melibatkan semua stake holders (pemangku kepentingan), mulai dari
masyarakat pada tingkat desa, seluruh PD, LSM, DPRD, lembaga masyarakat,
sampai dengan akademisi.

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggran Sementara (PPAS).
Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai
acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Muatan yang
terdapat dalam RKPD, antara lain kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.
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Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2024

adalah sebagai berikut:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penannggulangan
Bencana;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,
serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Standar Pelayanan Minimal;
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
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Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun
2022;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun

2021;

Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Madiun Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan

daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen

perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen

perencanaan dan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD.

Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini

antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan

(3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan

dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar

berikut :

RPJP

NAS/PROP&RTR

RPJM BN (P NAS/PROP

P

—> LG —> APBD

1

acuan i memperhatikan
l
1

P J
RPJP RPJM
DAERAH I DAERAH I
o] T
P P
RTRW KOTA RENSTRA [ RENJAPD [ RKASKPD JEERQ  RINCIAN
PD APBD

UU No.25/04 UU No.17/03
«— QPPN > <« KN —

4-------

Gambar 1.4
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Sebagaimana termuat pada Gambar 1.4 diatas, RKPD Kota Madiun Tahun
2024 merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota
Madiun 2019-2024. RKPD Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; RKPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta berpedoman pada Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Kota
Madiun Tahun 2024 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD dan
Renja perangkat daerah Tahun 2024 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen
ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung
pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Keterkaitan dokumen sebagaimana gambar 1.4 merupakan keselarasan
yang harus dijaga serta konsistenitas dokumen perencanaan, RKPD Kota
Madiun yang selaras dan mendukung Prioritas Nasional dalam RKP dan
Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur, selaras dan konsisten
dengan RPJMD Kota Madiun terkait Program serta melihat RPJP Kota Madiun,
selaian itu juga berpedoman pada RTRW Kota Madiun.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai pedoman perencanaan bagi
semua stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kota
Madiun Tahun 2024. Secara khusus, maksud penyusunan RKPD Tahun 2024
adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian
dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras,
terintegrasi dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional yang
tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2024; dan

2. Meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan
pembangunan antar stakeholder, sehingga dokumen perencanaan Tahun
2024 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan seluruh
komponen masyarakat Kota Madiun dalam melaksanakan perannya;

3. Menyediakan  dokumen  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dan
menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan Tahun 2024; dan

4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:



1.5
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. Menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;

. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Rancangan dokumen Renja
2024;

. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun

Anggaran 2024; dan

. Terwujudnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan
efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun

Tahun 2024 mengikuti sistematika penulisan Sesuai dengan ketetapan dalam

Pasal

Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini memuat latar belakang penyusunan RKPD Kota
Madiun, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan keterkaitan
RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan

RKPD, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam Bab II menjabarkan tentang gambaran umum kondisi
daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek
daya saing daerah. Selain itu pada bab II ini juga menjelaskan
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun
2021 dan realisasi dari Rancangan Perubahan RPJMD dan

permasalahan pembangunan.

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah.



BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka
ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Bab ini juga
menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas
pembangunan daerah Tahun 2024, dan program pembangunan
daerah Tahun 2024.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi
panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja
Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

PENUTUP

Pada bab penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang
termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman
bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomorl7
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa, merupakan salah satu Pemerintahan Kota
yang secara administrasi wilayah masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km? yang terbagi dalam 3 (tiga)
kecamatan dan 27 kelurahan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04
km?, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km? dan Kecamatan Kartoharjo
dengan luas 10,73 km?, masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari
9 (sembilan) kelurahan. Secara geografi Kota Madiun berada di tengah-tengah
Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan
beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:
1. Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, di sebelah utara;
2. Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, di sebelah selatan,;
3. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, di sebelah timur; dan
4. Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten

Magetan, di sebelah barat.

Melihat kondisi tersebut di atas maka dapat diketahui batas-batas wilayah pada
masing-masing kelurahan beserta zona-zona penggunaan lahan sesuai hasil
revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun sebagaimana termuat pada

Gambar 2.1 dibawah.
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Gambar 2. 1
Wilayah Administrasi Kota Madiun

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi

1. Posisi Astronomis

Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111 BT-112 BT dan

7 LS-8 LS. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai

Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi

sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri,

pendidikan dan kesehatan.

2. Kondisi geografis

Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada ketinggian

63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63

meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan

dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah

selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 20°C hingga

35°C.
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3. Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak
dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan
pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada
pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi
di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m diatas
permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan dibagian tengah
ketinggiannya 63 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara
bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil
dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar.
Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik
kota.
4. Kondisi Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan
potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium
dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan
organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut
merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna
hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat
menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar
mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang
relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.
5. Kondisi Hidrologi

Secara Hidrologi Kota Madiun terdiri dari air tanah dan air
permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain
dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai
yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun.
Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu: Sungai Sono
dan Sungai Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di
wilayah Kota Madiun.
6. Kondisi Klimatologi

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan
iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara bahwa musim
penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan
Mei. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan
November. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang
terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101-
300 mm/bulan.
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Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah
dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk
kegiatan pertanian.
7. Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi dua
kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun.
Kawasan  terbangun  meliputi permukiman dengan fasilitas
pendukungnya, sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah
tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang. Madiun merupakan daerah
urban, sehingga dominasi penggunaan lahannya adalah untuk kawasan
terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo
dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan
pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada
pada Kecamatan Manguharjo. Sebagai kota urban, Kota Madiun pada
tahun 2022 memiliki kawasan terbangun seluas 2.100 Ha atau 63,20%
dari luas kota. Sedang untuk kawasan yang tidak terbangun meliputi
1.223 Ha atau sekitar 36,80% dari luas kota yang terbagi atas sawah

seluas 884 Ha dan lahan pertanian non sawah seluas 339 Ha.

Tabel 2. 1 Penggunaan Lahan di Kota Madiun, 2018-2022

Luas Lahan (Ha)

No. Penggunaan Lahan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Kawasan Tidak Terbangun

1. Sawah 905 892 892 890 884
2. Lahan Pertanian Non Sawah 372 372 372 359 339
Kawasan Terbangun

1. [ Permukiman beserta Fasilitasnya 2.046 | 2.059 | 2.059 | 2.074 | 2.100
Luas Lahan Keseluruhan 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2022

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Madiun telah disiapkan beberapa
kawasan pengembangan seperti kawasan pengembangan pertanian,
perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman,
dan pengembangan aktivitas lainnya. Pengembangan pertanian Kota
Madiun melalui padi dan palawija dengan luas lahan yang dipertahankan
seluas 892 Ha yang tersebar ditiga kecamtan diarahkan untuk mendorong
terwujudnya kedaulatan pangan. Selanjutnya pengembangan perikanan
terfokus pada pengembangan ikan air tawar khususnya ikan lele.
Pengembangan sektor peternakan cukup potensial seperti ternak sapi,

kerbau, kambing, ayam, dan bebek.
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Pemerintah Kota Madiun telah mempersiapkan kawasan
pengembangan perkebunan seluas 114 Ha dan kawasan pengembangan
industri seluas 22,7 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Taman,
dan Kartoharjo. Selanjutnya perlu adanya perhatian dan pengembangan
kawasan pariwisata yang memiliki nilai jual dan layak dipromosikan.
Yang perlu diperhatikan dari pengembangan kawasan untuk permukiman
yaitu munculnya pemukiman liar dan kepadatan penduduk dimasa
mendatang. Terakhir kawasan pengembangan aktivitas lainnya terdiri
dari kawasan untuk perdagangan dan jasa seluas 132,70 Ha, jalur
perlintasan kereta api seluas 56 km2, dan kawasan untuk peningkatan

pertahanan dan keamanan seluas 39,37 Ha.

9. Wilayah Rawan Bencana

Dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019, Kota Madiun
termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman
dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang
tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi,
kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan.

Hasil analisis kajian resiko bencana Kota Madiun Tahun 2022
didapat beberapa potensi resiko bencana yang mungkin terjadi yaitu :

a) Potensi Bahaya Banjir

dengan sebaran :

Tabel 2. 2 Hasil analisis kajian resiko bencana Kota Madiun Tahun 2022

Rendah | Sedang
1 | Banjarejo 193,30 - 2,75 196,05 | RENDAH
2 | Demangan 106,09 48,78 74,5 229,37 | RENDAH
3 | Josenan 22,36 37,72 84,65 144,73 TINGGI
4 | Kejuron 34,71 42,63 84,52 161,86 | TINGGI
5 | Kuncen 0,12 17,96 24,25 42,33 TINGGI
6 | Manisrejo 32,5 98,83 35,31 166,64 | SEDANG
7 | Mojorejo 27,49 18,53 81,11 127,13 TINGGI
8 | Pandean 92,20 39,34 2,60 134,14 | RENDAH
9 | Taman 87,42 36,68 5,4 129,5 | RENDAH
10 | Oro-Oro Ombo - 29,06 58,22 87,28 | TINGGI
11 | Sukosari - 7,57 59,74 67,31 TINGGI
12 | Klegen 2,01 44,08 40,97 87,06 | SEDANG
13 | Rejomulyo - 28,5 182,47 210,97 | TINGGI
14 | Pilangbango 2,53 27,5 88,31 118,34 | TINGGI
15 | Tawangrejo 2,57 71,52 83,43 157,62 TINGGI
16 | Kanigoro 2,14 68,62 74,94 145,7 | TINGGI
17 | Kartoharjo 0,10 57,57 23,72 81,39 | SEDANG
18 | Kelun 4,81 50,83 74,72 130,36 | TINGGI
19 | Mangunharjo 36,50 58,39 79,72 174,61 TINGGI
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Rendah | Sedang
20 | Sogaten 45,13 35,29 48,22 128,64 | TINGGI
21 | Patihan 1,53 50,35 83,78 135,66 | TINGGI
22 | Ngegong 67,66 39,26 29,28 136,2 | RENDAH
23 | Winongo 93,12 78,76 40,63 212,51 | RENDAH
24 | Madiun Lor - 96,74 40,69 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan 1,55 36,07 36,41 74,03 TINGGI
26 | Nambangan Lor 10,32 40,63 51,99 102,94 | TINGGI
27 | Nambangan Kidul 10,42 60,08 55,69 126,19 | SEDANG
Kota Madiun 876,58 | 1.221,29 | 1.548,02 | 3.645,99 | TINGGI
b) Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim
dengan sebaran :
Tabel 2. 3 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim
Rendah | Sedang Total
1 | Banjarejo - 196,06 - 196,06 | SEDANG
2 | Demangan - 229,37 - 229,37 | SEDANG
3 | Josenan - 144,73 - 144,73 | SEDANG
4 | Kejuron - 161,85 - 161,85 | SEDANG
5 | Kuncen - 42,34 - 42,34 | SEDANG
6 | Manisrejo - 166,64 - 166,64 | SEDANG
7 | Mojorejo - 127,14 - 127,14 | SEDANG
8 | Pandean - 133,96 - 133,96 | SEDANG
9 | Taman - 129,5 - 129,5 | SEDANG
10 | Oro-Oro Ombo - 87,28 - 87,28 | SEDANG
11 | Sukosari - 67,31 - 67,31 | SEDANG
12 | Klegen - 89,58 - 89,58 | SEDANG
13 | Rejomulyo - 210,96 - 210,96 | SEDANG
14 | Pilangbango - 118,34 - 118,34 | SEDANG
15 | Tawangrejo - 157,53 - 157,53 | SEDANG
16 | Kanigoro - 175,03 - 175,03 | SEDANG
17 | Kartoharjo - 81,4 - 81,4 | SEDANG
18 | Kelun - 130,35 - 130,35 | SEDANG
19 | Mangunharjo - 174,61 - 174,61 | SEDANG
20 | Sogaten - 128,63 - 128,63 | SEDANG
21 | Patihan - 135,66 - 135,66 | SEDANG
22 | Ngegong - 136,21 - 136,21 | SEDANG
23 | Winongo - 212,51 - 212,51 | SEDANG
24 | Madiun Lor - 137,43 - 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan - 74,03 - 74,03 | SEDANG
26 | Nambangan Lor - 103,04 - 103,04 | SEDANG
27 | Nambangan Kidul - 126,09 - 126,09 | SEDANG
Kota Madiun - | 3.677,58 - 3.677,58 | SEDANG
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c) Potensi Bahaya Gempa Bumi

dengan sebaran :

Tabel 2. 4 Potensi Bahaya Gempa Bumi

Rendah | Sedang Total
1 | Banjarejo - 196,05 - 196,05 | SEDANG
2 | Demangan - 229,37 - 229,37 | SEDANG
3 | Josenan - 144,73 - 144,73 | SEDANG
4 | Kejuron - 161,85 - 161,85 | SEDANG
5 | Kuncen - 42,34 - 42,34 | SEDANG
6 | Manisrejo - 166,64 - 166,64 | SEDANG
7 | Mojorejo - 127,14 - 127,14 | SEDANG
8 | Pandean - 133,96 - 133,96 | SEDANG
9 | Taman - 129,50 - 129,50 | SEDANG
10 | Oro-Oro Ombo - 87,28 - 87,28 | SEDANG
11 | Sukosari - 67,31 - 67,31 | SEDANG
12 | Klegen - 89,58 - 89,58 | SEDANG
13 | Rejomulyo - 210,96 - 210,96 | SEDANG
14 | Pilangbango - 118,34 - 118,34 | SEDANG
15 | Tawangrejo - 157,53 - 157,53 | SEDANG
16 | Kanigoro - 175,03 - 175,03 | SEDANG
17 | Kartoharjo - 81,40 - 81,40 | SEDANG
18 | Kelun - 130,35 - 130,35 | SEDANG
19 | Mangunharjo 0,56 174,05 - 174,61 | SEDANG
20 | Sogaten 17,44 111,19 - 128,63 | SEDANG
21 | Patihan 9 126,66 - 135,66 | SEDANG
22 | Ngegong - 136,21 - 136,21 | SEDANG
23 | Winongo 3,42 209,09 - 212,51 | SEDANG
24 | Madiun Lor 8,9 128,53 - 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan 3,63 70,4 - 74,03 | SEDANG
26 | Nambangan Lor - 103,04 - 103,04 | SEDANG
27 | Nambangan Kidul - 126,09 - 126,09 | SEDANG
Kota Madiun 42,95 | 3.634,62 -| 3.677,57 | SEDANG

d) Potensi Bahaya Kekeringan

dengan sebaran :

Tabel 2. 5 Potensi Bahaya Kekeringan

Rendah | Sedang

1 Banjarejo - 196,05 196,05 | TINGGI
2 Demangan - - 229,37 229,37 | TINGGI
3 Josenan - - 144,73 144,73 | TINGGI
4 | Kejuron - - 161,85 161,85 | TINGGI
S Kuncen - - 42,34 42,34 | TINGGI
6 Manisrejo - - 166,64 166,64 | TINGGI
7 Mojorejo - - 127,14 127,14 | TINGGI
8 Pandean - - 133,96 133,96 | TINGGI
9 Taman - - 129,50 129,50 | TINGGI
10 | Oro-Oro Ombo - - 87,28 87,28 | TINGGI
11 | Sukosari - - 67,31 67,31 | TINGGI
12 | Klegen - - 89,58 89,58 | TINGGI
13 | Rejomulyo - - 210,96 210,96 | TINGGI




Rendah | Sedang ‘

14 | Pilangbango - - 118,34 118,34 | TINGGI
15 | Tawangrejo - - 157,53 157,53 | TINGGI
16 | Kanigoro - - 175,03 175,03 | TINGGI
17 | Kartoharjo - - 81,40 81,40 | TINGGI
18 | Kelun - - 130,35 130,35 | TINGGI
19 | Mangunharjo - - 174,61 174,61 | TINGGI
20 | Sogaten - - 128,63 128,63 | TINGGI
21 | Patihan - - 135,66 135,66 | TINGGI
22 | Ngegong - - 136,21 136,21 | TINGGI
23 | Winongo - - 212,51 212,51 | TINGGI
24 | Madiun Lor - - 137,43 137,43 | TINGGI
25 | Pangongangan - - 73,44 73,44 | TINGGI
26 | Nambangan Lor - - 103,04 103,04 | TINGGI
27 | Nambangan Kidul - - 126,09 126,09 | TINGGI

Kota Madiun - - | 3.676,96 3.676,96 | TINGGI

e) Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit
dengan sebaran :
Tabel 2. 6 Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit
Rendah | Sedang
Banjarejo 196,05 - - 196,05 | RENDAH

2 Demangan 229,37 - - 229,37 | RENDAH
3 Josenan 144,73 - - 144,73 | RENDAH
4 Kejuron 161,85 - - 161,85 | RENDAH
5 Kuncen 42,34 - - 42,34 | RENDAH
6 Manisrejo 166,64 - - 166,64 | RENDAH
7 | Mojorejo 127,14 - - 127,14 | RENDAH
8 Pandean 122,96 - - 122,96 | RENDAH
9 Taman 129,5 - - 129,5 | RENDAH
10 | Oro-Oro Ombo 87,28 - - 87,28 | RENDAH
11 | Sukosari 67,31 - - 67,31 | RENDAH
12 | Klegen 89,58 - - 89,58 | RENDAH
13 | Rejomulyo 210,96 - - 210,96 | RENDAH
14 | Pilangbango 118,34 - - 118,34 | RENDAH
15 | Tawangrejo 157,53 - - 157,53 | RENDAH
16 | Kanigoro 175,03 - - 175,03 | RENDAH
17 | Kartoharjo 81,40 - - 81,40 | RENDAH
18 | Kelun 130,35 - - 130,35 | RENDAH
19 | Mangunharjo 174,61 - - 174,61 | RENDAH
20 | Sogaten 128,63 - - 128,63 | RENDAH
21 | Patihan 135,66 - - 135,66 | RENDAH
22 | Ngegong 136,21 - - 136,21 | RENDAH
23 | Winongo 212,51 - - 212,51 | RENDAH
24 | Madiun Lor 137,43 - - 137,43 | RENDAH
25 | Pangongangan 74,03 - - 74,03 | RENDAH
26 | Nambangan Lor 103,04 - - 103,04 | RENDAH
27 | Nambangan Kidul 126,09 - - 126,09 | RENDAH

Kota Madiun 3.677,56 - - | 3.677,56 RENDAH




21 -

f) Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

dengan sebaran :

Tabel 2. 7 Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

Rendah | Sedang

Banjarejo 196,05 - - 196,05 | RENDAH
2 | Demangan 229,37 - - 229,37 | RENDAH
3 | Josenan 144,73 - - 144,73 | RENDAH
4 | Kejuron 161,85 - - 161,85 | RENDAH
5 | Kuncen 42,34 - - 42,34 | RENDAH
6 | Manisrejo 166,64 - - 166,64 | RENDAH
7 | Mojorejo 127,14 - - 127,14 | RENDAH
8 | Pandean 133,96 - - 133,96 | RENDAH
9 | Taman 129,50 - - 129,50 | RENDAH
10 | Oro-Oro Ombo 87,28 - - 87,28 | RENDAH
11 | Sukosari 67,31 - - 67,31 | RENDAH
12 | Klegen 89,58 - - 89,58 | RENDAH
13 | Rejomulyo 210,96 - - 210,96 | RENDAH
14 | Pilangbango 118,34 - - 118,34 | RENDAH
15 | Tawangrejo 157,53 - - 157,53 | RENDAH
16 | Kanigoro 175,03 - - 175,03 | RENDAH
17 | Kartoharjo 81,40 - - 81,40 | RENDAH
18 | Kelun 130,35 - - 130,35 | RENDAH
19 | Mangunharjo 174,61 - - 174,61 | RENDAH
20 | Sogaten 128,63 - - 128,63 | RENDAH

21 | Patihan -| 135,66 - 135,66 | SEDANG

22 | Ngegong -| 136,21 - 136,21 | SEDANG
23 | Winongo 212,51 - - 212,51 | RENDAH

24 | Madiun Lor - 137,43 - 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan 74,03 - - 74,03 | RENDAH
26 | Nambangan Lor 103,04 - - 103,04 | RENDAH
27 | Nambangan Kidul 126,09 - - 126,09 | RENDAH

Kota Madiun 3.268,27 409,3 -| 3.677,57 | RENDAH

g) Bahaya Pandemi Covid-19
dengan sebaran :
Tabel 2. 8 Bahaya Pandemi Covid-19
Rendah Sedang

1 | Banjarejo 65,91 121,45 5,11 192,47 | SEDANG
2 | Demangan 94 .4 130,76 - 225,16 | SEDANG
3 | Josenan 58,02 69,96 14,1 142,08 | SEDANG
4 | Kejuron 85,96 68,38 4,55 158,89 | RENDAH
S | Kuncen 19,66 19,64 2,27 41,57 | RENDAH
6 | Manisrejo 15,62 84,48 63,5 163,6 | SEDANG
7 | Mojorejo 0,76 50,21 73,84 124,81 TINGGI
8 | Pandean 9,1 88,78 33,63 131,51 | SEDANG
9 | Taman 0,03 71,72 55,37 127,12 | SEDANG
10 | Oro-Oro Ombo - 65,59 20,1 85,69 | SEDANG
11 | Sukosari 32,40 16,66 17,02 66,08 | RENDAH
12 | Klegen - 49,11 38,84 87,95 | SEDANG
13 | Rejomulyo 57,59 109,78 39,76 207,13 | SEDANG
14 | Pilangbango 72,65 29,68 13,87 116,2 | RENDAH
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Rendah Sedang
15 | Tawangrejo 76,64 78,04 - 154,68 | SEDANG
16 | Kanigoro 55,57 88,44 | 27,83 171,84 | SEDANG
17 | Kartoharjo - 79,92 - 79,92 | SEDANG
18 | Kelun 60,28 49,26 | 18,45 127,99 | RENDAH
19 | Mangunharjo 67,67 92,46 | 11,30 171,43 | SEDANG
20 | Sogaten 68,96 47,94 9,41 126,31 | RENDAH
21 | Patihan 71,49 61,71 - 133,2 | SEDANG
22 | Ngegong 55,16 74,15 4,43 133,74 | SEDANG
23 | Winongo 60,55 117,65 30,45 208,65 | SEDANG
24 | Madiun Lor 24,02 | 108,55 2,37 | 134,94 | SEDANG
25 | Pangongangan 27,26 45,43 - 72,69 | SEDANG
26 | Nambangan Lor 14,58 82,06 4,52 101,16 | SEDANG
27 | Nambangan Kidul 25,07 57,18 | 41,53 123,78 | SEDANG
Kota Madiun 1.119,35 | 1.958,99 | 532,25 | 3.610,59 | SEDANG
h) Potensi Bahaya Likuefaksi
dengan sebaran :
Tabel 2. 9 Potensi Bahaya Pandemi Likuenfaksi
Rendah| Sedang Total
1 | Banjarejo - 196,05 - 196,05 | SEDANG
2 | Demangan - | 229,37 -| 229,37 | SEDANG
3 | Josenan - 144,73 - 144,73 | SEDANG
4 | Kejuron - 161,85 - 161,85 | SEDANG
5 | Kuncen - 42,34 - 42,34 | SEDANG
6 | Manisrejo - 166,64 - 166,64 | SEDANG
7 | Mojorejo - 127,14 - 127,14 | SEDANG
8 | Pandean - 133,96 - 133,96 | SEDANG
9 | Taman - 129,50 - 129,50 | SEDANG
10 | Oro-Oro Ombo - 87,28 - 87,28 | SEDANG
11 | Sukosari - 67,31 - 67,31 | SEDANG
12 | Klegen - 89,58 - 89,58 | SEDANG
13 | Rejomulyo -1 210,96 -| 210,96 | SEDANG
14 | Pilangbango - 118,34 - 118,34 | SEDANG
15 | Tawangrejo - 157,53 - 157,53 | SEDANG
16 | Kanigoro - 175,03 - 175,03 | SEDANG
17 | Kartoharjo - 81,40 - 81,40 | SEDANG
18 | Kelun - 130,35 - 130,35 | SEDANG
19 | Mangunharjo - 174,61 - 174,61 | SEDANG
20 | Sogaten - 128,63 - 128,63 | SEDANG
21 | Patihan - 135,66 - 135,66 | SEDANG
22 | Ngegong - 136,21 - 136,21 | SEDANG
23 | Winongo - 212,51 - 212,51 | SEDANG
24 | Madiun Lor - 137,43 - 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan - 74,03 - 74,03 | SEDANG
26 | Nambangan Lor - 103,04 - 103,04 | SEDANG
27 | Nambangan Kidul - 126,09 - 126,09 | SEDANG
Kota Madiun - 3.677,55 - 3.677,55 | SEDANG
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b. Demografi

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota
Madiun sampai dengan tahun 2022 sebanyak 201.760 jiwa, yang tersebar
di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 55.866 jiwa,
Kecamatan Manguharjo 60.167 jiwa, dan Kecamatan Taman 85.727 jiwa.
Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan selanjutnya dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022

Tahun/Jiwa
No. Kecamatan
2018 2019 2020 2021 2022
1 | Kartoharjo 57.927 | 57.748 | 57.668 | 95:458 55.866
2 |Manguharjo | 62.801 | 63.017 | 62.884 | 59.988 60.167
3 | Taman 89.069 89.350 89.398 86.006 85.727
Total 209.797 | 210.115 | 209.950 | 201.452 | 201.760

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
grafik jumlah penduduk Kota Madiun menurut Kecamatan tahun 2018-

2022 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022

Gambar 2. 2
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2 diatas,
Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2018-2022 cenderung
merata pada setiap kecamatan. Pertumbuhan jumlah penduduk di
beberapa Kecamatan sangat sedikit jumlahnya. Sehingga, selama lima
tahun terakhir jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi di
Kota Madiun berada di
Manguharjo, dan terakhir berada pada Kecamatan Kartoharjo.

Kecamatan Taman, disusul Kecamatan
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Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sampai tahun 2022
menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat
SLTA, yaitu sebesar 70.350 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan
bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan
lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 553 jiwa; D-
III 6.033 jiwa; S-1 21.152 jiwa; S-2 1.490 jiwa, dan S-3 47 jiwa. Secara
lengkap jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan
tahun 2018 - 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2018 - 2022

Uraian Tahun
2018 2019 2020 2021 2022

Penduduk Berdasarkan

Pendidikan :

BelumsSekolah; 31.258 31.374 32.261 33.177 33.495
TidakTamat SD; 19.575 19.887 19.801 18.906 18.483
Tamat SD; 30.169 29.266 28.262 26.006 24.843
Tamat SLTP; 29.487 28.787 28.230 26.027 25.314
Tamat SLTA; 72.405 73.045 73.126 69.421 70.350
Tamat D-1/1I; 468 498 502 519 553
Tamat D-III; 5.639 5.761 5.875 5.770 6.033
Tamat S-1; 19.431 20.071 20.442 20.170 21.152
Tamat S-2; 1.334 1.391 1.412 1.415 1.490
Tamat S-3. 31 35 39 41 47

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022
Adapun grafik jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat

pendidikan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022

Gambar 2. 3
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2018 - 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.3 diatas, dapat
dilihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah penduduk Kota Madiun
kategori tamat SLTA terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah
penduduk kategori tamat D-1/1II, tamat D-III, tamat S-1, tamat S-2, Tamat
S-3 yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.
Meskipun demikian, masih sedkit yang memiliki tingkat pendidikan lebih
tinggi dari SLTA. Berikut grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut
jenis pekerjaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2018 - 2022

. Tahun
Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
Penduduk Berdasarkan Jenis
Pekerjaan :
a.Belum /Tidak Bekerja 36.721 | 36.390 | 37.002 37.048 | 37.292
b.Mengurus Rumah Tangga 34.965 | 34.412 | 34.301 34.746 | 32.468
c.Pelajar/Mahasiswa 45.119 | 44.940 | 43.957 43.771 | 40.495
d.Pensiunan 6.237 6.095 6.046 6.622 5.611
e.PNS 0.992 6.826 6.711 6.252 6.109
f.TNI 1.806 1.771 1.733 1.583 1.632
g.POLRI 1.040 1.027 1.025 955 958
h.Jasa 8.449 8.449 8.213 626 8.140
i.Karyawan 44.679 | 46.311 | 46.901 46.023 | 46.745
j.Buruh 4.489 4.390 4.679 5.022 4.083
k.Wiraswasta 18.945 | 18.994 | 19.107 17.992 | 18.223
l.Lain-lain 355 510 275 812 4
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022

Gambar 2. 4

Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan

Tahun 2018 - 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.4 diatas,

terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada

sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja menjadi

karyawan setiap tahun mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2022

berjumlah 46.745 orang. Sebaliknya penduduk yang Mengurus Rumah

Tangga sejak tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Posisi Kota

Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan, maka penduduk yang

memiliki pekerjaan wiraswasta jumlahnya juga cukup banyak yaitu

hingga tahun 2022 sebanyak 18.223 orang dan yang bekerja pada sektor

jasa sebanyak 8.140 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada

sektor publik yaitu PNS, TNI/Polri secara keseluruhan pada tahun 2022

berjumlah 8.699 orang.




-26 -

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan
ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total nilai
PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (Rp. Milyar)

PDRB o
Tahun Harga Berlaku Harga Konstan Pertumbuhan (%)
2018 13.129,87 10.051,71 5,96
2019 14.107,33 10.623,07 5,69
2020 13.769,29 10.262,44 -3,39
2021 14.699,83 10.748,10 4,73
2022 15.825,61 11.119,55 5,52

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Berdasarkan Data BPS Kota Madiun, grafik Pertumbuhan PDRB
Kota Madiun Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Gambar 2. 5
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (Rp. Milyar)

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.5 diatas,
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun selama periode 2018-2020
menunjukkan tren penurunan, hal ini disebabkan wabah pandemi
covind-19, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK mengalami fluktuatif.
PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2018 mencapai Rp. 13.129,87
milyar dan pada tahun 2020 meningkat mencapai Rp. 13.769,29 milyar.
PDRB ADHK Kota Madiun juga meningkat dari Rp. 10.051.71 milyar pada
tahun 2018 menjadi Rp. 10.262,44 milyar pada tahun 2020.
Pertumbuhan PDRB pada periode tahun 2020-2022 mengalami
peningkatan di banding periode sebelumnya 2018-2020.
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Salah satu faktor terjadinya tren peningkatan adalah seiring dengan

semakin membaiknya penanganan pandemi COVID-19 dan mulai

terbukanya aktivitas ekonomi. pada periode tahun 2022 pertumbu

han

PDRB sebesar 5,52 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,79 poin

dari tahun 2021, dan untuk PDRB ADHB dan ADHK pada periode tahun

2022 berada di posisi 15.825,61 milyar dan 11.119,55 milyar

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan

keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan

suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin

tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat

kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenu

han

kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 (lima) kategori tahapan yaitu: Pra-

sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 2. 14 Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus
Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

KATEGORI TAHUN
2018 2019 2020 2021 2022
PRA KS 120 0,23% 88 0,17% 88 0,16% 105 0,20% 0 0,00%
KS-I 6.806 12,99% 6.115 11,63% 8.742 15,84% 6.629 12,43% 4.450 8,85%
KS-II 21.322 40,70% 22.001 41,84% 21.822 39,55% 20.168 37,83% 26.414 52,54%
KS-III 19.122 36,50% 19.231 36,57% 19.378 35,12% 18.876 35,41% 17.961 35,73%
KS-III Plus 5.021 9,58% 5151 9,80% 5.145 9,32% 7.532 14,13% 1.450 2,88%
JUMLAH 52.391 100,00% | 52.586 100,00% 55.175 100,00% 53.310 100,00% 50.275 100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.5 diatas, Persentase Pra KS

dan

KS-1 pada tahun 2020 sebesar 16,00% atau jumlahnya 8.830 keluarga,

sedangkan tahun 2021 jumlahnya 6.734 keluarga mengalami penurunan

2.096 keluarga. Hal ini menunjukkan penurunan kesejahteraan dalam

kategoi Pra KS dan KS-1 sebanyak 23,74%. Selain itu, pada tahun 2

022

jumlah Pra KS di Kota Madiun mencapai O keluarga atau 0,00%.

Sedangkan, persentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami

fluktuatif tren naik pada tahun 2018 dari jumlahnya 45.465 menjadi

45.825 pada tahun 2022, yang artinya perbaikan ekonomi atau

kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan sedikit.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus,

indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase

jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini

membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan

sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun.
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Indikator ini juga menunjukan komitmen pemerintah Kota Madiun
dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah
kesejahteraan sosial melalui program-program kegiatan rehabilitasi
sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.
Jumlah dan Presentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 15 Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun
Tahun 2018 - 2022

Tahun Jumlah PMKS Presentase PMKS
2018 10.583 5,04
2019 10.702 5,09
2020 30.362 14,46
2021 27.383 13,59
2022 33.706 16,71

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Madiun, Tahun 2022
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Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Madiun, Tahun 2022

Gambar 2. 6
Persentase PMKS Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.6 diatas, saat
ini jumlah PMKS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini
terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
diketahui bahwa terjadi penambahan PMKS, yang mana jumlah jenis
PMKS yang sebelumnya hanya sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26
jenis PMKS.
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Sesuai dengan instruksi pada Peraturan Menteri Sosial tersebut
ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan dan pengelompokan
kembali jenis-jenis PMKS, untuk diupdate data jumlah PMKS secara
keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah
PMKS.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah PMKS yang
terdata mengalami penambahan sebanyak 23.123 orang atau sebesar
11,46% dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS yang meningkat
tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah yang tertangani secara
signifikan, dengan capaian 99,95% dengan intervensi program dan
kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta
pemberdayaan sosial. Jumlah Penanganan PMKS dan Presentase PMKS

dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 16 Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS
Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

Tahun Jumlah Penanganan Presentase Penanganan
PMKS PMKS
2018 10.835 102,38
2019 10.729 100,25
2020 30.295 99,78
2021 27.290 99,66
2022 33.690 99,95

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Madiun, Tahun 2022
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Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Madiun, Tahun 2022

Gambar 2. 7 Jumlah PMKS Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.7 diatas,
bahwa berdasrkan data dan grafik diatas, tahun 2018 dan tahun 2019
seluruh jumlah PMKS yang ada di Kota Madiun berhasil ditangani,
bahkan persentase penangangan PMKS mencapai lebih dari 100%. Pada
tahun 2020-2022 mengalami peningkatan jumlah PMKS yang cukup
signifikan dikarenakan banyak dari masyarakat yang mengajukan sendiri
untuk dimasukkan sebagai PMKS dengan berbagai alasan dan latar
belakang. Sehingga pada tahun 2022 jumlah PMKS menjadi sebanyak
33.706 orang dengan penanganan 99,95% .
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Selanjutnya terdapat tabel dan grafik tingkat kemiskinan Kota
Madiun tahun 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 2. 17 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun
Tahun 2018 - 2022

Tahun Jumlah Penduduk Tingkat Kemiskinan
kemiskinan
2018 7.920 4,49
2019 7.690 4,35
2020 8.830 4,98
2021 9.060 5,09
2022 8.490 4,76

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2022
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Gambar 2. 8
Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.8 diatas,
tingkat Kemiskinan Kota Madiun pada tahun 2018-2022 mengalami tren
yang fluktuatif. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tingkat
kemiskinan mengalami kenaikan dari 4,89% menjadi 5,09%, dan
menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 4,76%. Berbagai usaha telah
dilakukan oleh pemerintah baik melalui refokusing dan realokasi
anggaran terkait terjadinya Covid-19.

Kebijakan tersebut setidaknya mencapai hasil jika dilihat dari kondisi
perekonomian yang semakin meningkat. Namun disisi lain, penurunan
kemiskinan masih memerlukan berbagai langkah strategis yang perlu
dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun setidaknya melalui
program penanganan sosial seperti bantuan sembako, bantuan sosial air
bersih, pemberian kesempatan kerja pada anak yatim akibat pandemi,
pelatihan UMKM, santuann kematian, asuransi pekerja sektor informal,

dan beasiswa mahasiswa.
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Tingkat Kemiskinan
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Gambar 2. 9 Data Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa
Timur dan Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tingkat Kemiskinan Kota Madiun di bawah Nasional dan Provinsi

hal ini dikarenakan daerah perkotaan cenderung mempunyai luas

wilayah yang kecil dari pada daerah pedesaan, sehingga intervensi dalam

penyaluran program penanganan sosial lebih tepat sasaran.

c. Fokus Pendidikan

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa Indikator

Pendidikan yang terdapat pada Fokus Kesejahteraan Sosial, di antaranya

adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2018 - 2022

NO | URUSAN/INDIKATOR KINERjA | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
PEMBANGUNAN DAERAH

1 2 3 4 5 6 7

I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A Fokus Kesejahteraan Sosial

1 Pendidikan
1.1 | Angka Melek Huruf 98,87 | 97,99 | 97,93 98,96 | 98,42
1.2 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah 11,11 11,13 11,14 11,37 11,67
1.3 | Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 1449 | 143,28 | 100,85 | 101,27 | 131,02
1.4 | Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 135,03 | 170,76 103,62 101,25 | 114,53
1.5 | Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A 134,59 | 135,45 | 9529 | 95,34 | 122,11
1.6 | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B 169,63 | 131,33 85,8 84,88 101,93

Pendidikan yang ditamatkan:

1.7 | Angka Harapan Lama Sekolah 14,21 14,39 14,40 14,40 14,43

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, Tahun 2022
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Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.9 diatas, selanjutnya

dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:
1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59
tahun, sesuai dengan indikator dari -Kementrian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional) yang dapat membaca dan
menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Perkembangan Angka Melek
Huruf diatas usia 15 tahun, tahun 2018 telah mencapai 98,87% namun
pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 97,99%. Pada

tahun 2020 angka melek huruf kembali turun menjadi 97,93%.

Meskipun demikian, pada tahun 2021 dan 2022 angka melek huruf naik
mencapai 98,96% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 98,42%. Akan
tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Madiun yang

berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.
2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-ata lama sekolah adalah rata — rata jumlah tahun yang
dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan
formal. Rata-rata lama sekolah pada metode lama menunjukkan jenjang

pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas.

Pada perhitungan metode baru, rata-rata lama sekolah adalah rata-
rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih
untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.
Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 sebesar 11,11. Tahun 2019
sedikit meningkat menjadi sebesar 11,13, tahun 2020 sebesar 11,14, dan
tahun 2021 sebesar 11,37. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar
11,11, 11,13, 11,14, dan 11,37 maka artinya bahwa sebagian besar
penduduk Kota Madiun baru mampu menempuh atau menamatkan
pendidikan sampai dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2
SMA. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan
adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan
Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan
Program BOS dari Pemerinah Pusat. Dan untuk tahun 2022 rata-rata
lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,20 poin dari tahun 2021

sehingga tahun 2022 menjadi 11,67.
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3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A adalah rasio jumlah siswa
berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SD
terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/Paket A tahun 2018 hingga tahun 2021 nilainya mencapai lebih
besar dari 100%. Sampai pada tahun 2022 angka partisipasi kasar
SD/MI/Paket A juga mencapai lebih dari 100% yaitu di angka 131,02%.

4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B adalah rasio jumlah
siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP
terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Kasar
SMP/MTs/Paket B periode tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan tren
fluktuatif lebih dari 100%t. Pada tahun 2018 menunjukkan nilai
persentase sebesar 135,03%, terjadi peningkatan yang cukup besar pada
tahun 2019 menjadi 170,76%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya sehingga angka persentasenya sebesar 103,62%.
Lalu kemudian turun kembali pada tahun 2021 menjadi 101,25%. Akan
tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan persentase menjadi
114,53%, Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang sedang
bersekolah di SMP/MTs berapapun usianya diluar usia 13-15 tahun
sebesar 114,53%.

5. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A merupakan jumlah
penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi
dengan jumlah jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi
Murni SD/MI/Paket A tahun 2019 yakni sebesar sebesar 135,45%. Untuk
tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 40,16 poin sehingga
persentasenya menjadi 95,29%. Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni
SD/MI/Paket A meningkat sedikit menjadi 95,34% dan menjadi 122,11%
pada tahun 2022. Terjadinya penurunan pada tahun 2020
mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah anak usia 7-12 tahun
yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI menjadi 95,29%, dan
untuk tahun 2022 terjadi kenaikan dari tahun 2021 menjadi 122,11%
mengindikasikan anak berusia 7-12 tahun bersekolah pada jenjang

pendidikan SD/MI sebesar 122,11%.
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6. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B merupakan jumlah
penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi
dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni
SMP/MTs/Paket B sebesar menunjukkan trend penurunan pada tahun
2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 sebesar 169,63% kemudian pada
tahun 2019 menurun sebesar 38,3 poin sehingga persentasenya menjadi
131,33%, lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar
45,53 poin sehingga menjadi 85,80%. Penurunan kembali terjadi pada
tahun 2021 sebesar 0,92 poin menjadi 84,88. Tahun 2022, Angka
Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B meningkat sebesar 17,05 poin dari
tahun 2021 sehingga pada tahun 2022 menjadi 101,93%.

7. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefiniskan sebagai lamanya sekolah
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu dimasa mendatang. Capaian harapan lama sekolah pada tahun
2018 adalah 14,21, pada tahun 2019 adalah 14,39, pada tahun 2020 dan
2021 capaian angka harapan lama sekolah sebesar 14,40 dan 14,41.

Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kota Madiun
sudah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena
adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program
Bantuan Beasiswa Mahasiswa, sehingga angak harapan lama sekolah

pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 14,43.

Penyebab tidak tercapaianya kinerja bidang pendidikan angka melek
huruf disebabkan salah satunya disebabkan karena perpindahan
penduduk, data tersebut terlihat dari kenaikan jumlah penduduk dari

tahun 2021 ke tahun 2022 data dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

d. Fokus Kesehatan

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta
perkembangannya pada Bidang Urusan Kesehatan selanjutnya
dijabarkan pada materi dibawah ini.
1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018-2022 dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. 19 Angka Kematian Ibu di Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

No Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah Lahir Hidup 2.561 2.530 1852 2.382 2.357
2 Jumlah Kematian Ibu 0 1 0 3 1
Angka Kematian Ibu Per
3 0 39,53 0 126 42,42
100.000 Lahir Hidup
Target RPJMD Angka
4 Kematian Ibu Per 100.000 44 97 38,59 42,09 42,09 42,09
Lahir Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.10 diatas, Angka Kematian Ibu
(AKI) per 100.000 lahir hidup pada tahun 2018 dan 2020 di Kota Madiun
tidak tercatat angka kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 dan 2022
tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat
kematian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2019 dan terdapat kematian ibu sebanyak 42,42 ibu dari 100.000
kelahiran hidup pada tahun 2022. Secara absolut jumlah kematian ibu
tersebut sebanyak 1 orang ibu. Terjadi penurunan angka kematian ibu
pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dari jumlah secara
absolut sebanyak 3 orang ibu pada tahun 2021 menjadi 1 orang ibu pada
tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya Pemerintah Kota
Madiun untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan
kepada ibu hamil baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pelayanan
langsung. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2018 sampai dengan tahun
2022 dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Gambar 2. 10
Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun Tahun 2018 -2022
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Sebagaimana termuat pada Gambar 2.9 diatas, terlihat bahwa

target RPJMD AKI di tahun 2018-2022 mengalami penurunan dari 44,97

menjadi 42,09. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya

kematian ibu adalah sebagai berikut:

Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan)
terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal;

Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai

ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga

Memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC
terpadu yaitu 10 T plus skrining Diabetes Militus (DM),
Hipertensi, jantung, hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas
pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.

Menjalin kerjasama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan

a.
b.

dan bayi;
C.

masa nifas;
d.
e.

pada ibu hamil; dan
f.

Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman
dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan

dan menjelang persalinan.

Angka Kematian Bayi (AKB)
Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2018-2022 dapat

dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 20 Angka Kematian Bayi di Kota Madiun Tahun 2018-2022

N Urai Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
° raian 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Bayi Lahir Hidup 2561 2530 1852 2.382 | 2.357
2 | Jumlah Kematian Bayi 17 16 8 9 10
Angka Kematian Bayi
3 | (AKB) / 1.000 Kelahiran 6,64 6,32 4,32 3,8 4,2
Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2022
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Sebagaimana termuat pada Tabel 2.11 di atas, terlihat bahwa Angka
Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 17 dan 16 bayi,
presentase angka kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun
2018 sebesar 6,64 dan pada tahun 2019 sebear 6,32. Pada tahun 2018
hingga tahun 2022 secara absolut jumlah kematian bayi mengalami
penurunan. Tahun 2018 presentase angka kematian bayi sebesar 6,64
dengan jumlah absolut sebanyak 17 kematian bayi dan pada tahun 2022
persentase angka kematian bayi sebesar 4,2 dengan jumlah absolut 10
kematian bayi. Adapun tren Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2018
sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

3000 S 6:32 432 3.8 42 100%
5 2530
reon 2382 2.357 90%
80%
5000 1852 0 70%
60%
1500 50%
40%
1000 0%
500 20%
10%
0 0%
2018 2019 2020 2021 2022

I Bayi Lahir Hidup
Angka Kematian Bayi(AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup

e Jumlah Kematian Bayi

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2022

Gambar 2. 11
Angka Kematian Bayi di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.10 diatas, terlihat bahwa
Angka Kematian Bayi/1000 kelahiran hidup setelah tahun 2018
mengalami penurunan dan diikuti penurunan jumlah kematian bayi
secara absolut. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai
berikut:

PMT bagi ibu hamil untuk mencegah bayi BBLR;
Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi
kontrol sesuai jadwal); dan

c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan

kesehatan bayi.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi
(AKB) diantaranya yaitu:

a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan)

terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal,



-38-

b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu

dan bayi;

c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai

ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga

masa nifas;

d. Berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan

rujukan bayi dengan kelainan;

e. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman

dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan

dan menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur

dengan indikator kinerja sasaran masing-masing.

3.

Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2018 hingga tahun 2022

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 21 Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2018-2022

No Uraian Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 Jumlah Balita 12.117 | 11.956 | 11.813 | 11.734 | 11.603
2 | Jumlah Balita Yang Ditimbang 10.497 | 10.471 5427 6.442 8.018
3 | Jumlah Balita Gizi Buruk 4 4 4 11 11
4 Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,038 0,038 0,073 0,093 0,138

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada

Tabel 2.12 diatas, terlihat bahwa

selama tahun 2018-2022 jumlah balita yang menderita gizi buruk dan

persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan.
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Adapun tren Balita Gizi Buruk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022
dapat dilihat pada gambar berikut:

14.000 0,038 0,038 0,073 0,093 0,138 100%
12.117 11.956 11.813 11.734 11.603

12.000 100%

10.000
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98%
4.000

2.000 98%

97%
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 Jumlah Balita I Jumlah Balita Yang Ditimbang
==@==Jumlah Balita Gizi Buruk Prosentase Balita Gizi Buruk (%)

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022.

Gambar 2. 12
Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.11 diatas, terlihat bahwa
persentase Balita Gizi Buruk di tahun 2018 sebesar 0,038 dengan jumlah
absolut 4 balita gizi buruk, hal ini berlaku pada tahun 2018 sampai
dengan 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase balita gizi buruk
mengalami kenaikan sebesar 0,093 dan 0,138 sehingga jumlah absolut
balita gizi buruk menjadi 11 balita. Penyebab terjadinya kenaikan
persentase balita balita gizi buruk karena adanya bayi lahir dengan Berat
Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kurang dari 2500 gram sehingga balita
tersebut berpotensi tidak maksimal dalam penyerapan nutrisi makanan
yang menyebabkan berat badan tidak naik signifikan. Selain itu masih
adanya pola asuh dan pola makan yang kurang tepat pada keluarga.
Sehingga langkah yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita gizi
buruk adalah:

1. Penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi
dini terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih
mudah dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk;

2. Pelaksanaan kelas ibu balita;

3. Edukasi kepada masyarakat tentang BBLR dan wupaya
perbaikan gizi keluarga;

4. Pelatihan cara Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA)
untuk petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi

kepada masyarakat;
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5. Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin bagi balita BGM
dan 2T sampai tuntas;

6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil mulai
ditemukan KEK sampai dengan masa nifas untuk mencegah
kelahiran bayi BBLR.

Data capaian prevelensi gizi kurang di Kota Madiun selalu di bawah
target Nasional meupun Provinsi Jawa Timur, Penyebab terdapatnya
prevelensi gizi kurang di Kota Madiun ialah faktor ekonomi, sanitasi,
pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Selain itu Kemiskinan,
ketiadaan pangan, permukiman yang berjejalan, dan ketidakmampuan
mengakses fasilitas kesehatan juga termasuk faktor yang mempengaruhi
pervelensi gizi kurang selama ini pada tataran nasional. Di kota madiun

data prevelensi gizi kurang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 22 Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2019-2022

No Uraian Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2019 2020 2021 2022
1 Prevelensi Gizi Kurang 7,1% 9% 8,4% 9%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

e. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga
diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam even regional dan
nasional, jumlah even/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi
muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam
even Regional dan Nasional tahun 2022 di bidang olahraga tetap di angka
205 untuk prestasi keolahragaan dan 2 untuk prestasi kebudayaan.
Berikut tabel Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun
2018-2022:

Tabel 2. 23 Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

KETERANGAN 2018 | 2019 2020 2021 2022
PRESTASI KEOLAHRAGAAN 33 52 50 97 205
PRESTASI KEBUDAYAAN 12 8 8 2 2

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KotaMadiun,
Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.13 diatas, jumlah prestasi
keolahragaan terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun
2022. Berbanding terbalik dengan Prestasi kebudayaan yang menurun
dari tahun 2018 sampai tahun 2022 yaitu sebagaimana dapat dilihat pada

gambar berikut:



- 41 -

250
200
150
100

50

h— —
H— e A
2018 2019 2020 2021 2022

PRESTASI KEOLAHRAGAAN —#— PRESTAS| KEBUDAYAAN
sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KotaMadiun, 2022

Gambar 2. 13
Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

Selama tahun 2022 prestasi keolahragaan mendapatkan sebanyak
205 medali, yang mana seluruh medali tersebut di dapat dari 13 even
kejuaraan tingkat nasional dan internasional dengan rincian sebagai
berikut :
1 medali pada even International (Thailand);

a
b. 6 medali pada even Archery Championship;

c. 10 medali pada even Kasal CUP Archery Open Sidoarjo;

d. 7 medali pada even Kejurprof Karate Jatim;

e. 129 medali pada even Kejurkot Taekwondo Kota Madiun 2022;
f. 1 medali pada even Kejurnas Piala MPR;

g. 1 medali pada even Kejurprof Master Jati 2022;

h. 4 medali pada even Peparda Jatim I;

e

3 medali pada even Popda XIII Jatim;

j- 1 medali pada even Piala Gubernur Jatim

k. 35 medali pada even Porprov Jawa Timur VII;

1. 3 medali pada even Pra Kualifikasi Popnas 2022; dan

m. 4 medali pada even Titan Callenge Turnament.

Sehinga dari keseluruhan perolehan medali tingkat nasional dan
international dengan total sebanyak 205 medali pada tahun 2022 serta
rinciannya, yaitu:

1. Perolehan medali emas sebanyak 67 medali;

2. Perolehan medali perak sebanyak 78 medali; dan

3. Perolehan medali perunggu sebanyak 60 medali.
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Prestasi kebudayaan pada tahun 2022 adalah mendapatkan
sertifikat Warisan Budaya Tak benda Indonesia untuk kegiatan Grebeg
Maulud dan makan khas Pecel. Sertifikat tersebut diterbitkan dari
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun

2022.

.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum daerah adalah kemampuan daerah agar
terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui
cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. aspek
pelayanan daerah terdiri dari pelayanaan bidang pendidikan, kesehatan,
Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan perizinan.

a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar
yang anggaranya sudah diamanatkan dalam Undang-undang sebesar 20
persen dari APBD yang diharapkan dapat mempercepat pengurangan
kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar
wilayah. Harapan kedepannya dapat menciptakan SDM yang terampil dan
cerdas. Untuk mewujudkan hal tersebut Kota Madiun sudah memetakan
jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah
yaitu PAUD dan TK yang dapat di lihat sebagaimana tabel 2.14 dibawah

ini.

Tabel 2. 24 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut
Kecamatan, Tahun 2022

No. Uraian Kecamatan
Kartoharjo | Manguharjo \ Taman

PAUD

1. | Bangunan PAUD (unit) 21 20 22

2. | Peserta PAUD 542 522 589

3. | Tenaga Pendidik 59 55 67
TK

1. | Jumlah Siswa (Orang) 1013 972 1464

9 Jumlah TK Bangunan Baik

" | (Unit) 120 113 197

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.14 diatas, data menunjukkan
pada tahun 2022 fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan

ketersediaan pendidik yang memadai.
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Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 21
unit dengan jumlah peserta didik 542 anak, Kecamatan Manguharjo
sebanyak 20 unit dengan jumlah peserta didik 522 anak, dan Kecamtan
Taman sebanyak 22 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 589
anak. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) untuk wilayah kecamatan
Kartoharjo terdapat 120 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa
1.013 anak, untuk kecamatan Manguharjo terdapat 113 unit bangunan
sekolah dengan jumlah siswa 972 anak, dan untuk kecamatan Taman

terdapat 197 unit bangunan dengan jumlah siswa 1.464 anak.

Tabel 2. 25 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2022

. Ay Kecamatan

Jenjang Pendidikan Mangunharjo Taman Kartoharjo Jumlah
Sekolah Dasar (SD) 22 27 24 73
Madrasah Ibtidaiyah (MI) 7 6 3 16
Sekolah Menengah
Pertama (SMP) 1 0 3 23
Madrasah Tsanawiyah
(MTs) 1 2 1 4
Sekolah Mengah Atas dan
Kejuruan (SMA/SMK) 13 16 12 4
Madrasah Aliyah (MA) 0 4 1 S

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun , 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.15 diatas, Jumlah sekolah
dasar (SD) di Kota Madiun tahun 2022 sebanyak 73 unit dan Madrasah
Ibtidaiyah 16 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 23 unit dan
MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK sebanyak 41
unit dan MA sebanyak 5 unit. Kecamatan Taman menjadi kecamatan
terbanyak yang memiliki jumlah wunit sekolah, mengingat jumlah
penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman.

Kondisi dan jumlah bangunann dibeberapa jenjang pendidikan
akan mendorong meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
Rata — rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator dimensi
pengetahuan pada IPM, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan
manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota
Madiun, peningkatan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada gambar

sebagai berikut.
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Gambar 2. 14
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.13 diatas, Angka HLS rata-
rata tumbuh sebesar 0,0044 poin pertahun. Meningkatnya angka
harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak
penduduk yang bersekolah. Tahun 2022, HLS di Kota Madiun telah
mencapai 14,41 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun
memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus
D3. Pada periode yang sama, capaian RLS di Kota Madiun tumbuh 0,112
poin per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal
penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun.
Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin
membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya
manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kota Madiun tahun
2022 mencapai 11,67 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata
penduduk Kota Madiun usia 25 tahun ke atas sebagain besar telah
mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2).

Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan
yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya

adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.
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Tabel 2. 26 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang
Pendidikan Tahun 2018 - 2021

ASPEK/FOKUS/BIDANG TAHUN | TAHUN | TAHUN | Tahun | Tahun
No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022
PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7
II ASPEK PELAYANAN UMUM
A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
1 Pendidikan
1.1 | Pendidikan Dasar
1.1.1 | Angka partisipasi sekolah 140.16 135,75 113,75 | 119,83 119,83*
112 Rasio ketersedian sekolah/penduduk 1:39 1:52 1:56 1:16 1:37
""" | usia sekolah per 10.000 penduduk
1.1.3 | Rasio guru/murid 1:16 1:16 1:16 1:16 1:15
1.1.4 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1:22 1:28 1:24 1:15 1:25
1.1.5 | Angka Partisipasi Murni SD/SMP 134,59 135,45 174,89 130 114,99%
1.2 | Fasilitas Pendidikan
1.2.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi 96,95 95,24 98,48 97,20 89%
"7 | bangunan baik
1.2.2 | Sekolah pendidikan SMP/Mts 96,36 98,68 92,63 99,5 95%
1.3 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.3.1 | APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ‘ 106,66 109 95,61 90,04 198,27%
1.4 | Angka Putus Sekolah
1.4.1 | Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs 0,7
1.4.2 | Rata-rata Angka Putus Sekolah 0 0,7
1.5 | Angka Kelulusan
1.5.1 | Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan 100 100 100 100 100
1.5.2 | Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 128,52 | 111,35 100 100 100
153 Guru yang memenuhi kualifikasi 98,02 96,1 96,83 97 99,6
T | S1/82/83.
1.5.4 | Rata-rata Angka Kelulusan 100 100 100 100 100
1.6 | Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pengolahan database informasi 100 100 100 100 100
1.6.1 | pendidikan, dan evaluasi pelaporan
berbasis TIK
Satuan pendidikan semua jenjang 100 100 100 100 100
1.6.2 | melaksanakan manejemen berbasis
sekolah (MBS)
1.6.3 Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang 1.250 1.427 398 1.212 1.200
"7 | mengikuti Pelatihan Profesional
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, Tahun 2022.
Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.16 diatas,

selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:
1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) dapat

digunakan untuk mengetahui banyaknya anak wusia sekolah

pendidikan dasar yang telah bersekolah di

semua jenjang

pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs. Capaian Angka APS
pada tahun 2018 adalah sebesar 140,16%, pada tahun 2019

sebesar 135,75%. Pada tahun 2020 capaian APS menurun sehingga

persentasenya menjadi sebesar 113,75%.
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Tahun 2021 capaian APS sebesar 119,83 Secara umum APS ini
menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di
Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai
jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga
disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun
sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu
pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun.
Capaian sementara APS tahun 2022 119,83%%*.

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah
adalah untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah
penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah merupakan jumlah
sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah
penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2018 capaiannya adalah
1:39, tahun 2019 capainnya adalah sebesar 1:52 dan tahun 2020
meningkat secara signifikan menjadi 1:56. Ini menunjukkan bahwa
sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota
Madiun sudah sangat mencukupi. Selain itu, dari tabel 2.16 dapat
diketahui juga bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah pada tahun 2021 sebesar 1:16 dan pada
tahun 2022 sebesar 1:37. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada
jenjang pendidikan dasar menampung 37 siswa per 10.000

penduduk usia sekolah pada tahun 2022.

3. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian
rasio guru murid pada tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah 1:16
dan untuk tahun 2022 adalah 1:15, artinya bahwa satu orang guru
menangani 15 siswa.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang
guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal
jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20
peserta didik.
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4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun
2018 adalah 1:22 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan
rata-rata siswa sebanyak 22 siswa. Capaian pada tahun 2019
adalah 1:28, tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding
capaian tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 capainnya
adalah 1:15 yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rompel
dengan rata-rata siswa sebanyak 15 siswa. Rasio ini
mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

Dibandingkan dengan tahun 2018 rasio guru terhadap murid
perkelas rata-rata ada peningkatan yaitu kalau tahun 2018 1 (satu)
orang guru menangani 22 anak tetapi pada tahun 2019 satu orang
guru menangani 28 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan
guru CPNS guru di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan
Beersama Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan
Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan nasional, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor
05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru Pegawai Negeri
Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya
untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu minimal 20
peserta didik/kelas. Akan tetapi pada tahun 2022, rasio
guru/murid per kelas rata-rata mengalami peningkatan menjadi

1:25, sehingga 1 orang guru menangani 25 anak.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan
yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang
bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah presentase siswa
dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah
penduduk di usia yang sama. APM SD/SMP tahun 2018 yakni
sebesar 134,59% dan pada tahun 2019 sebesar 135,45%.
Selanjutnya untuk tahun 2020 ke tahun 2021 APM turun dari
174,89% menjadi 130% dan menurun 15,11 poin di tahun 2022
menjadi 114,99% dari tahun 2021.
Angka tersebut menunjukkan terdapat sekitar 114,99% anak
berusia 7-15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan
SD/MI di Kota Madiun.
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6. Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan
baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang
kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik tahun 2018 hingga tahun 2021 persentasenya terus
meningkat. Capaian pada tahun 2018 sebesar 96,95%, sedangkan
capaian tahun 2019 adalah sebesar 95,24%, di tahun 2020
meningkat menjadi 98,48%, dan di tahun 2021 menjadi sebesar
97,20%, akan tetapi pada tahun 2022 ini kondisi sekolah
pendidikan dasar kondisi bangunan baik turun menjadi hanya
sebesar 89%, hal ini terjadi karena untuk rehab serta
pembangunan hanya mengandalkan dana DAK dalam
pelaksanaannya.

Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi
bangunan baik tahun 2018 sebesar 96,36% mengalami peningkan
sebesar 2,32% pada tahun 2019 menjadi 98,68%. Pada tahun 2020
mengalami penurunan sebesar 6,05% sehingga capaiannya menjadi
92,63, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun
sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 kondisi sekolah
pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik mencapai
99,50%. Akan tetapi pada tahun 2022, kondisis sekolah pendidikan
dasar kondisi bangunan baik hanya tercapai 95%, yang berarti
turun 4,50% dari tahun 2021.

7. Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK
PAUD) disini adalah APK PAUD Formal atau Taman Kanak-
Kanak.

APK PAUD pada tahun 2018 capainnya adalah 106,66%.
Capian APK PAUD pada tahun 2019 adalah sebesar 109%, sehingga
ada kenaikan sebesar 2,34%. Pada tahun 2020 capaian APK PAUD
mengalami penurunan sebesar 13,39 sehingga menjadi 95,61%.
Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun
sebelumnya. Pada tahun 2021 capaian APK PAUD adalah sebesar
90,04%. Akan tetapi pada tahun 2022 APK PAUD mengalami
peningkatan secara signifikan mencapai 108,23 poin sehingga

menjadi 198,27%.
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8. Angka putus sekolah pendidikan dasar dan rata-rata angka

putus sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan
dasar pada tahun 2018 dan 2019 adalah 0. Hal ini dapat diartikan
bahwa Angka Putus sekolah dan rata-rata putus sekolah di Kota
Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan
karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya
pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari
pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan
Program BOS dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2020 angka putus
sekolah dan rata-rata angka putus sekolah kembali muncul sebesar
0,7%, sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 0. Hal

tersebut dikarenakan turunnya angka partisipasi sekolah.

9. Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) adalah
persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI
dan SMP/MTs pada tahun 2018 capainnya adalah 100%, demikian
juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 dan
tahun 2020 capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena
adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas
Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang
ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi sisw
SD dan SMP baik yang dilakanakan di Sekolah maupun
dilaksanakan Tingkat Kota.

Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun
2018 capaiaannya sebesar 128,52 %, kemudian capaian menurun
sebesar 17,17% pada tahun 2019 menjadi 111,35%. Pada tahun
2020 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke
SMP/MTs berhasil mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2021
dan 2022 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke
SMP/MTs mencapai 100%.

10. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga
merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan
tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan
dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran,

sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.
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Guru merupakan aset strategis yang dituntut terus mengalami
proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar (on
going formation) serta memiliki kemampuan untuk melihat ke
depan. Itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha
meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan
berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran
sebagai agen pembelajaran (learning agent). Sebagai agen
pembelajaran guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai
fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan
pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hal
tersebut, selama kurun waktu 5 (lima) tahun, jenjang Pendidikan

guru yang ada di Kota Madiun sesuai pada table berikut.

Tabel 2. 27 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Kualifikasi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022

1 SMA 11 11 0 0 0

2 D1 1 4 0 0 0

3 D2 15 17 0 0 0

4 D3 1 6 19 32 7

5 DIV/S1 1.277 1.818 1.804 1.956 1.849

6 S2 109 116 93 102 125

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2022

Sebagaimana termuat pada table 2.17 diatas, Capaian guru
yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 adalah
90,31% dengan jumlah guru sebanyak 1.277 orang, sedangkan
capaian pada tahun 2019 adalah 92,19 % dengan jumlah guru
sebanyak 1.818 orang. Pada tahun 2020 capaian guru yang
memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 94,15%.

Pada tahun 2021 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebesar
93,59%. 0,566 poin

dibandingkan capaian tahun 2020, namun dari sisi jumlah guru

Capaian ini mengalami penurunan
mengalami kenaikan sebanyak 152 orang. Tahun 2022 capaian
guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 93,33% dengan
jumlah guru dengan kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.849 orang.
Terjadi penurunan dari sisi capaian dan jumlah guru namun terjadi
peningkatan dari sisi kualifikasi pendidikan S2. Peningkatan
jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari tahun ke
tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha

meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru

yang mengajar.
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11. Pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi
pelaporan berbasis TIK

Pengelolaan database informasi pendidikan dan evaluasi
pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi
informasi terpadu yang memuat seluruh data dan informasi
pendidikan tingkat kota secara terpadu. Capaian pengolahan data
base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK
pada tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah 100%. Data dan
informasi ini dipergunakan untuk mendukung pengambilan
kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan
penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan
efisien.

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbais internet
dan terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan
Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru
seerta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok
Pendidikan (DAPODIK). Sejak tahun 2015 hingga saat ini DAPODIK
menjadi satu-satunya basis data bagi Kementrian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menentukan jumlah
penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun
bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu
keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu
keharusan dan harus di update terus menerus.

Data tersebut harus di perbaharui setiap saat dengan sistem
online yang terkoneksi langsung dengan server Kementrian
Pendidikan dan kebudayaan dan di upload secara Nasional. Semua
sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun
sudah berbasis web dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik
Pendidikan pada Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Republik Indonesia.

12. Sekolah semua jenjang melaksanakan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS)
Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu
persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan

MBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari, yaitu :
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a. Sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang
disusun 4 tahunan.

b. Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) dalam
bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
dan

c. Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS
harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus
disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah
memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan
disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Sekolah — sekolah di wilayah Kota Madiun memiliki dokumen
Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS).
Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap tahun anggaran dan
tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan
pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen
berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari tahun 2018 hingga tahun

2022.

13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti

pelatihan profesional

Capaian pada tahun 2018 adalah 1.250 guru, meningkat
pada tahun 2019 sebanyak 1.427 guru dan sesuai dengan target
RPJMD. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengadaan CPNS
tahun 2019 sejumlah 76 orang guru. Pada tahun 2020 tenaga
pendidik yang mengikuti pelatihan professional menurun sangat
drastis yaitu menjadi 398 guru. Sedangkan pada tahun 2021 dan
2022 capaian tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan

professional mencapai 1.212 orang guru dan 1.200 guru.

Dalam hal pelayanan Pendidikan dinas Pendidikan juga
menerapkan pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai
standart pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib bidang Pendidikan,
pada tahun 2022 capaian indikator SPM tersebut sebagaimana tabel
dibawah:
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Tabel 2. 28 Capaian SPM Bidang Pendidikan, Tahun 2022

Jenis Pelayanan . . capaian
No. Dasar Indikator Pencapaian 2022
Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang
1 | Pendidikan Dasar berpartisipasi dalam pendidikan dasar 30.270
(SD/MI, SMP/MTS)
Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang
Pendidikan belum menyelesaikan pendidikan dasar dan
2 e 273
kesetaraan atau menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
3 Pendidikan anak Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang 3.030
usia dini berpartisipasi dalam pendidikan PAUD )
Pendidikan dasar, . . .
Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi
4 | Kesetaraan dan . . . 1,96%
. siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional
Anak Usia Dini
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2022
Informasi SPM Pendidikan berdasarkan surat Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, dan Teknologi Nomor: 5676/MPK.A/PR.07.05/2023
tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Agar ditambahkan indikator kinerja urusan bidang

Pendidikan yang merujuk pada indeks standart pelayanan minimal

bidang Pendidikan yaitu:

Tabel 2. 29 Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan, Tahun 2021 dan 2022

No. Jenlsl;’:slz.zanan Indikator Pencapaian 2021 2022
1 | Pendidikan Sekolah | Rata-rata kemampuan Literasi SD
. 63,82 63,83
Dasar berdasarkan asesmen nasional
Rata-rata kemampuan Numerasi
SD berdasarkan asesmen nasional 43,81 46,91
Iklim keamanan SD 81,60 87,57
Iklim kebinekaan SD 65,22 96,52
Iklim inklusivitas SD 76,75 82,72
2 | Pendidikan Sekolah | Rata-rata kompetensi Literasi SMP 71.93 77 03
Menengah Pertama berdasarkan Asesmen Nasional ’ ’
Rata-rata kompetensi Numerasi
SMP berdasarkan Asesmen 57,61 62,11
Nasional
Iklim keamanan SMP 85,44 85,60
Iklim kebinekaan SMP 79,69 95,15
Iklim inklusivitas SMP 69,98 82,19
3 | Pendidikan Anak Peningkatan Proporsi Jumlah
Usia Dini Satuan PAUD yang Mendapatkan 90,85 91,03
Minimal Akreditasi B
Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD
Formal dengan kualifikasi S1 / D 93,38 94,71
1\Y

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2022
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b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu wurusan wajib
pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah
sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat
meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk
menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga
kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.

Tabel 2. 30 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000
Penduduk di Kota Madiun, 2018-2022

Tahun Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik,
dan Pustu per 1.000 Penduduk
2018 0,11
2019 0,11
2020 0,11
2021 0,35
2022 0,11

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.18 diatas, selama tahun 2018
hingga tahun 2022, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan putsu per
1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2018
sampai dengan 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,11. Pada
tahun 2021, rasio sedikit mengalami peningkatan sehingga rasio jumlah
puskesmas, poliklinik dan putsu stabil di angka 0,35. Akan tetapi pada
tahun 2022 kembali mengalami penurunan di angka 0,11 kembali,
Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk
namun jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu tetap, sehingga rasio
cenderung stabil. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan
Pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun tahun 2018-2022, yaitu
sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2022

Gambar 2.15
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
di Kota Madiun Tahun 2018-2022
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Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per

jumlah penduduk yang dijabarkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 2. 31 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000
Penduduk di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tahun Dokter Tenaga Kesehatan Lainnya
2018 136,40 906,59
2019 138,02 818,12
2020 171,93 1.094,71
2021 124,2 1.364,82
2022 129 1.414,77

Sumber: Dunas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.19 diatas, rasio dokter dan
tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayaan yang
diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Data di atas
menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022, rasio dokter
per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 136,40 hingga
129. Rasio tenaga kesehatan pada tahun 2018 hingga tahun 2022
berkisar antara 906,59 hingga 1.414,77. Namun, secara keseluruhan
rasio dokter mengalami fluktuatif dan menurun jika dibandingkan tahun
2018. Rasio tenaga kesehatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan
tren meningkat.

1600 1364,821

1.414,77
1400
1200 1.094,71
907,13
1000 818,12
800
600
400
200 136,4 138,02 171,93 124, 129
0
2018 2019 2020 2021 2022

Dokter Tenaga Kesehatan Lainnya

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2022

Gambar 2. 16
Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk
di Kota Madiun Tahun 2018-2022
Sebagaimana yang termuat pada Gambar 2.15 diatas, setelah
mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan,

berikut tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun, yaitu
pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2. 32 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun

2018-2022

Rasio Jumlah

Tahun Jumlah Rumah Jumlah Rumah Sakit
Sakit Penduduk Terhadap 1.000
Penduduk

2018 8 209.797 0,0381
2019 8 210.115 0,0380
2020 8 209.950 0,0380
2021 8 201.452 0,0397
2022 8 201.760 0,0397

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun , 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.20 diatas, selama tahun 2018
hingga tahun 2022 di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit masih
beroperasi. Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun
2018 menuju 2020 di Kota Madiun mengalami sedikit penurunan dari
0,0381 menjadi 0,0380. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan
jumlah penduduk tetapi secara absolut jumlah rumah sakit tetap. Namun,
dua tahun setelah 2020 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung
stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0017 pada tahun 2021 dan
2022 rasio menjadi sebesar 0,0397.

Salah satau aspek kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan
Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang
direpresentasikan oleh UHH saat lahir. UHH di Kota Madiun terus
meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini dapat dilihat pada gambar

sebagai beikut:
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73
72,9 72,81 72,83
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Sumber: BPS Kota Madiun,2022

Gambar 2. 17
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun Tahun 2018-2022 (tahun)

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa,
Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2022 sebanyak 1
kasus yang terjadi pada 27 kelurahan, dan 2 Kelurahan di Kota Madiun.
Dapat terlihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 2. 33 Jumlah Kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2022

. Kelurahan Tempat Waktu Kejadian
No | Jenis Kasus KLB Kejadian Diketahui
. 1 Januari 2022 - 31
1 Covid-19 27 Kelurahan desember 2022
9 Demam Berdarah 9 Kelurahan 14 Mei 20200 - 16
Dengue (DBD) Mei 2022

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka

kejadian KLB di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1.

Meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan
kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;

KIE kepada
epidemiologi; dan

Meningkatkan seluruh jejaring surveilans

Meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan
dini dan respon.

Berikutnya yang harus diperhatikan adalah pelayanan kesehatan

ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun
2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 34 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota

Madiun Tahun 2018 - 2022

No Uraian Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Ibu Hamil 2.676 | 2.643 | 2.614 | 2.490 | 2.470
o | Pelayanan Bumil Sesuai 2.676 | 2.643 | 2.596 | 2.490 | 2.470
Standar
Persentase Pelayanan
3 Bumil Sesuai Standar 100 100 99,3 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
2.700 2.6762.676 100,2
B 2.6432.643
2.650 100
\\ 2614,
2.600 99,8
2.550 99,6
2.500 2.4902.450 2.4702.470 99,4
2.450 99,2
2.400 99
2.350 98,8
1 2 3 4 5

s Jumlah lbu Hamil

I Pelayanan Bumil Sesuai Standar

Prosentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Gambar 2. 18
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

di Kota Madiun Tahun 2018 - 2022
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Sebagaimana termuat pada Tabel 2.22 dan Gambar 2.17 diatas,

terlihat bahwa capaian persentase pelayanan bumil sesuai standar di

tahun 2022 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standar sudah

mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah

mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan

dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota

Madiun. Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus

melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Sedangkan,

Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah

sebagai berikut:

a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;

b. optimalisasi kelas ibu hamil di puskesmas;

c. terjalin kerjasama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan

ANC terpadu;

d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;

e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman

dan pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah

persalinan.

Penduduk Kota Madiun harus dapat mengaskes pelayanan

kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan,

maka peran Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan.

Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2022:

Tabel 2. 35 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun
Tahun 2018-2022

Aktif Puri

Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Desa Siaga 27 27 27 27 27
2 | Jumlah Desa Siaga Puri 22 24 15 16 23
Persentase Kelurahan Siaga
3 81,48 | 88,89 | 55,55 | 59,26 | 85,19

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
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Sebagaimana termuat pada Tabel 2.23 diatas, jumlah desa siaga

puri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga, capaian

persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat. Berikut grafik tren

peningkatan capaian kelurahan siaga aktif puri:
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I Jumlah Desa Siaga  mmm Jumlah Desa Siaga Puri === Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Puri

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Gambar 2. 19

Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.18 diatas, terlihat bahwa

cakupan kelurahan siaga aktif di tahun 2022 yaitu sebesar 100% dari 27

kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif

(Purnama dan Mandiri) Tahun 2022 sebesar 85,19% yaitu sebanyak 23

kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya

peningkatan 8 kelurahan dibandingkan tahun 2021. Capaian tersebut

dikarenakan:
1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam wupaya
menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya
kelurahan siaga berstrata PURI; dan
3. kerjasama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan

pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif

sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu pada tahun 2018-2022 adalah

sebagai berikut :
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Tabel 2. 36 Rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

No Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022

1 | Jumlah Puskesmas 6 6 6 6 6

2 | Jumlah Pustu 18 18 18 18 18

3 | Jumlah Penduduk 209.797 210.115 | 209.950 201.452 201.760
Rasio Jumlah Puskesmas,

4 | Poliklinik Dan Pustu Per 0,11 0,11 0,11 0,35 0,119
1.000 Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.24 diatas, terlihat bahwa dari
tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak ada penambahan jumlah
Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas dan
Pustu per 1.000 penduduk pada tahun 2018 hingga tahun 2020 tidak ada
perubahan di kisaran 0,11. Rasio tersebut meningkat pada tahun 2021
menjadi 0,35 dan tahun 2022 menjadi 0,119. Pada saat ini di setiap
kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa
Puskesmas dan rumah sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan cukup mudah. Kota Madiun terdapat 8 (delapan)
Rumah Sakit (RS) yaitu 2 (dua) RS Umum milik pemerintah, 1 (satu) RS
Paru milik pemerintah, 1 (satu) RS Umum milik TNI AD, 1 (satu) RS
Bersalin milik swasta serta 3 (tiga) RS Umum milik swasta, sehingga
kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah
terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas Poned

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu
PONED
terdapat 1 (satu) Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo.

2. Rasio Rumah Sakit (RS) per 1.000 Penduduk

Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah RS di Kota
Madiun sebanyak 8 (delapan) RS. Rasio RS di Kota Madiun
dapat dilihat di tabel berikut ini :

(Pelayanan Obstreti Neonatal Emergency Dasar)

Tabel 2. 37 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

No Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
1 Rumah Sakit Milik 1 1 1 1 1
Pemerintah Kota
5 Rumah Sakit Milik 1 1 1 1 1
Pemerintah Provinsi
3 Rumah Sakit Milik TNI/AD 1 1 1 1 1
4 Rumah Sakit Swasta 3 3 3 3 3
S Rumah Sakit Khusus 2 2 2 2 2
6 | Jumlah Rumah Sakit 8 8 8 8 8
7 | Jumlah Penduduk 209.797 | 210.115 | 209.950 | 201.452 | 201.760
g | RasioJumlah Rumah Sakit | 5357 | 0380 | 0,0380 | 0,0397 | 0,0397
Terhadap 1.000 Penduduk ’ ’ ’ ’ ’

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022




-61 -

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.25 diatas, terlihat bahwa tahun
2018 rasio jumlah rumah sakit terhadap 1000 penduduk adalah 0,381.
Tahun 2019 dan tahun 2020, nilai rasionya mengalami penurunan
menjadi 0,380. Pada tahun 2021 dan 2022 rasio jumlah rumah sakit
meningkat menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah
penduduk.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek
Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus

pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 38 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan
Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN
No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA TAHUN | TAHUN | TAHUN Tahun Tahun
PEMBANGUNAN DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
II ASPEK PELAYANAN UMUM
A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
1 Kesehatan
2.1 | Rasio Puskesmas dan Pustu per 0,11 0,11 0,11 0,35 0,11
1.000 penduduk
2.2 | Jumlah Puskesmas PONED 1 1 1 1 1
2.3 | Rasio jumlah rumah sakit per 1.000 0,0381 | 0,0380 0,0380 0,0397 0,0397
penduduk
2.4 | Rasio dokter per 100.000 penduduk 136,32 138,02 171,93 116,9 129
2.5 | Rasio tenaga kesehatan lainnya per 906,59 | 818,12 1.094,71 132,83 1.414,77
100.000 penduduk
2.6 | Puskesmas berstandar ISO 0 0 0 0 0
2.7 | SOP Pelayanan 444 457 478 0 195
2.8 | Cakupan masyarakat miskin yang 100 100 100 100 100
terlayani
2.9 | Cakupan kelurahan siaga aktif 100 100 100 100 100
2.10 | Persentase rumah tangga ber-PHBS 65,19 68,21 69 69,43 64,88
2.11 | Cakupan kelurahan Universal Child 100 100 62,96 100 100
Immunization (UCI)
2.12 | Cakupan penemuan dan penanganan 100 100 100 48 100
penderita penyakit DBD
2.13 | Angka kematian ibu per 100.000 0 39,53 0 126 42.42
kelahiran hidup
2.14 | Persentase rumah tangga sehat 65,19 68,21 69 99,92 88,41
2.15 | Persentase penduduk yang memiliki 100 100 95,17 113 98,73
jaminan pra bayar
2.16 | Jumlah kasus KLB 14 9 162 2 2
2.17 | Persentase penanganan penyakit 100 87,5 100 100 100
2.18 | Persentase kelurahan ber STBM 44 .4 59,26 40,74 74,1 100
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
2.19 | Persentase ketersediaan obat dan 100 100 100 100 85
perbekalan kesehatan




- 62 -

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN
No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA TAHUN | TAHUN TAHUN Tahun Tahun
PEMBANGUNAN DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022
2.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas 81,32 81,84 74,94 84,917 86,02
Kesehatan Kota Madiun
2.21 | Persentase pencapaian kinerja Badan 100 100 100 100 50
Layanan Umum Daerah
Persentase produk makanan olahan 84,01 85,12 86,63 100 90,72
2.22 | Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP) yang dinilai memenuhi syarat
Persentase sarana dan prasarana 100 100 100 100 100
2.23 . .
rumah sakit yang sesui standar
504 Persentase penduduk yang di 94,84 104,67 90,25 118,4 110,81
) skrining faktor resiko PTM
5 o5 | Persentase kelurahan siaga aktif 81,48 88,89 55,55 59,26 85,19
’ berstrata PURI
226 Jumlah sarana pelayanan kesehatan 369 408 502 550 252
) yang beroperasi sesuai perundangan
Persentase pelayanan kesehatan ibu 100 100 100 100 100
2.27 . .
hamil sesuai standar
84,12 85,61 86,32 TTU : 95,3 | TTU : 81
2.28 | Persentase TTU dan TPM sehat TPM: 95,2 | TPM : 96,67
2.29 | Angka kematian bayi 6,64 6,32 4,32 3,8 4,2
.30 Angka kesehatan orang dengan 0,11 0,3 0,3 0,6 0,1
’ resiko terinfeksi kusta
2.31 | IKM rumah sakit 78,17 80,35 80,19 83,39 88,94
5 3o | Capaian pemenuhan SPM Rumah 76,29 78,26 81,52 79,35 88,17
) Sakit Umum Daerah (RSUD)
2.33 | Persentase desa ODF 100% 100% 100% 100% 100%

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.26 diatas, selanjutnya

dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio Puskesmas dan Pustu per 1.000 penduduk

Salah

satu upaya

pemerintah

untuk menyehatkan

masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana
kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti
puskesmas dan pustu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan. Selama tahun 2018 hingga tahun 2022, rasio
jumlah puskesmas dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun
cenderung stabil. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio berada
di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit di tahun 2021 menjadi
0,35 dan Kembali menjadi sebesar 0,11 pada tahun 2022.

2. Jumlah Puskesmas PONED

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di
Puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematiaan ibu.
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci
keberhasilan pelayanan PONED. Selama tahun 2018 hingga tahun
2022 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED

sebanyak 1 puskesmas.
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3. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk

Selama tahun 2018 hingga tahun 2022 rumah sakit yang
beroperasi sebanyak 8 rumah sakit. Rumah sakit tersebut terdiri
dari 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Kota Madiun, 1 (satu)
rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) rumah
sakit milik TNI/AD, 1 (satu) rumah sakit swasta, dan 1 (satu) rumah
sakit khusus. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota
Madiun pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,0380. Sedikit
mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 sehingga
nilainya mencapai 0,0397.

4. Rasio dokter per 100.000 penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat
pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per
100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun
2018 hingga tahun 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di
Kota Madiun berkisar antara 136,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi
terjadi pada tahun 2020. Secara keseluruhan dalam dua tahun
terakhir rasio dokter menunjukkan peningkatan dari tahun 2021
ke tahun 2022. Adapun pada tahun 2022, rasio dokter per 100.000
penduduk Kota madiun adalah 129 naik 12,1 poin dibanding tahun
2021.

5. Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk
Rasio tenaga kesehtan lainnya per 100.000 penduduk
menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga
kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data
menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio
tenaga kesehatan lainyya per 100.000 penduduk di Kota Madiun
berkisar antara 906,59 hingga 1.094,71. Rasio tenaga kesehatan
yang terus meningkat disebabkan adanya pencatatan dan
pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang
semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan
yang semakin baik. Adapun pada tahun 2022, rasio tenaga
kesehatan per 100.000 penduduk Kota Madiun adalah 1.414,77.

6. Puskesmas berstandar ISO

Fungi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat
adalah upaya promotif dan prevenif terhadap resiko penyakit di
tengah masyarakat yang dilayani. Puskesmas berstandar ISO
adalah Puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan
rawat jalan secara simultan. Berdasarkan data, sejak tahun 2018
hingga tahun 2022 belum mempunyai puskesmas yang telah

mempunyai standar ISO.
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7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam
melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan
kepada pegawai untuk menunjuang pelayanan. Skor SOP
Pelayanan di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 berkisar antara
444 hingga 478. Angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap
tahun dan termasuk dalam kriteria yang baik. Sedangkan pada
tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka
0, sedangkan pada tahun 2022 skor mencapai 195.

8. Cakupan masyarakat miskin terlayani

Tahun 2018 hingga tahun 2022, di Kota Madiun penanganan
masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini
didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi

masyarakat miskin di Kota Madiun.

9. Cakupan kelurahan siaga aktif

Kelurahan/Desa siaga aktif adalah Kelurahan/Desa yang
penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan
kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui
Pos Kesehatan Desa/Kelurahan. Kota Madiun pada tahun 2018
hingga tahun 2022 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100%
yang berarti seluruh Kelurahan/Desa aktif beroperasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Persentase rumah tangga ber-PHBS

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat
dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit.
Sementara pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang
mempraktikan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 65,19%, pada
tahun 2019 meningkat menjadi 68,21% dan pada tahun 2020
sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Setahun setelahnya
pada tahun 2021, Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Madiun sudah mencapai 69,43%
dan sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 64,88%. Penurunan
capaian di tahun 2022 disebabkan adanya perubahan definisi
operasinal penilaian pada indikator Tidak Merokok. Definisi

n

operasional dari " apabila tidak ada anggota rumah tangga umur
10 tahun keatas yang merokok didalam rumah” menjadi "tidak ada

anggota rumah tangga umur 10 tahun keatas yang merokok".
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11. Cakupan kelurahan Universal Chilf Immunizazion (UCI)
Cakupan kelurahan Universal Chilf Immunizazion di Kota
Madiun, pada tahun 2018 dan 2019 telah mencapai 100%. pada
tahun 2020 cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan
sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian,
diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari
suatu penyakit dapat diminimalisir. Adapun pada tahun 2021 dan
2022, cakupan kelurahan Universal Chilf Immunizazion di Kota

Madiun kembali mencapai 100%.

12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama tahun 2018
hingga tahun 2020 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD
dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh
keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi
dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam
melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Pada
tahun 2022 penanganan kasus DBD di kota Madiun juga mencapai
100%.

13. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai
kualitas kesehatan di masyarakat. Tahun 2018 dan tahun 2020
tidak tercatat kasus kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 dan
tahun 2022 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42,
artinya terdapat 1 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Akan
tetapi Pada tahun 2021 terdapat 3 kematian ibu dari 100.000
kelahiran hidup sehingga persentase pada tahun 2021 adalah
sebesar 126%.

14. Persentase rumah tangga sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan
yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah
tangga sehat tahun 2018 yaitu sebesar 65,19%, pada tahun 2019
meningkat menjadi 68,21 dan pada tahun 2020 sedikit mengalami
peningkatan menjadi 69%. Capaian pada tahun 2021 meningkat
tajam mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41%
pada tahun 2022. Faktor melandainya pandemi Covid-19

menyebabkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat menurun.
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15. Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar
Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar Kota
Madiun tahun 2018 dan 2019 sebanyak 100%. Pada tahun 2020
terjadi penurunan sebesar 4,73% sehingga menjadi 95,17%.
Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan
Pra Bayar. Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki
Jaminan Pra Bayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan

menurun menjadi 98,73% pada tahun 2022.

16. Jumlah Kasus KLB

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian
yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam
waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada
terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun tahun 2018
sebanyak 14 kejadian, lalu pada tahun 2019 menurun menjadi 9
kejadian. Pada tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat
drastis mengingat pada 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat
menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Adapun berselang
setahun saat 2021 dan 2022 dimana tahun ketiga Covid--19
melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2

kejadian.

17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun tahun 2018
berhasil mencapai 100% tatapi pada tahun 2019 mengalami
penurunan sehingga menjadi 87,5%. Pada tahun 2020 pemerintah
berhasil meningkatkan persentase penangangan penyakit menjadi
100%. Adapun di masa tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia,
pemerintah Kota Madiun mendapatkan presentase penanganan

penyakit sebesar 100%.

18. Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah
yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat
hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit.
Pada tahun 2018 presentase kelurahan ber STBM Kota Madiun
sebesar 44,4% terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun
2019 sehingga menjadi 59,26%. Sementara pada tahun 2020
mengalami penurunan yang cukup signifikan pula menjadi 40,74%.
Adapun pada tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% dan
telah mencapai 100% pada Tahun 2022 .
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19. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan ksehatan
Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan
yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan
kesehatan. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di
Kota Madiun tahun 2018 hingga 2021 mencapai angka 100%,
artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada tahun 2022,
persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota

Madiun hanya mencapai 835%.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Kota
Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan
yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun tahun 2018 sebesar
81,32, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 sehingga
menjadi 81,84. Pelayanan dinas kesehatan memiliki kategori yang
sangat baik dalam dua tahun tersebut. Pada tahun 2020 IKM
menurun menjadi 74,94 yang artinya katerogi pelayanan menurun
menjadi baik. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan.
Pada tahun 2021 dan tahun 2022, tingkat kepuasan masyarakat
yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan

Kota Madiun mencapai 84,917 dan 86,02.

21. Presentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)

Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun tahun 2018 hingga
2021 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun
terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada tahun 2022 pencapaian
kinerja BLUD Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya
sebesar 50%. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut
adalah tidak tercapainya Bed Occupancy Rate (BOR), semakin
banyak fasilitas kesehatan rawat inap yang barukasus covid yang
tetap masih ada, meskipun trendnya menurun, sehingga
ketersediaan fasilitas untuk Covid-19 masih dipersiapkan dan
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan :
selalu berinovasi terkait layanan yang ada di rumah sakit dan
berupaya dalam pemanfaatan TT (Tempat Tidur) dengan melakukan

analisa dan evaluasi untuk penyediaan TT.
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22. Persentase produk makanan lahan Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP) yang dinilai

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha
di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual
hingga semi otomatis. Kota Madiun tahun 2018 produk olahan IRTP
yang telah berhasil dinilai sebesar 84,01%, pada tahun 2019
sebesar 85,12%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun
2020 yaitu sebesar 86,63%. Pada tahun 2021 produk olahan IRTP
Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun
menjadi 90,72% pada tahun 2022. Meskipun capaian tahun 2022
menurun, namun melebihi target dari yang direncanakan sebesar

87,88.

23. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai

standar

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan
yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang
aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota
Madiun tahun 2018 hingga 2022 telah memenuhi standar dengan

capaian sebesar 100%.

24. Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM tahun 2018
sebesar 94,84%, pada tahun 2019 meningkat melebihi target yaitu
mencapai 104,67%. Sementara pada tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 14,42% menjadi 90,25%. Pada tahun 2021 dan
tahun 2022 presentase penduduk yang terkena faktor resiko PTM
adalah sebesar 118,4% dan 110,81%.

25. Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI tahun 2018
sebesar 81,48% lalu meningkat menjadi 88,89% pada tahun 2019.
Peningkatan tersebut disebebakan adanya penambahan 2 (dua)
kelurahan yang berstrata PURI pada tahun 2019. Pada tahun 2022,
persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun
sudah mencapai 23 kelurahan yang turun 1 (satu) kelurahan jika

dibandingkan dengan tahun 2019 dengan persentase 85,19%.
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26. Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai

perundangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai
perundangan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terus meningkat,
yaitu berkisar antara 369 hingga 550 sarana. Semakin
meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin
banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat
layanan kesehatan. Namun pada Tahun 2022, jumlah sarana
pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan

mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252 sarana.

27. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun tahun 2018
hingga tahun 2022 telah sesuai standar serta mendapatkan

persentase sebesar 100%.

28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat
pengolahan makanan (TPM) sehat mencapai 84,12% pada tahun
2018. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi
85,61% dan 86,32%. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta
tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual
makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan
pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan.
Tahun 2021 persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat
pengolahan makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di
Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan
pada tahun 2022 (TTU) turun menjadi 81% akan tetapi (TPM)
meningkat menjadi 96,67%.

29. Angka kematian bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah
satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada
tahun 2018, angka kematian bayi di Kota Madiun menunjukkan
nilai sebesar 6,64. Pada tahun 2019 menunun menjadi 6,32,
selanjutnya pada tahun 2020 kembali menurun sehingga angka
kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang
terus menurun akan berpengaruh pada angka keberlangsungan
hidup bayi. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada tahun
2021 mencapai 3,8 dan meningkat menjadi 4,2 pada tahun 2022.
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30. Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta
Penghitungan angka keshatan orang dengan resiko terinfeksi
Kusta menggunakan angka prevelensi kusta per 10.000 penduduk,
di Kota Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada
tahun 2022 merupakan capaian terendah diantara periode tahun

2018-2022 yaitu mencapai 0,1 saja.

31. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum

Daerah

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan
setiap tahunnya mulai dari 76,29 pada tahun 2018 menjadi 83,39
pada tahun 2021, ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam
penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk
menunjang kepuasan masyarakat. Capaian IKM pada tahun 2022

meningkat menjadi 88,94.

32. Capaian SPM RSUD

Capaian standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun
juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada
RSUD Kota Madiun. Capaian SPM tahun 2018 sebesar 76,29 dan
pada tahun 2022 telah mencapai 88,17.

33. Persentase desa ODF

Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan bebas ODF
pada tahun 2014. Program unggulan untuk mendukung
pencapaian ODF adalah program JAMBANISASI (pembangunan
jamban untuk masyarakat tidak mampu). Capaian persentase desa

ODF di Kota Madiun pada saat ini mencapai 100%.

Dalam hal pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana juga menerapkan pelayanan dasar
yang menjadi kewenangannya sesuai standart pelayanan minimal (SPM)
pada urusan wajib bidang Kesehatan, pada tahun 2022 capaian indikator

SPM tersebut sebagaimana tabel dibawah:
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Tabel 2. 39 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun, 2022

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian C;%Zi; n
) Pelayanan kesehatan ibu Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 2.450
hamil pelayanan Kesehatan sesuai standar orang
5 Pelayanan kesehatan ibu Juml(;;\h 'blli bersalmn yang h 2.338
hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan orang
sesuai standar
Pelayanan kesehatan bayi Jumlah bayi baru lahir yang 2.227
3 . mendapatkan pelayanan Kesehatan
baru lahir sesuai standar orang
.. | Jumlah balita yang mendapatkan 9.081
4 :
Pelayanan kesehatan balita pelayanan Kesehatan sesuai standar orang
Pelayanan kesehatan pada Jumlah anak usia pendidikan dasar 31.858
5 . L yang mendapatkan pelayanan
usia pendidikan dasar Kesehatan sesuai standar orang
Pelayanan kesehatan pada Jumlah penduduk usia produktif 114.664
6 usia produktif yang mendapatkan pelayanan orang
Kesehatan sesuai standar
Jumlah penduduk usia lanjut yang
7 Pe_Iayan_an kesehatan pada mendapatkan pelayanan Kesehatan 30.573
usia lanjut sesuai standar orang
Pelayanan kesehatan Jumlah orang penderita hipertensi 63.973
8 o . yang mendapatkan pelayanan
penderita hipertensi Kesehatan sesuai standar orane
Jumlah orang penderita diabetes
Pelayanan kesehatan . 8.143
9 . . melitus yang mendapatkan pelayanan
penderita diabetes melitus Kesehatan sesuai standar orang
Pelayanan kesehatan orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan 339
10 | dengan gangguan jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan orang
berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Pelavanan kesehatan oran Jumlah orang terduga tuberculusis 5 044
11 y ! g yang mendapatkan pelayanan '
terduga tuberkulusis . orang
Kesehatan sesuai standar
Pelayanan kesehatan orang
Sfr%gsana:]esmfrggziﬁ Jumlah Orang Terduga Menderita 5 780
12 yang . HIV yang Mendapatkan Pelayanan '
daya tahan tubuh manusia : orang
Sesuai Standar
(Human
Immunodeficiency Virus)

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

Informasi SPM Kesehatan, agar ditambahkan indikator kinerja

urusan Kesehatan yang merujuk pada indeks standart pelayanan

minimal bidang Kesehatan yaitu:
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Tabel 2. 40 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Madiun Tahun 2022

No. | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian C;;())azlza n
1 Pelayanan Rumah Sakit Presenta§e . Rumah Salkit 100%
Terakreditasi

2 | Pelayanan Puskesmas Presentase Puskesmas Tersedia o
. 100%
Obat Esensial
Presentase Puskesmas dengan 9
Jenis Tenaga Kesehatan sesuai 100%
standar
3 | Pelayanan Kesehatan | Prevalensi Obesitas pada penduduk
. : 1,27%
Obesitas usia >18 tahun
4 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Kecamatan yang mencapai 3
Penderita Malaria eliminasi malaria Kecamatan
S Presentase orang dengan HIV
Pelayanan Kesehatan . o
. (ODHIV) baru ditemukan yang 1%
Penderita HIV .
memulai pengobatan ARV
6 | Pelayanan Kesehatan Prevalensi Wasting (Kurus dan 9%
Balita Sangat Kurus) pada balita °

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

Data capaian pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 3 (tiga)

Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 2. 41 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan
Sejahtera Tahun 2022

oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di
fasilitas kesehatan.

Kode Sumber 2022
Indikator Nama Indikator SDGs (2) Satuan (4) Target .
Data (3) ) Realisasi (6)
(1) Pencapaian (5)
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).
Dinkes, PP o
dan KB % 41,48 42,43
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin
umur 15-49 tahun vyang proses ;
melahirkan terakhirnya : (a) ditolong | Dinkes, PP % 100 100.13
dan KB !

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha
menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25

hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

per 1000.
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b)
: ; Dinkes, PP
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 % 9,12 4,2
kelahiran hidup. dan kB
3.2.2% Angka Kematian Neonatal (AKN) per
1000 kelahiran hidup. i
Dinkes, PP % 4,56 21
dan KB
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi

3.3.1*

penduduk tidak terinfeksi.

Jumlah infeksi baru HIV per 1000

Dinkes, PP
dan KB

Tidak ada data karena membutuhkan survey, dinkes
tdk pernah memberikan data

Jumlah kasus baru HIV

kasus 148

148

Presentase orang dengan risiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai
standart

% 100

118,5
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Kode 2022
Indikator Nama Indikator SDGs (2) e Satuan (4) Target .
Data (3) ) Realisasi (6)
(1) Pencapaian (5)
3.3.2* Insiden  Tuberkulosis  (ITB)  per Dinkes, PP
100.000 penduduk. dan KB % e e
3.33 Kejadian Malaria per 1000 orang. Dinkes, PP % 29 08
dan KB
3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang Dinkes, PP
mencapai eliminasi malaria. dan KB 1 1
3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 Dinkes, PP .
penduduk. dan KB % b
Jumlah kasus hepatitis B kasus 17
3.3.5* Jumlah orang vyang memerlukan
intervensi terhadap penyakit tropis [ pinkes, PP per 100.000
yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) dan KB penduduk L 01
Kusta.
3.3.5(a) Jumlah  kabupaten/kota  dengan
eliminasi kusta. Program
eliminasi
merupakan
program
nasional,
Dinkes, PP indikator
3 3
dan KB menanyakan
jumlah
kab/kota jadi
merupakan
indikator
provinsi
3.3.5(b) Jumlah  kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi. Program
eliminasi
merupakan
program
nasional,
Dinkes, PP indikator 3 3
dan KB menanyakan
jumlah
kab/kota jadi
merupakan
indikator
provinsi

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian d
dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan men

tal dan kesejaht

ini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan
eraan.

3.4.1(a) Persentase merokok penduduk usia Dinkes, PP dak dia k luk )
10-18 tahun. dan KB Data tidak tersedia karena memerlukan survei
3.41(b Prevalensi tekanan darah tinggi. i
(b) g8 Dinkes, PP % 47,7 47,7
dan KB
Persentase penderita Hipertensi :
yang mendapatkan pelayanan Dinkes, PP % 100 56,1
kesehatan sesuai standar dan KB
3.4.1(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk | Dinkes, PP Tidak ada data, memerlukan survei untuk
umur 218 tahun. dan KB menentukan prevalensi

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penya

lahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan

117

117

alkohol yang membahayakan.
3.5.1(a) Jumlah penyalahguna napza yang ;
mendapatkan pelayanan rehabilitasi Dinkes, PP kasus
medis. dan KB
3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan Dinkes, PP K
pasca rehabilitasi. dan KB asus
3.5.2% Konsumsi alkohol (liter per kapita)

oleh penduduk umur =15 tahun

dalam satu tahun terakhir.

Tidak ada data karena membutuhkan survey
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Kode Sumber 2022
Indikator Nama Indikator SDGs (2) Satuan (4) Target .
Data (3) ) Realisasi (6)
(1) Pencapaian (5)
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
3.6.1* Angka kematian akibat cedera fatal ol
kecelakaan lalu lintas. DS
Madiun Kota orang 26 28

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga
berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi
(15-49  tahun) vyang  memiliki ;
kebutuhan  keluarga  berencana D|(;1:§s|28PP % 62,54 73,32
terpenuhi menurut metode
kontrasepsi modern.
3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14
tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 i
: Dinkes, PP % 46 3,79
perempuan di kelompok umur yang dan KB
sama.
3.7.2 (a Total Fertility Rate (TFR). i
(a) y (TFR) Dinkes, PP % <1 104
dan KB

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan
dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi

semua orang.

3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan Dinkes, PP i
esensial. dan KB Tidak ada data
3.8.1(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan Dinkes, PP
Y NKes, % 8 6,74
dan KB
3.8.2* Proporsi populasi dengan
pengeluaran rumah tangga vyang
besar untuk kesehatan sebagai BPS Tidak ada data
bagian dari total pengeluaran rumah
tangga atau pendapatan.
3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional R
(JKN) INKes, o
dan KB, BPJS % 98 98,73

3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi ju

polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

mlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta

3.9.3* Angka kematian akibat keracunan. Dinkes, PP
! % 0 0
dan KB
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang
tepat.
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk Dinkes, PP
umur 215 tahun. dan KB, BPS
Dinkes PP )
dan KB Tidak Ada Data
BPS % Tidak ada data 19,92

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama
berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the
Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk
menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual
terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

* . .
S e
) P Prog dan KB
nasional.
Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Dinkes, PP
(IDL) dan KB % 94,1 95,5
3.b.2* Total Official Development Assistant ;
(ODA) untuk penelitian medis dan Dinkes, PP Indikator ini tidak ada
sektor kesehatan dasar. dan KB
3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan ;
paket obat esensial yang tersedia dan D';:sslégp % 100 100

terjangkau secara berkelanjutan.
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ok Sumber 2022
Indikator Nama Indikator SDGs (2) Data (3) Satuan (4) Targgt Realisasi (6)
(1) Pencapaian (5)

3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga
kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga Dinkes, PP

kesehatan dan KB % 11,5 30,13

3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan
manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

3.d.1* Regulasi kesehatan internasional dan Dinkes, PP
kesiapsiagaan darurat kesehatan. dan KB SK 1 1
c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019
dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan
kebutuhan pelayanan dasar. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja
Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 2. 42 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2018 - 2022

CAPAIAN

TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 S 6 7

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

No. KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

II | ASPEK PELAYANAN UMUM

A | Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.1 | Rasio rumah layak huni 99.65 99,95 99,95 99,66 99,58
4.2 | Rasio pemukiman layak huni 100 100 100 99,66 99,58
4.3 | Indeks Sarana Prasarana Permukiman - 85,69 87,12 89,22 90,55
4.4 | Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha) 0 0 12,08 31,98 20,43

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada  Tabel 2.27 diatas,
selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan
antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio
rumah layak huni di Kota Madiun tahun 2018 sampai dengan
tahun 2022 mengalami perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi
rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak
huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum
mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun

2017 tidak ada program bantuan RTLH.
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Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai
Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan
RTLH tersebut dilaksanakan. Adanya usulan - usulan baru
mengakibatkan jumlah perkembangan rasio menjadi fluktuatif.
Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni pada tahun 2022
sebagai berikut :

Jumlah rumah layak huni x 100%= 44.641 x 100% = 99,58%
Jumlah seluruh rumah 44.831

2. Rasio pemukiman layak huni

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, definisi dari Permukiman adalah bagian
dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan
perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum,
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan pedesaan. Mengacu pada hal diatas
tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan
tahun 2022 sudah tertangani semua sehingga ditingkat kelurahan
sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan
kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun

perhitungan Rasio permukiman layak huni sebagai berikut:

Luas permukiman layak huni x 100 = 44.641 x 100% = 99,58%

Luas wilayah permukiman 44.641

3. Indeks Sarana Prasarana Permukiman

Indeks Sarana Prasarana Permukiman adalah indikator yang
menjadi tujuan dari dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, penopang indikator ini adalah Indeks Perumahan
Permukiman dan Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan
Permakaman. Untuk menghitung Indeks perumahan terdapat 3
(tiga) indikator kunci yaitu Persentase RTH yang dikelola kondisi
baik, persentase peneragan jalan yang dikelola, dan persentase
peningkatan fasilitas permakaman. Selain itu untuk menghitung
indeks pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman terdapat 3
(tiga) indikator kunci yaitu persentase Rumah Layak Huni,
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Cakupan Lingkungan
sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Capaian Indeks
Sarana Prasarana Permukiman pada Tahun 2022 sebesar 90,55%
dengan capaian cakupan lingkungan sehat dan aman yang
didukung dengan PSU 100% dengan jumlah perumahan yang
terfasilitasi PSU sebanyak 41 perumahan.
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Tabel 2. 43 Data Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman, 2019-2022

No Jenis Pelayanan Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
) Dasar 2021 2022 2021 2022
Indeks Sarana
1 Prasarana 85,69 87,12 89,22 90,55
Permukiman

4. Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun nomor : 360-
401.206/193/2020 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kota Madiun, sebagaimana Keputusan tersebut telah ditentukan
terdapat sebesar 64,49 Ha untuk lokasi yang perlu peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selama
tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sudah terealisasi sebesar
63,58 Ha lokasi yang sudah dilakukan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sesuai dengan Berita
Acara capaian pengurangan luasan kumuh tahun 2022 Kota
Madiun Provinsi Jawa Timur dengan rincian Tahun 2020 terealisasi

sebesar 12,08 Ha, Tahun 2021 terealisasi sebesar 31,98 Ha dan
Tahun 2022 terealisasi sebesar 20,43 Ha.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2021 dan 2022 tidak

terdapat

Tabel 2. 44 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun,

Tahun 2021 dan 2022

Jenis Pelayanan . . Realisasi | Realisasi
No. Dasar Indikator Pencapaian 2021 2022
jumlah unit rumah rusak
akibat bencana yang akan
Penyediaan & d1rehab‘1htas1, d1bangun .
e kembali, dan/atau direlokasi
rehabilitasi rumah serta rencana jumlah rumah
1 | yang layak huni bagi J 100% 100%
tangga yang mendapatkan
korban bencana
bantuan akses rumah darurat
Kab/Kota . .
layak huni sesuai rencana
dalam dokumen Rencana Aksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Fasilitasi penyediaan
rumah yang layak jumlah Rumah Tangga terkena
huni bagi masyarakat | relokasi program pemerintah
2 | yang terkena relokasi | daerah, sesuai dengan jumlah 100% 100%
program pemerintah | rencana Rumah Tangga dalam
daerah rencana pemenuhan
kabupaten/kota

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Tahun 2022
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d. Pelayanan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. meningkatkan taraf  kesejahteraan, kualitas, dan
kelangsungan hidup;

2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai
kemandirian;

3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah

dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan
kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan;

4. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan; dan

5. meningkatkan  kualitas

manajemen  penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 45 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus
Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2022

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN
No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
PEMBANGUNAN DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
II ASPEK PELAYANAN UMUM
A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 Sosial
6.1 | Sarana sosial seperti panti asuhan, 16 16 16 16 16
panti jompo dan panti rehabilitasi
6.2 | Jumlah Penerima Bantuan 12936 10.612 49.075 52.260 19.094
6.3 | Penanganan penyandang masalah 10594 10.573 30.295 27.358 30.690
kesejahteraan social
6.4 | Persentase PMKS yang tertangani 100.1 100,30% 99,80% 99,66% 99,95%
6.5 | PMKS yang memperoleh bantuan 12936 10.612 49.075 52.260 19.094
sosial
6.6 | Angka Kemiskinan 4,49 4,35 4,98 5,09 4,76
6.7 | Indeks Gini 0,36 0,35 0,39 0,345 0,398

Sumber : BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.28 diatas, selanjutnya

dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi

Data menujukkan bahwa di Kota Madiun pada tahun 2018

hingga 2022 terdapat 16 lembaga sarana sosial, terdiri dari 15 Panti

Asuhan dan 1 (satu) Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang

aktif dan menerima bantuan sosial permakanan sebanyak 8

(delapan) lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan

menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh.
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2. Jumlah penerima bantuan

Jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun pada
tahun 2018 sebanyak 12.936 orang. Tahun 2019 terjadi sedikit
penurunan menjadi 10.612 orang. Peningkatan tajam jumlah
penerima bantuan terjadi pada tahun 2020. Jumlah penerima
bantuan pada tahun 2020 mencapai 49.075. Penyebab kenaikan
tersebut adalah terdapat tambahan program bantuan dari
pemerintah pada masa pandemi. Masing-masing bantuan sosial
mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa
tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data daerah
belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Pusat. Salah
satu permasalahan dalam penyaluran bantuan adalah penerima
bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris.
Hal ini terjadi pada penerima Bansos Lansia non potensial. dan
pada tahun 2022 jumlah penerima bantuan telah menurun drastis
menjadi 19.094 orang.
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan
sosial pada tahun 2018 sebesar 10.594. Tahun 2019 sebesar
10.573, dan meingkat sebesar 30.295 pada tahun 2020. Tujuan
dari penanganan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak
masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
sehingga berdampak pada upaya untuk mencapai hidup layak.
susah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk
melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut
dengan PMKS. Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah PPKS di Kota Madiun
sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah
penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah
penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis
layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin)
sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan
berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat
mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan
kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga,
Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

pada tahun 2022 sudah tertangani sebesar 30.690.
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4. PMKS yang tertangani

Pada 2019
peningkatan yaitu sebesar 0,20 poin dari tahun sebelumnya.
10.729 orang atau sebesar 100,3%.
Sebaliknya, pada tahun 2020 capaian penanganan mengalami

tahun capaian penanganan mengalami

Jumlah totalnya mencapai

penurunan sebesar 0,20 poin dari tahun sebelumnya menjadi
sebesar 99,8%. Hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat
penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya
untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan
sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan
penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut
yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian: 92 orang
dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/ orang
terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang Anak
jalanan dan 5 orang pemulung. Sedangkan pada tahun 2021 dan
2022 cakupan PMKS yang tertangani sebesar 99,66% dan 99,95%.

5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Data PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2022
ditampilkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 2. 46 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2022

JENIS PMKS SATUAN | JUMLAH BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar/ orang 188 | Berupa bantuan uang @
Non potensial Rp 8.212.500,-

2. Anak Terlantar orang 731 | Berupa bantuan
permakanan sebesar
1.638.130.000 kepada
14 lembaga
kesejahteraan sosial

3. Fakir Miskin dengan orang 16.645

rincian :
- Fakir Miskin KPM BPNT 9.676 | APBN
- Fakir Miskin KPM PKH 4.076 | APBN
- Fakir Miskin KPM 2.893 | APBD
BPNTD
Jumlah 17.564

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.29 diatas, pada tahun
2022 jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak
17.564 orang. Jenis PMKM yang diberi bantuan yaitu lanjut usia
terlantar/non potensial berupa bantuan uang tunai sebesar Rp.
8.212.500,- per orang. Anak terlantar juga mendapat bantuan
berupa permakanan yang mana bantuan tersebut langsung
diberikan kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Madiun
1.638.130.000,-. Jumlah
penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS fakir miskin dengan

dengan total anggaran sebesar Rp.

jumlah 16.645 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN
sebanyak 13.752 orang dan dari APBD sebanyak 2.893 orang.




- 81 -

6. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan
makanan). Sesuai data BPS angka kemiskinan Kota Madiun tahun
2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya berada
dibawah garis kemiskinan (Rp. 514.409,-/jiwa/bln. Tahun 2022
angka kemiskinan kota madiun mengalami penurunan sebesar
0,33 poin atau berada pada 4,76% atau sebanyak 8.490 penduduk
miskin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari
APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat
ditujukan wuntuk meningkatkan ekonomi masyarakt demi

menurunkan angka kemiskinan di Kota Madiun.

7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio atau Indeks Gini berkisar antara O-1.
Semakin tinggi nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin
tinggi. Indeks Gini Kota Madiun pada tahun 2018 - 2021 mengalami
fluktuatif tercatat antara angka 0,36 hingga 0,345 dengan demikian
termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Indeks Gini Kota
Madiun pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar
sebesar 0,398. Nilai tersebut masih dalam batas ketimpangan
sedang.

Indeks Gini

0,4
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31

0,381
0,385 0.381

Nasional Jawa Timur Kota Madiun

m2020 m2021 m2022

Gambar 2. 20 Perkembangan Indeks Gini Nasional, Provinsi
Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2020-2022
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Perkembangan Indeks Gini di Kota Madiun untuk Tahun

2020 dan 2022 lebih tinggi dari Nasional dan Provinsi Jawa Timur,

hanya pada Tahun 2021 dapat menduduki di bawah Nasional dan
Provinsi Jawa Timur.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Sosial, yang

diampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Madiun Tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Bidang Sosial Kota Madiun, 2022

No. | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian c;%a;; n

Rehabilitasi Sosial Dasar | Jumlah Warga Negara Penyandang

1 | Penyandang Disabilitas Disabilitas yang memperoleh 100
Terlantar di Luar Panti rehabilitasi sosial di luar panti
Rehabilitasi Sosial Dasar | Jumlah Anak Terlantar yang

2 | Anak Terlantar di luar memperoleh rehabilitasi sosial di 737
panti luar panti
Rehabilitasi Sosial dasar Jumlah warga negara lanjut usia

3 | lanjut usia terlantar di luar | terlantar yang memperoleh 213
panti rehabilitasi sosial di luar panti
Rehabilitasi Sosial dasar Jumlah Warga Negara /

4 | tuna sosial khususnya gelandangan dan Pengemis yang 70
gelandangan dan pengemis | memperoleh rehabilitasi sosial
di luar panti dasar tuna sosial di luar panti
Perlindungan dan jaminan | Jumlah Warga Negara Korban

5 sosial pada saat tanggap Bencana Kab/Kota yang 17
paska bencana bagi korban | memperoleh perlindungan dan
bencana Kab/Kota jaminan sosial

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2022

e. Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di
Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi
yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan
masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk penanganan pengangguran
dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai
sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.
Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta
perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2. 48 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga
Kerja Tahun 2018 -2022

ASPEK/FOKUS/ CAPAIAN
No BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022
II ASPEK PELAYANAN UMUM
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
7 Tenaga Kerja
7.1 | Angka sengketa pengusaha pekerja per
g & pehgt P =’ P 100 100 100 18 13
tahun
7.2 | Tingkat partisipasi angkatan kerja 64.55% | 66.86% | 68,63% | 66,87% | 66,85%
7.3 | Pencari kerja yang ditempatkan 99.1 85,52 73,04 79,15 91,76
7.4 | Tingkat pengangguran terbuka 3.85% | 4.01% | 8,32% | 8,15% | 6,39%
7.5 | Keselamatan dan perlindungan 13.968 | 15.976 | 23.294 | 25.218 | 25.505
7.6 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap
100 100 100 0 0

kebijakan pemerintah daerah

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.30 diatas, selanjutnya

dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian

sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era

industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi

semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi

dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.

Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai- nilai pacasila.

Pemerintah Kota Madiun melalui

memperkuat peranan mediator hubungan industrial.

dilakukan

untuk mencegah,

meredam dan

Dinas Tenaga Kerja terus
Hal ini

mempercepat

penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau

buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan

sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan

hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang

ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas

dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun

perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan

jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha

ditahun 2018-2020 yang

terselesaikan dengan

capaian

terdaftar

kinerja

pengaduan dan dapat

100%

Penyelesaian

pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan

perjanjian bersama.
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Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha
pekerja antara tahun 2018-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%.
Namun jumlah kasus yang diselesaikan setiap tahun berbeda, pada
tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan
terhadap angka sengketa pengusaha pekerja per tahun. Dilihat dari
data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18% pada
tahun 2021 dan 13% pada tahun 2021. Dengan kata lain
penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat
terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis
dan berkeadilan di suatu perusahaan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu
indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara
jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK
mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja.
TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan
angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan
kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka
TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang
tersedia. TPAK tahun 2019 sebesar 66,86%, mengalami kenaikan
sebesar 2,31 poin apabila dibandingkan dengan TPAK tahun 2018
yang sebesar 64,55%. Pada tahun 2020 TPAK mengalami
peningkatan dari dua tahun sebelumnya menjadi 68,63%.

Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kota Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan
dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas),
terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka
yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33
orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah,
mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu
tahun 2018-2022 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini
dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja
yang telah dilatih melalui pelatihan ketrampilan berbasis
kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan

ketrampilan serta menciptakan wirausaha baru.
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3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara
persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari
kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan
tahun 2018 sebesar 99,1% sedangkan di tahun 2019 mengalami
penurunan sebesar 13,58 poin menjadi 85,52%. Pada tahun 2020
pencari kerja yang ditempatkan menurun 12,44 poin dan angkanya
menjadi sebesar 73,04%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi
yang masih berlangsung dan sebagian besar perusahaan atau
pemberik kerja tidak melakukan rekruitmen tenaga kerja baru.
Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah
sebesar 79,15% dan pada tahun 2022 kembali secara signifikan di
posisi lebih dari 90% yaitu 91,76%, hal ini disebabkan pandemi
yang sudah dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga
perekonomian perlahan berangsur normal karena perekrutan

tenaga kerja baru pada perusahaan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering juga diistilahkan dengan
pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang
sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha,
atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah
punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah
perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah
angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini
baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai
acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu,
perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan
program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi,
indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan
pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. TPT Kota
Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan
untuk mengukur tingkat penggangguran. TPT pada tahun 2018
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun
adalah sebesar 3,85 %. pada tahun 2019 mengalami peningkatan
sebesar 0,16 poin sehingga menjadi 4,01%. Pada tahun 2020
kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%. Peningkatan TPT
tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk
usia kerja (15 tahun lebih) dan tahun 2020 dikarenakan kondisi
pandemi yang berlangsung dan banyak perusahaan yang

melakukan pemberhentian kerja.
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Pada tahun kedua dan ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia.
Angka TPT di Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin di
tahun 2021 dan penurunan 1,76 poin di tahun 2022. Data dari BPS
untuk TPT Kota Madiun pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 8,15%
dan 6,39%.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka jika dibandingkan
dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebelum pandemi covid-
19 untuk Kota Madiun berada di Bawah Nasional dan Provinsi Jawa
Timur, akan tetapi pada saat dan setelah pandemic covid-19 tingkat
pengangguran terbuka terkerek naik menjadi di atas Nasional dan
Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun
2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka

9 8,32 8,15
8
7 6,49 6,39
5,84 5,74
6 5,3
> 3.013,85
4
3
2
1
0
2018 2019 2020 2021 2022
® Nasional ®Jawa Timur Kota Madiun
Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional,
Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2020-2022
5. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan,
menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan
Undang- Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip
dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib
menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyaman dan
keamanan bagi pekerja dilingkungan pekerjaannya. Sedangkan
bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di
laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang
mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut
harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam
bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk

dilaksanakan.
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Kota Madiun selama tahun 2018 hingga tahun 2022
menunjukkan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial
tenaga kerja. Jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja
mengalami kenaikan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
Pada tahun 2018 jumlah pekerja yang menerima jaminan sosial
tenaga kerja sebesar 13.968, tahun 2019 meningkat menajdi
15.976, tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 7.318 pekerja
yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlahnya
menjadi 23.294 pekerja, tahun 2021 jumlah penerima jaminan
sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.218 pekerja.
Tahun 2022 terdapat kenaikan 287 pekerja yang menerima jaminan
sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 25.505
pekerja.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan
pemerintah daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya
perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis,
transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya
good governance. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia
tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000,
KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam
melakanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks
Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial
Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan
implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama
sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan
dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan
segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian
kerja dan perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB
yang disepakati antara pekerja atau buruh, pengusaha dan
pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau
buruh dan pengusaha.

Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau
buruh dengan pengusaha ditahun 2018-2020 yang terdaftar dapat
terselesaikan semua. Pada tahun 2021 dan 2022, permasalahan
perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi
mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah O, dalam arti lain
tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota Madiun
yang terjadi pada tahun 2022.
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f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai
sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar
menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan
mengembangkan pengarusutaan gender dengan sasaran
meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan
meningkatnya  perlindungan hak-hak anak dan perempuan.
Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator

kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 49 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun

Tahun 2018 - 2022

No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN

TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN

PEMBANGUNAN DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022

ASPEK PELAYANAN UMUM

B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.1 Persentase partisipasi perempuan
. ) 13,32 12,78 12,72 7,83 13,47
di lembaga pemerintahan
8.2 Rasio kekerasan dalam rumah
0,002 0,017 0,016 0,032 | 0,00023
tangga (KDRT)
8.3 Persentase Penyelesaian
d lind
pengaduan PEFREURSAT | 100 100 100 100 100
perempuan dan anak  dari
tindakan kekerasan
8.4 Indeks Pemberdayaan Gender 82,28 77,07 77,18 76,75 78,03
8.5 Indeks pembangunan Gender 93,47 94,05 94,38 94 .42 94,57

Sumber : BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.31 diatas, selanjutnya
dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:
1. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah
Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan
dari tahun ke tahun. Untuk realisasi tahun 2018 sebesar 13,32%,
tahun 2019 sebesar 12,78%, tahun 2020 sebesar 12,72%, dan
tahun 2021 sebesar 7,83%. Beberapa alasan yang menyebabkan
penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia.
Adapun pada tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar
13,47%, hal ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan

pengangkatan ASN.
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2. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan
perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga.
Realisasi tahun 2018 sebesar 0,002 kemuadian meningkat sebesar
0,017 untuk tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan
lebih kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan
jika semakin tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk
melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Adapun pada tahun 2021 jumlah KDRT di Kota Madiun mencapai
0,032 dan pada tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023, hal
ini dikarenakan edukasi dan pendampingan di dalam keluarga
telah berhasil dilakukan lewat kegiatan pada dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan
Terpadu tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun
2018 hingga tahun 2022 didata dan tertangani semuanya, sehingga

capaiannya 100%.

4. Jumlah Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator
yang menunjukkan apakan perempuan dapat memainkan peranan
aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Madiun
tahun pada tahun 2018 adalah 82,28 dan menurun pada Tahun
2019 menjadi 77,07. Fluktuatif capaian terjadi tahun 2019 sampai
dengan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan perempuan
dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan

yang semakin baik dengan nilai pada tahun 2022 sebesar 78,03.

5. Jumlah Indek Pembangunan Gender (IPG)

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun tercatat
mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun
2022. Pada tahun 2018 nilai IPG sebesar 93,47, tahun 2019 sebesar
94,05. Nilai IPG tahun 2020 sebesar 94,38 dan tahun 2021 sebesar
94,42. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara
penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil, dibuktikan
dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS bahwasannya IPG
Kota Madiun sudah mencapai 94,57 pada tahun 2022.
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g. Pelayanan Perhubungan

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas
pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembanga indikator kinerja
sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 50 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan
di Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN TAHUN
No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
II ASPEK PELAYANAN UMUM
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

14 Perhubungan

14.1 | Persentase Jumlah Pemasangan | 95% 104% 94% 100% 100%
rambu-rambu

14.2 | Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ 91 100 90 93 98%
yang berfungsi Baik

14.3 | IKM terhadap pelayanan pelayanan | 78.08 85,08 85,9 85,903 | 87,289
angkutan dan lalu lintas

14.4 | Presentase Perlengkapan Jalan 61% 64% 67% 84% 100%

14.5 | Kinerja Angkutan Umum 31% 44% 35% 40% 70%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.32 diatas,

selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:
1. Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu

Data menyatakan bahwasannya presentase jumlah
pemsangan rambu-rambu di Kota Madiun pada tahun 2018 sudah
mencapai 95%. Setahun selanjutnya terdapat peningkatan
persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada
tahun 2019 sebesar 104% kemudian pada tahun 2020 terjadi
penurunan hanya tercapai realisasi 94%, akan tetapi tahun 2021
dan 2022 mencapai 100%. Adapun realisasi 2022 diperoleh dari:

Jumlah rambu yang terpasang tahun 2022

p . _ 1009
ersentase Jumlah Kebutuhan Rambu g &

p tase = 249 100%
ersentase = 700 X 0

Persentase = 100 %
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2. Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik
Persentase sarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
(LLAJ) yang berfungsi baik pada Tahun 2021 adalah 93% dan
Tahun 2022 adalah 98%, sedangkan target pada tahun 2022 adalah
100%. Lebih detailnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel

berikut:

Madiun Tahun 2021 - 2022

Tabel 2. 51 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota

2021 2022
No NAMA JUMLAH | JUMLAH o JUMLAH JUMLAH o
TOTAL BAIK ° TOTAL BAIK °
1 | TRAFFIC LIGHT 30 30 100% 30 30 100%
2 | HALTE 12 10 83% 12 10 83%
3 | CCTV 25 25 100% 25 25 100%
4 | WARNING LIGHT 65 58 89% 65 65 100%
JUMLAH 132 123 93% 132 130 98%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun, Tahun 2022

Persentase =

Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang

berfungsi baik adalah sebagai berikut :

Jumlah sarpas LLA] tahun 2022 yang ber fungsi baik
Total Sarana dan Fasilitas LLAJ

x 100%

P t _ 10 100%
ersentase == X 0

Persentase = 98 %

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.33 diatas diatas
dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang yang
berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya,
pada tahun 2020 tercapai 90% dan meningkat pada tahun 2021
mencapai 93%. Berselang satu tahun selanjutnya pada tahun 2022,
tercatat presentase sarana fasilitas LLAJ di Kota Madiun sudah

mencapai 98%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan

angkutan dan lalu lintas

IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2018
mencapai 78,08. Tahun 2019 IKM terhdap layanan angkutan dan
lalu lintas mencapai 85,08. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan
IKM kembali mencapai realisasi 85,90. Sedangkan pada tahun 2021
IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan
angka sebesar 85,903 dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan

sebesar 1,386 poin dengan realisasi 87,289.
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4. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib
dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Jenis perlengkapan jalan
yang wajib tersedia berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali
dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan
jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat,
fasiltas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di
luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 61%,
dan terdapat 39% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas
perlengkapan jalan pada periode tahun 2018. Adapun pada tahun
2022, persentase perlengkapan jalan di Kota Madiun sudah
mencapai 100%. Hal itu berarti semua jalan sudah dilengkapi

beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

5. Kinerja Angkutan Umum

Adapun kinerja angkutan umum di Kota Madiun pada Tahun
2018 dan 2019 masih mencapai angka 31% dan 44%, saat masa
pandemi, kinerja angkutan umum Kota Madiun tahun 2020
mencapai 35%. Capaian tersebut menandakan belum optimalnya
penggunaan angkutan umum di Kota Madiun. Masyarakat lebih
memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut
menyebabkan minimnya penggunaan angkutan umum. Selain itu
pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid- 19 yang membuat
angkutan umum tidak beroperasi secara penuh. Dampak kebijakan
untuk angkutan umum gratis khusus Pendidikan membuat kinerja
angkutan umum pada tahun 2021 meningkat menjadi 40%, dan
pada tahun 2022 dapat terealisasi secara signifikan mencapai 70%

dikarenakan angkutan umum sudah beroperasi secara penuh.

h. Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

persentase Penduduk Berakses Air Minum

Data menunjukan bahwa pada tahun 2018 hingga 2022, sekitar
lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum
atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 sebesar 93,81%
penduduk dapat mengakses air minum, terus meningkat menjadi 98,17%
pada Tahun 2022.
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Tabel 2. 52 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun,
Tahun 2018-2022

Penduduk Berakses Air
Tahun .
Minum
2018 93,81
2019 93,30
2020 96,58
2021 98,14
2022 98,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2022

Drainase merupakan infrastruktur dasar pelaynan pekerjaan
umum dan penataan ruang selain jalan, sistem drainase yang baik akan
memperlancar aliran air dan juga mencegah terjadinya penumpukan air
dipermukaan tanah untuk masuk dalam selokan/saluran air. Persentase

draine baik yang ada di kota madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 53 Persentase drainase dalam kondisi baik, Tahun 2018-2022

Tahun
Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
Jaringan Sistem Drainase 79,09 80,03 60,72 72,78 72,78
(Km)
Panjang Drainase 7,67 7,23 20,24 14,53 13,80

Tersumbat (Km)

Persentase Drainase dalam 90,30 90,90 90,40 80,04 58,98
Kondisi Baik
Sumber: Dashbord.madiunkota.go.id, 2022

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2. 54 Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun, 2022

Jenis Pelayanan Realisasi | Realisasi
No. Indikator Pencapaian
Dasar 2021 2022
Penyediaan jumlah warga negara yang

1 | kebutuhan pokok air | memperoleh kebutuhan pokok | 98,13% | 98,17%
minum sehari-hari air minum sehari-hari

. Jumlah warga negara yang
Penyediaan pelayanan
) memperoleh layanan
2 | pengolahan air 98,02% | 99,72%

) . pengolahan air limbah
limbah domestik )
domestik

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2022
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Pelayanan Pertanahan

Salah satu pelayanan urusan pertanahan adalah fasilitasi terkait

tanah yang bersengketa di Kota Madiun, pada kurun waktu tahun 2019

sampai dengan 2022 terdapat beberapa kali mediasi terkait konflik

masalah pertanahan yang ada di Kota Madiun,

Tabel 2. 55 Data Layanan Pertanahan, Tahun 2019- 2022

No Tahun Jumlah Layanan Penyelesaian
1 2019 2 layanan Mﬁg;i‘:;i‘;?aggn
2020 0 layanan -
3 2021 1 layanan Ml‘zgslizlai‘;?aggn
4 2022 5 layanan Mﬁgsizl;;i(;?agzn

j.

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2022

Pelayanan kepemudaan dan olah raga

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

kepemudaan dan olah raga Kota Madiun pada tahun 2017 sampai dengan

tahun 2021 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarannya

berikut:

Tabel 2. 56 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang
Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun Tahun 2018- 2022

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN TAHUN
No URUSAN/INDIKATOR
: KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022
II ASPEK PELAYANAN UMUM
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
18 Pemuda dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi pemuda 3 6 6 S S
18.2 Jumlah kegiatan 3 3 1 1 1
kepemudaan
18.3 Gelanggang/ balai remaja 3 3 3 3 3
(selain milik swasta)
18.4 Lapangan olahraga 83 83 83 83 83
18.5 Jumlah Organisasi Olah 28 28 28 28 28
Raga
18.6 Jumlah Prestasi di Bidang 11 7 3 4 6
Pemuda dan Olah Raga
Tingkat Nasional
18.7 Jumlah Prestasi Olah Raga 34 52 79 97 205
Tingkat Regional dan
Nasional
18.8 Jumlah Peserta Olah Raga | 20.394 | 19.266 2.015 2.895 7.835
18.9 Rasio Kondisi Sarpras Olah 100 100 100 100 100
Raga yang layak

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun, Tahun 2022

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah :
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1. Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun tahun 2022
sama dengan tahun 2021 antara lain :

a. Anggota Koni;

b. Anggota Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI);

c. OSIS Tingkat SMP dan SMA Kota Madiun;
d. Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun; dan

Anggota Dewan Kesenian.

2. Jumlah kegiatan kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun dari tahun
2020 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu

Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka.

3. Gelanggang/ balai remaja
Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun tahun 2018 sampai
dengan tahun 2021 berjumlah 3 (tiga) gelanggang/balai remaja.
Pada tahun 2022 tidak mengalami penambahan gelanggang/balai
remaja yang dikelola pemerintah Kota Madiun, yaitu :
a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun ;
b. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
c. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun.
d. Lapangan di setiap kelurahan Kota Madiun
4. Lapangan olah raga
Jumlah lapangan olahraga yang tersebar di Kota Madiun
tahun 2018 hingga tahun 2021 tidak mengalami perubahan, hingga

saat ini tahun 2022 masih berjumlah 83 lapangan.

5. Jumlah organisasi olahraga
Tahun 2022 jumlah organisasi olahraga tetap sama dengan
kondisi 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu terdapat 28 organisasi olah

raga.

Tabel 2. 57 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2022

No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
1 | Bulu Tangkis 3 Klub 15 | Angkat Besi 3 Klub
2 | Tenis Lapangan 10 Klub 16 | Taekwondo 4 Klub
3 | Renang 2 Klub 17 | Panjat Tebing 2 Klub
4 | Atletik 1 Klub 18 | Judo 1 Klub
5 | Wushu 1 Klub 19 | Senam 4 Klub
6 | Pencak Silat 11 Klub 20 | Balap sepeda 1 Klub
7 | Catur 1 Klub 21 | Tinju 1 Klub
8 | Tenis Meja 1 Klub | 22 | Menembak 1 Klub
9 | Panahan 1 Klub | 23| Karate 2 Klub
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No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
10 | Basket 2 Klub | 24 | Sepatu Roda 5 Klub
11 | Bola Volly 2 Klub | 25 | Drumband 42 Klub
12 | Sepak Bola 23 Klub | 26 | Bilyard 5 Klub
13 | Sepak Takraw 10 Klub | 27 | Sepak Bola Futsal 12  Klub
14 | Gulat 1 Klub | 28 | KONI 1 Klub

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

6. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat
Nasional
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
telah memberangkatkan para atlit berprestasi untuk mengikuti
berbagai pertandingan di tingkat provinsi, nasional maupun
internasional pada tahun 2022. Cabang olahraga yang
diberangkatkan diantaranya cabang olahraga Kurasih, Angkat Besi,
Panahan, Atletik, Judo, Tinju, Gulat, Senam, Jujitsu, Balap sepeda,
Taekondo, Sambo, Muaythai, Selam, Sepaktakraw, Tenis Lapangan
dan masih banyak lagi cabang olahraga lainnya.
Adapun perolehan medai untuk beberapa even Tingkat Provinsi,
nasional dan Internasional yaitu :
a. 1 medali pada even International (Thailand);
6 medali pada even Archery Championship;
10 medali pada even Kasal CUP archery open sidoarjo;

7 medali pada even Kejurprof Karate Jatim;

o po o

129 medali pada even Kejurkot Taekwondo Kota Madiun
Tahun 2022;
1 medali pada even Kejurnas Piala MPR,;

1 medali pada even Kejurprof Master Jati 2022;

5 @ e

. 4 medali pada even Peparda Jatim I;

[y

3 medali pada even Popda XIII Jatim;

j- 1 medali pada even Piala Gubernur Jatim

k. 35 medali pada even Porprov Jawa Timur VII;

1. 3 medali pada even pra Kualifikasi Popnas 2022; dan

m. 4 medali pada even Titan Callenge Turnament.

7. Jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional
Prestasi olahraga untuk tahun 2021 di tingkat nasional dan

regional sebanyak 97 prestasi. Tahun 2022 jumlah prestasi

mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 205

prestasi.
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8. Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak
Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak Kota Madiun tahun
2018 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100%. Adapun

kondisi sarpras olahraga di tahun 2022 juga mencapai 100%.

k. Pelayanan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau
tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang
disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan
mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan
pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan
perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii)
jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung

perpustakaan.

Tabel 2. 58 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2018-2022

. Tahun
No. Uraian Data 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

1. Jumlah Perpustakaan 37 37 36 36 217
yang dibina/
didampingi (unit)

2. Jumlah Koleksi Buku 49.172 51.986 | 85.518 88.765 | 678.962
(eksemplar)

3. Jumlah Pengunjung 56.648 81.284 | 108.211 56.178 | 94.986
(orang)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2022

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan
penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah
perpustakaan masyarakat yang dibina pada tahun 2022 ada sebanyak
217 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum
pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung
mulai dari kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, hingga
mencapai 108.211 orang pengunjung di tahun 2020. Akan tetapi jumlah
pengunjung Kembali landai di tahun 2022 menjadi 94.986, Hal ini
dikarenakan untuk kunjungan pada aplikasi perpustakaan online

berkurang.
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1. Pelayanan Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan adalah meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran urusan tersebut adalah terwujudnya stabilitas ketersediaan
pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka
mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana
strategis yaitu “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan
ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pertanian”, dan menetapkan sasaran strategis meningkatnya
kesetersediaan pangan dan stabilnya produksi hasil pertanian dan
perikanan”.

Dengan demikian, penyelenggaran urusan pemerintahan bidang
pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat
untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatnya
ketersediaan pangan”. Indikator utama dalam mencapai tujuan
memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan
tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan
indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya
ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan
bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program
di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan
energi dan protein. Adapun perkembangan indikator kinerja
pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat
dibawah ini:

Tabel 2. 59 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota
Madiun Tahun 2018-2022

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN
No URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN | 5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
DAERAH

II ASPEK PELAYANAN UMUM

B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pangan
9.1 | Regulasi ketahanan pangan ada ada ada ada ada
9.2 | ketersediaan pangan utama 183.38 | 154,44 | 138,56 139 217

Ketersediaan Energi dan
Protein
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Tahun 2022

9.3

138.61 | 138,63 | 138,63 | 126,77 | 126,77*
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Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1.

Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah

disusun adalah sebagai berikut:

a.

Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 501-
401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan
Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun;

Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 520-
401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan
Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat
Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010
tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-
401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan
Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;
Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-
401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina
Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan
Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor  188-
401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan
Rumah Pangan Lestari;

Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun
No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan
Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan
Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 060-401.204/001/2014
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi Kota Madiun.



- 100 -

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan
pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/tahun yang diperoleh dari
pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan
jumlah penduduk 2019 yaitu 210.147 jiwa. Adapun penurunan
ketersediaan ketersediaan pangan utama dari tahun 2018-2019
sekitar 28,94 poin, Namun ketersediaan pangan utama Tahun 2019
masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th.
ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan
sekitar 15,88 poin, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan
penurunan tahun 2018 ke tahun 2019. Adapun pada tahun 2021
ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat
sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di tahun 2022 yang
berada pada posisi 217.

3. Jumlah ketersediaan energi dan protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun
2019 adalah 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar
kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya
Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan
saat ini adalah WNPG X tahun 2012, yaitu AKE (angka kecukupan
energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan
AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63
gram/ kapita/hari.
Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan
energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar
(138,63%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita
per hari tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%).

Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk
tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% dari keetersediaan energi
dan protein tahun 2018. Pada tahun 2020 ketersediaan energi dan
protein masih sama dari tahun 2019 yaitu 183,63. Sedangkan
untuk tahun 2021 adalah sebesar 126,77% dan 2022 masih

berputar diperkirakan masih sama pada tahun 2021.
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m. Pelayanan Ketenteraman, ketertiban wumum dan
perlindungan masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan
salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang di amanatkan dalam
undang-undang, Cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan
pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya
suasana tertib dan tentram dalam masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun akan mamperkecil rasio petugas
dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas
Satuan Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per kelurahan. Untuk
mengetahui besar cakupan petugas tahun 2022 Satpol PP dan
Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar 2.19
dan 2.20 di bawah ini.

Rasio
\
\
-

2018 2019 2020 2021 2022

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2022

Gambar 2. 22
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Rasio

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2022

Gambar 2. 23
Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk
di Kota Madiun Tahun 2018-2022
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Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.19 dan Gambar
2.20 diatas, rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama tahun
2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan
tertinggi terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yakni meningkat dari 4,6
menjadi 5,3. Adapun pada tahun 2021 dan tahun 2022, angka rasio
petugas Pol PP di Kota Madiun diangka 6 (enam).

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mengampu penanganan
kejadian kebakaran, pelayanan penanganan kebakaran ditunjukkan
dengan persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu
tanggap yang dicapai petugas pemadam kebakaran pada satuan polisi
pamong praja dan pemadam kebakaran di kisaran waktu 15 menit untuk
realisasi capaian setiap tahunnya.

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga
mencakup pelayanan kebencanaan, yang menjadi kewenangan dari
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas Bencana yang
ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu

Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 60 Intensitas Bencana di Kota Madiun, 2018-2022

No. Jenis Bencana Tahun

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1. | Banjir 4 11 5 5 9
2. | Angin Puting Beliung 15 66 33 0 0
3. Kebakaran 48 36 29 13 21

Sumber: Dashbord.MadiunKota.go.id, 2022
Capian standar pelaynan minimal bidang ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selama tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 61 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat Kota Madiun, Tahun 2021 dan 2022

Jenis Pelayanan . . Realisasi | Realisasi
No. Dasar Indikator Pencapaian 2021 2022
Pelayanan Jumlah warga negara yang
1 | ketentraman dan memperoleh layanan akibat 100% 100%

dari penegakan hukum

ketertiban umum perda dan perkada

Pelayanan informasi Jumlah warga negara yang

2 memperoleh layanan 100% 100%
rawan bencana . .
informasi rawan bencana
Jumlah warga negara yang
Pelayanan pencehan | memperoleh layanan
3 | dan kesiapsiagaan pencegahan dan 100% 100%

terhadap bencana kesiapsiagaan terhadap
bencana
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Jenis Pelayanan . . Realisasi | Realisasi
No. Dasar Indikator Pencapaian 2021 2022

Pelayanan Jumlah warga negara yang
penyelamatan dan memperoleh layanan o o

4 evakuasi korban penyelamatan dan evakuasi 100% 100%
bencana korban bencana
Pelayanan Jumlah warga negara yang
penyelamatan dan memperoleh layanan o o

5 evakuasi korban penyelamatan dan evakuasi 100% 100%
kebakaran korban kebakaran

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, 2022

n. Pelayanan Perizinan

Pada saat ini pengurusan perizinan sudah sangat efektif. Rata-rata

lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan proses selama 5

(lima) hari kerja. Jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya

berbeda-beda sesuai perizinan yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat

sesuai tabel dibawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan

beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada

survei lapangan.

Tabel 2. 62 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2022

No.

Uraian

Jumlah
Persyaratan
(dokumen)

Lama
Mengurus Izin

Biaya Retribusi (Rp)

Pelayanan Perizinan
Dan Non Perizinan
Berusaha

Pemenuhan Komitmen
Tanda Daftar Usaha
Pariwisata (TDUP)

S (Lima) S (Lima)

Tidak Ada

Pemenuhan Komitmen
Izin Usaha Industri
(IUI) /Perluasan Izin
Usaha Industri

3 (Lima) S (Lima)

Tidak Ada

Pemenuhan Komitmen
Tanda Daftar Gudang
(TDG)

S (Lima) S (Lima)

Tidak Ada

Pemenuhan Komitmen
Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba
(STPW)

5 (Lima) S (Lima)

Tidak Ada

Pemenuhan Komitmen
Pendidikan Non Formal
(PNF)

S (Lima) S (Lima)

Tidak Ada

Pemenuhan Komitmen
Izin Pendirian Program
atau Satuan
Pendidikan

S (Lima) S (Lima)

Tidak Ada

Pemenuhan Komitmen
Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)

S (Lima) S (Lima)

Tidak Ada

Pemenuhan Komitmen
Izin Lembaga Pelatihan
Kerja (LPK)

S (Lima) S (Lima)

Tidak Ada

Pemenuhan Komitmen
Izin Lingkungan
AMDAL

S (Lima) 6 (Enam)

Tidak Ada
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Lama Jumlah
No. Uraian . Persyaratan Biaya Retribusi (Rp)
Mengurus Izin
(dokumen)
10 Pemenuhan Komitmen S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Izin Lingkungan Untuk
UKL UPL
11 Pemenuhan Komitmen 5 (Lima) 10 (Sepuluh) Tidak Ada
Izin Tempat
Pembuangan
Sementara Limbah
Bahan Berbahaya dan
Beracun (TPS Limbanh
B3)
12 Pemenuhan Komitmen 5 (Lima) 18 (Delapan Tidak Ada
Izin Pembuangan Air Belas)
Limbah (IPAL)
13 Pemenuhan Komitmen S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Sarana Kesehatan (17
Jenis )
15 Pemenuhan Komitmen 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
Trayek
16 Pemenuhan Komitmen 30 (Tiga Puluh) S (Lima) Tidak Ada
Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK)
17 Izin Pengusahaan S (Lima) S (Lima) Tidak Ada
Rumah
Kos/Pemondokan
B Pelayanan Perizinan
Dan Non Perizinan
Non Berusaha
1 Pemenuhan Komitmen 5 (Lima) 10 (Sepuluh) Tidak Ada
Izin Lokasi
2 Pemenuhan Komitmen
Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
-Fungsi Hunian 30 (Tiga puluh) 11 (sebelas) L x Indeks terintegrasi x
Lingkup pembangunan x
Harga Satuan
Retribusi(20.000/m? )
-Fungsi Usaha 30 (Tiga puluh) 14 (empat belas) | L x Indeks terintegrasi x
Lingkup pembangunan x
Harga Satuan
Retribusi(20.000/m? )
-Fungsi Sosbud 30 (Tiga puluh) 12 (dua belas) L x Indeks terintegrasi x
Lingkup pembangunan x
Harga Satuan
Retribusi(20.000/m? )
-Fungsi Keagamaan 30 (Tiga puluh) 12 (dua belas) L x Indeks terintegrasi x
Lingkup pembangunan x
Harga Satuan
Retribusi(20.000/m? )
-Fungsi Campuran 30 (Tiga puluh) 16 (enam belas) L x Indeks terintegrasi x
Lingkup pembangunan x
Harga Satuan
Retribusi(20.000/m? )
3 izin Reklame Dalam S (Lima) 3 (Tiga) Tidak Ada
Pasar
4 Izin Pengelolaan Parkir 5 (Lima 3 (Tiga) Tidak Ada
dan Kamar Mandi/WC
5 Izin Promosi Dalam S (Lima 4 (Empat) Tidak Ada

Pasar
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Lama Jumlah
No. Uraian . Persyaratan Biaya Retribusi (Rp)
Mengurus Izin
(dokumen)
6 Izin Reklame
- Izin Reklame 5 (Lima) 6 (Enam) Perangkat Daerah
Insidentil Terkait
- Izin Reklame S (Lima) S (Lima)
Permanen
7 Izin Penempatan 30 (Tiga puluh) 11 (Sebelas) 3.500/m?/bulan
Bangunan Reklame
8 Izin Tenaga Kesehatan 5 (Lima) 7 (Tujuh) Tidak Ada
(33 Jenis)
9 Izin Pemakaian 5 (Lima) 3 (Tiga) 1.000/m?2/bulan
Kekayaan Daerah
Penurunan Trotoar
10 Izin Pemakaian 5 (Lima) 3 (Tiga) 7.600.000/hari
Kekayaan Daerah
Gedung dan/atau
Lapangan
11 Izin Pemakaian S5 (Lima) 2 (Dua) 6.500/m?2/bulan
Kekayaan Daerah
Tanah dan/atau
Bangunan
12 Izin Perubahan 5 (Lima) 11 (Sebelas) Tidak Ada
Penggunaan Tanah
(IPPT)
13 Pemakaian Bahu 5 (Lima) 3 (Tiga) 2.000/m?/hari
Badan Jalan
14 Izin Penempatan S (Lima) 3 (Tiga) Tidak Ada
Pedagang Pasar
Sumber: DPMPTSPKUM, 2022
o. Pelayanan Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya

menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2022, kecamatan yang

memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Taman yaitu 11

industri yang hanya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 238 orang.

Namun kecamatan Manguharjo dengan jumlah industri hanya sebanyak

9 industri mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar yaitu

sebanyak 4782 orang, yang juga merupakan penyerapan tenaga kerja

terbanyak dibanding kecamatan lain.

Tabel 2. 63 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan

di Kota Madiun, Tahun 2018 - 2022

Industri Besar Sedang Tenaga Kerja
No. [Kecamatan
2018 2019 20202021 | 2022 | 2018 | 2019|2020 2021 | 2022
1 |Manguharjo| 5 5 5 6 9 2908|1874 1874|2818 (4782
2 |Taman 10 10 9 10 11 | 286 | 345 | 325 | 412 | 238
3 |Kartoharjo 9 7 7 7 7 308 | 294 | 294 | 311 | 369
Jumlah 24 22 | 21 | 23 27 3502|2513 |2493|3541 (5389

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, 2022
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p. Pelayanan Perdagangan

Orientasi  pembangunan  pada  penyelenggaraan  urusan
perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan
ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan
masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan
kapasitas pasar, Jumlah pasar umum di Kota Madiun tahun 2022
terdapat 9 unit, pasar khusus 2 unit dan pasar desa 6 unit dengan jumlah

pedagang tetap sebanyak 3.320 pedagang.

Tabel 2. 64 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota
Madiun, 2018-2022

No. Sarana Tahun

Perdagangan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1. Pasar Umum 11 9 9 9 9
2. Pasar Khusus 3 3 2 2 2
3. Pasar Desa S 6 6 6 6
4. Pedagang Tetap 3.478 | 3.485 | 3.555 | 3.143 | 3.320

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun, 2022

q. Pelayanan Kepariwisataan

Pelayanan kepariwisataan di kota madiun dilakukan dengan
mendata dan membina destinasi pariwisata untuk dikembangkan serta
mendata dan membina pelaku ekonomi kreatif, perkembangan data

jumlah destinasi pariwisata yang dibina sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 65 Data Jumlah Destinasi Pariwisata yang dibina, 2022

. . .. Tahun
No Destinasi Pariwisata 5020
1 | Lapak/ODTW 35 tempat
2 | THM/Karaoke 23 tempat
3 | Cafe 31 tempat
4 | Rumah Makan 45 tempat
S5 | Restoran 21 tempat
6 | Hotel 36 tempat

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun, 2022

Sedangkan data jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun

sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 66 Pelaku Ekonomi Kreatif, 2022

. . Tahun
No Pelaku Ekonomi Kreatif 2002
1 | Seni Pertunjukan 23 Seni (109 pelaku)
2 | Fesyen 20 pelaku
3 | Kriya (kerajinan tangan) 9 pelaku
4 | Kuliner 62 pelaku
S | Fotografi 15 pelaku
6 | Musik S prlaku
7 | Periklanan 1 pelaku




- 107 -

. . Tahun
No Pelaku Ekonomi Kreatif 5020
8 | Seni Rupa 1 pelaku
9 | Film Animasi 1 pelaku

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun, 2022
r. Pelayanan Kepegawaian

Fungsi pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berperan
penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian
penempatan dan promosi jabatan, dan dinamika kinerja ASN.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 7 Tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan
fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase
penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya serta Indeks
Profesionalitas ASN dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari
kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Capaian indek
profesionalitas asn dan persentase penempatan ASN sesuai dengan

kompetensinya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 67 Pelayanan Kepegawaian, 2019-2022

. Capaian | Capaian | Capaian | Capaian
No Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Indeks Profesionalitas ASN 72,03 46,49 49,72 79,88
o | Persentase penempatan ASN 17,25 | 3438 | 71% | 63,22%
sesuai dengan Kompetensinya
Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2022
s. Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan
mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan
dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan
kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan
informasi. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik yang digunakan Dinas
Komunikasi dan Informatika dalam untuk mengukur keberhasilannya

seperti dalam tabel berikut:
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Tabel 2. 68 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika, 2019-2022

. Capaian Capaian Capaian Capaian
No Indikator 2019 2020 2021 2022
Tingkat
1 | Keterbukaan 87,10 87,25 97,33 99,25
Informasi Publik

Sumber: Dinas KOmunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2022

t. Pelayanan Statistik

Bidang urusan statistik daerah mempunyai tugas dan fungsi
pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil
pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar
dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang
mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data
kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan
indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan
aspek daya saing daerah.

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama
dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota
Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang
digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang
tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator
urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi
Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua)
buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang

digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program

kegiatan
Tabel 2. 69 Capaian Pelayanan Statistik, 2019-2022
. Capaian Capaian Capaian Capaian
No Indikator 2019 2020 2021 2022
1 | Buku Analisis ASPM ada ada ada ada
2 | Buku Data Sektoral ada ada ada ada
Sumber: Dinas KOmunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2022
u. Pelayanan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur
oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah
terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan
urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran
Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian

urusan pemerintahan untuk bidang persandiaan.
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Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan
Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan,
keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari
layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten
informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan
perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan
yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari
jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata
kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi

per bulannya.
Tabel 2. 70 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika, 2019-2022

Capaian Capaian Capaian Capaian

No Indikator 2019 2020 2021 2022

Tingkat Keamanan
1 | Informasi - 65% 83,57% 96,74%
Pemerintah
Sumber: Dinas KOmunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2022

V. Pelayanan Perkoperasian

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang
koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat
digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut UU No. 25 Tahun
1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif
didefiniskan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir
mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun
terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir yaitu tahun 2018-2022, persentase koperasi aktif, jumlah
koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren
fluktuatif, peningkatan dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang
mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu tahun

2018-2022 sebagaimana terdapat pada table berikut :
Tabel 2. 71 persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2018-2022

Uraian ihahun
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Koperasi 173 308 155 156 156
Jumlah Koperasi Aktif 172 302 153 154 156
persentase Koperasi 99,42 98,05 98,71 98,71% 100%
Aktif

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, 2022
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2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah
dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi
lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing
daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator
aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut:
a. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator
ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Atas Harga
Berlaku (ADHB) maupun Atas Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan
ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di
suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat

pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2. 72 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (%)

Tahun Pertumbuhan Ekonomi
2018 5,96
2019 5,69
2020 -3,39
2021 4,79
2022 5,52

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Pertumbuhan Ekonomi
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Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi
Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2018-2022 (%)
Laju pertumbuhan ekonomi, Nasional, Provinsi dan Kota Madiun,
untuk kota madiun selalu di atas Provinsi dan Nasional, hanya saja pada
saat terjadi pandemic covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 perekonomian

Kota Madiun di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur.
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2018 2019 2021 2022

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Gambar 2. 25
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama periode 2018-
2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tren fluktuatif dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2018
hingga 2020 laju pertumbuhan mengalami penurunan yang signifikan
dari 5,96% pada tahun 2018 hingga mencapai minus 3,39% pada tahun
2020 hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang masih terus
berlangsung diseluruh dunia sehingga berdampak pada perkonomian
global, nasional, maupun regional.

Namun pada saat pandemi Covid-19 mulai mereda dan kebijakan
new normal yang diterapkan di tahun 2021 berdampak positif. Data BPS
menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun di tahun 2021
kembali bangkit berada pada presentase 4,79% dan meningkat lagi
menjadi 5,52% di tahun 2022.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada
tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Kota Madiun adalah sebagai

berikut.

Tabel 2. 73 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2018 - 2022

Tahun Rata-rata

Lapangan Usaha 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Pertanian, Kehutanan, dan 1,78 | (0,94) | 11,57 | -7,26 | -567 | -0,104
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 1,07 2,41 -5,65 -4,12 -8,49 -2,956
Industri Pengolahan 7,01 4,64 -12,84 7,10 2,17 1,616
Pengadaan Listrik dan Gas 5,45 6,69 1,98 2,95 7,95 5,004
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 444 4,52 4,86 6,28 3,50 472
Konstruksi 2,03 4,90 -4,71 -0,90 8,24 1,912
Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi dan persewaan Mobil dan 7,54 6,20 -11,18 10,16 7,98 4,14
Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 8,48 9,11 -4,38 7,17 16,90 7,456
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Tahun Rata-rata
Lapangan Usaha 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Pqnyed1aan Akomodasi dan Makan 9,23 8.86 7,98 3.21 9,96 4,656
minum
Informasi dan Komunikasi 5,34 4,58 16,12 4,75 5,94 7,346
Jasa Keuangan dan Asuransi 4,08 4,79 -0,66 0,47 0,32 1,8
Real Estate 3,57 5,96 0,33 1,19 5,09 3,228
Jasa Perusahaan 5,31 6,10 -3,18 0,77 5,26 2,852
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 4,48 3,85 -2,23 -0,99 -0,43 0,936
Wajib
Jasa Pendidikan 4,21 7,65 1,97 0,54 0,59 2,992
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,38 7,52 9,98 5,46 3,29 6,726
Jasa Lainnya 5,74 6,92 -10,68 4,08 12,11 3,634

PDRB 5,96 5,69 -3,39 4,79 5,52 3,714

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.39 diatas, Pada tahun
2020 ketika terjadi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi tertinggi
terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar (16,12).
Pertumbuhan positif tersebut diikuti oleh sektor lain seperti Pertanian,
kehutanan dan perikanan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa
Pendidikan dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur
ulang. Sedangkan sektor lain mengalami pertumbuhan negatif Jika di
bandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan negatif tertinggi ditempati
oleh sektor industri pengolahan sebesar (-12,84%), sektor perdagangan
besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor
sebesar (-11,18%), dan sektor jasa lainnya sebesar (-10,68%). Kondisi
tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun
memiliki kinerja yang lebih baik.

Pertumbuhan yang tinggi tahun 2022 berada pada sektor
transportasi dan pergudangan yang mencapai (16,9%), jasa lainnya
sebesar (12,11%) dan Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar
(9,96%), hal ini ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit
maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah
makan.

PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2018 - 2022 Kota
Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 74 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2022 (Milyar Rupiah)

TAHUN
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
| | Pertanian, Kehutanan dan 105,68 106,81 120,59 108,70 110,35
Perikanan
Pertambangan dan 2,91 3,05 2,95 2,91 2,72
Penggalian
3 | Industri Pengolahan 2.143,80 2.290,02 2.030,28 1.985,25 2.099,37
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 10,35 11,22 11,48 11,72 12,89
Pengadaan Air dan
S5 | Pengolahan Sampah, 28,51 29,04 30,4 32,65 34,76
Limbah & Daur Ulang
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TAHUN
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022

6 | Konstruksi 805,27 834,71 798,95 805,73 935,22
Perdagangan Besar dan

7 | Eceran, Reparasi dan 3.371,83 3.658,65 3.311,32 3.712,41 4.216,70
Persewaan Mobil dan Motor

g | Transportasi dan 449,97 498,89 477,53 516,72 643,89
Pergudangan

g | Penyediaan Akomodasi dan 636,99 705,63 661,55 716,40 811,41
Makan Minum

10 | Informasi dan Komuniasi 1.752,67 1.851,67 2.172,16 2.296,07 2.435,44

11 | Jasa Keuangan dan 1.355,51 | 1.432,48 | 1.423,02 | 1.462,62 | 1.583,93
Asuransi

12 | Real Estate 344.,4 374,2 381,91 388,09 413,30

13 | Jasa Perusahaan 90,3 98,17 97,71 100,68 108,69
Administrasi

14 | Pemerintahaan, Pertahanan 401,37 438,16 452,66 447,71 454,35
dan Jaminan Sosial Wajib

15 | Jasa Pendidikan 978,13 1.067,46 1.109,27 1.113,54 1.135,80

16 | Jasa Keschatan dan 172,62 189,69 212,57 227,26 240,59
Kegiatan Sosial

17 | Jasa Lainnya 479,56 518,48 474,94 506,98 586,23

PDRB 13.129,87 | 14.108,33 | 13.769,29 | 14.435,43 | 15.825,61

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.40 diatas, sektor

terbesar pada tahun 2020 adalah sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar 3.311,32 milyar.

Sektor terbesar kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 2.172,16

milyar. Jika dilihat pada tahun 2022, PDRB ADHB tertinggi juga ditempati

oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil

dan motor sebesar 4.216,70, diikuti sektor informasi dan komunikasi

sebesar 2.435,44. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun

merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang

dapat meningkatkan PDRB sektor lain.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB menurut
lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018 s/d 2022 adalah
sebagai berikut:

Tabel 2. 75 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2022 (Milyar Rupiah)

No Uraian TAHUN
2018 2019 2020 2021 2022
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 76,35 75,63 84,38 78,26 73,82
2 | Pertambangan dan Penggalian 2,15 2,2 2,08 1,99 1,82
3 | Industri Pengolahan 1.795,20 | 1.878,54 | 1.637,31 | 1.532,38 | 1.565,69
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 8,07 8,61 8,78 9,04 9,76
Pengadaan Air dan Pengolahan
) Sampah, Limbah & Daur Ulang 21,29 22,26 23,34 24,80 25,67
6 | Konstruksi 616,99 647,2 616,69 611,17 661,51
Perdagangan Besar dan Eceran,
7 | Reparasi dan Persewaan Mobil dan 2.368,25 | 2.515,13 | 2.233,21 | 2.460,08 | 2.656,42
Motor
8 | Transportasi dan Pergudangan 305,21 330 318,4 341,24 398,92
g | Penyediaan Akomodasi 513,72 | 559,24 | 514,6 | 531,10 | 583,98
Dan Makan Minum
10 | Informasi dan Komuniasi 1.598,22 | 1.671,41 | 1.940,86 | 2.032,96 | 2.153,80
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 904,19 947,54 941,3 945,67 948,75
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No Uraian TAHUN
2018 2019 2020 2021 2022
12 | Real Estate 248,22 263,02 263,89 267,05 280,64
13 | Jasa Perusahaan 72,91 77,36 74,9 75,48 79,45
Administrasi Pemerintahaan,
14 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 310,42 322,38 315,18 312,05 310,70
15 | Jasa Pendidikan 714 768,65 783,82 788,06 792,75
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 129,79 139,55 153,48 161,86 167,19
17 | Jasa Lainnya 366,73 392,1 350,22 364,51 408,67
PDRB 10.051,71|10.623,82(10.262,44(10.537,70|11.119,55

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.41 diatas, PDRB
ADHK menunjukan bahwa pada tahun 2020, sektor yg tertinggi adalah
sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan
motor sebesar 2.233,21 milyar. Sektor terbesar kedua adalah sektor
informasi dan komunikasi sebesar 1.940,86 milyar. Jika dilihat pada
tahun 2018 hingga 2022, PDRB ADHK tertinggi ditempati oleh sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor,
kemudian disusul oleh sektor informasi dan komunikasi serta di posisi
ke-tiga industri pengolahan. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan
PDRB ADHB, sektor dengan PDRB ADHK terendah yaitu sektor
pertambangan da penggalian.

Tahun 2022 untuk PDRB ADHK ternyata untuk peringkat pertama
masih diampu oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi dan
persewaan mobil dan motor sebesar 2.656,42 milyar. Sedangakan untuk
peringkat kedua dalam PDRB ADHK diraih oleh sektor komunikasi dan
informasi sebesar 2.153,80 milyar. Sedangkan atas dasar harga konstan
peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 76 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018 - 2022 (%)

Tahun Rata-
Lapangan Usaha

2018 | 2019 | 2020 2021 2022 rata
Pertcaman, Kehutanan, dan 0.8 0,76 0.88 0,74 0,70 0,78
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Industri Pengolahan 16,25 | 16,23 | 14,74 15,3 13,27 15,16
Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 0,22 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22
Ulang
Konstruksi 6,1 5,92 5,8 5,48 5,91 5,84
Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi dan persewaan Mobil 25,71 | 25,93 | 24,05 25,25 26,64 25,52
dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 3,42 3,54 3,47 3,52 4,07 3,60
Penyed1a§n Akomodasi dan 4,91 408 4.8 4.87 513 4,94
Makan Minum ’ ’ ’
Informasi dan Komunikasi 13,44 | 13,12 | 15,78 15,62 15,39 14,67
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Tahun Rata-
Lapangan Usaha
2018 | 2019 | 2020 2021 2022 rata
Jasa Keuangan dan Asuransi 10,28 | 10,32 | 10,33 9,55 10,01 10,10
Real Estate 2,61 2,62 2,77 2,64 2,61 2,65
Jasa Perusahaan 0,68 0,69 0,71 0,68 0,69 0,69
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial | 3,04 3,06 3,29 3,05 2,87 3,06
Wajib
Jasa Pendidikan 7,49 7,45 8,06 7,58 7,18 7,55
Jasg Kesehatan dan Kegiatan 1,31 1,31 1,54 1,55 1,52 1,45
Sosial
Jasa Lainnya 3,64 3,65 3,45 3,45 3,70 3,58
PDRB 100 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.42 diatas, sektor yang
paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-
rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,52%
per tahun. Dengan tren yang fluktuatif dalam kurun waktu 2018-2022,
kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus
meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai Kota
perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

Kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan
dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,16% per tahun dimana kontribusi
terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 16,25%. Jenis
industri dengan kontribusi terbesar di Kota Madiun selama periode 201 8-
2022 berasal dari industri alat angkutan, industri makanan dan
minuman, serta barang dari karet dan plastik. Berdasarkan data-data
tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kota
Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat

kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

Adapun dalam satu tahun terakhir tepatnya di tahun 2022,
ternyata untuk sektor yang memberikan dampak paling besar adalah
perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda
motor dengan angka kontribusi sebesar 26,64%. Sektor industri
pengolahan memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 13,27% dan
sektor informasi dan komunikasi sebesar 15,39%. Selanjutnya, PDRB

perkapita menurut lapangan usaha 2018 s/d 2022 yaitu, sebagai berikut:
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Tabel 2. 77 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2018 - 2022

TAHUN
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,80 0,76 0,88 0,74
2 | Pertambangan dan Penggalian 0,02 0,02 0,02 0,02
3 | Industri Pengolahan 16,33 16,23 14,74 15,30
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08 0,08
Pengadaan Air dan Pengolahan
5 Sampah, Limbah & Daur Ulang 0,22 0,21 0,22 0,22
6 | Konstruksi 6,13 5,92 5,80 5,48
Perdagangan Besar dan Eceran,
7 | Reparasi dan Persewaan Mobil dan 25,67 25,93 24,05 25,25
Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 3,43 3,54 3,47 3,52
9 Pgnyedlaan Akomodasi dan Makan 4,85 5.00 4,80 4,87
Minum
10 | Informasi dan Komuniasi 13,35 13,13 15,78 15,62
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 10,32 10,15 10,33 9,95
12 | Real Estate 2,62 2,65 2,77 2,64
13 | Jasa Perusahaan 0,69 0,70 0,71 0,68
Administrasi Pemerintahaan,
14 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,06 3,11 3,29 3,05
15 | Jasa Pendidikan 7,45 7,57 8,06 7,58
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,31 1,34 1,54 1,55
17 | Jasa Lainnya 3,65 3,68 3,45 3,45
PDRB Per Kapita 74,54 79,7 70,74 74,65

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022

PDRB per kapita Kota Madiun menurut lapangan usaha selama
tahun 2018-2022, peran sektor informasi dan komunikasi yang
menduduki tingkat pertama dengan rata-rata per kapita sebesar 14,47
poin. Peringkat kedua diduduki oleh sektor perdagangan besar dan
eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor sebesar 12,90
poin dan posisi ketiga disusul sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar
10,19 poin.

Tingkat Inflasi Kota Madiun cenderung stabil. Perkembangan inflasi
di Kota Madiun tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022
Gambar 2. 26
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (%)
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Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.22 diatas, dapat
dilihat bahwa pada tahun 2018 tingkat inflasi Kota Madiun sebesar
2,71%, kemudian terjadi penurunan sebesar 0,51 poin pada tahun 2019
menjadi 2,20% dan 2020 di angka 1,86%. Namun pada tahun 2022 terjadi
peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3,7 poin dari tahun 2021 sehingga
inflasi kota madiun pada tahun 2022 di angka 5,70%. Penyebab utama
dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak

yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya.

b. Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah
satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan
yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi

kewenangan Kota Madiun.

Tabel 2. 78 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tahun K;I:iiliﬂ Sedang ll:i‘:lsg:\l:-n l;‘;::f Total Jalan
2018 397,48 31,52 1,47 2,625 433,095
2019 405,54 26,25 0 1,305 433,104
2020 413.100 31,6 0 1.93 450,885
2021 448.820 0 0 1,925 450,745
2022 411.955 17,580 1,751 2,199 433,485

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2022

2022

2021

2020

2019

2018

o

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

H Total Jalan Rusak Berat Rusak Ringan ® Sedang ™ Kondisi Baik

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2022
Gambar 2. 27
Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2018-2022
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Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.44 dan Gambar 2.23
diatas, kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan
rusak berat. Selama tahun 2018 hingga tahun 2022 kondisi jalan
berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang
jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah sepanjang 397,48 km
dan setiap tahunnya meningkat menjadi sepanjang 405,54 km pada
tahun 2019. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan
memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-
langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik
dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin untuk kondisi jalan
rusak ringan, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan
berkala, dan kondisi rusak berat dilaksanakan sistem pemeliharaan
berkala atau dengan peningkatan jalan. Secara umum kondisi jalan di
Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas
yang memadai.

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2022 terdapat penurunan
kualitas dari kondisi baik dari 448,820 km pada tahun 2021 turun
menjadi 411,955 km pada tahun 2022. Akibat penurunan jumlah jalan
kondisi baik tersebut maka untuk jalan yang rusak sedang, rusak ringan
dan rusak berat mengalami kenaikan sebesar 17,580 km untuk jalan
dengan rusak sedang, 1,751 km untuk jalan dengan rusak ringan dan

2,199 km untuk jalan dengan rusak berat.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya
saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka
penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Madiun diarahkan
untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi
perdagangan dan perindustrian. Peningkatan tersebut akan menunjang
sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB
di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal
(investasi) di Kota Madiun diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perkembangan jumlah realisasi investasi

di kota Madiun tahun 2018-2022 sebagai berikut:
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Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2022

Gambar 2. 28
Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.24 diatas, dapat
dilihat bahwa pada tahun 2022 realisasi investasi yang masuk di Kota
Madiun pada Tahun 2022 tercatat sebesar 214 Milyar atau melampaui
target yang telah ditetapkan senilai 193 Milyar. Sesuai data yang masuk
bahwa mayoritas investasi disumbang dari sector perdagangan sekitar
60% dan selebihnya dari sector perhotelan, restoran serta usaha jasa

lainnya.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat

pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

82,5
82,01
82
81,5 81,25
31 80,88 80,91
80,5 80,33
80
79,5
79
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Gambar 2. 29
Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2018 - 2022
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Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.25 diatas, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan
semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat
Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan
manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian
pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik dan

dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2. 79 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

Indeks Tahun Tahun Tahun Tahun | Tahun
2018 2019 2020 2021 2022

IPM 80,33 80,88 80,91 81,25 82,01
Indeks Kesehatan 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81*
Umur Harapan Hidup 72,59 72,75 72,81 72,83 73,13
Indeks Pengetahuan 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78*
Harapan Lama Sekolah 14,21 14,39 14,4 14,41 14,43
Rata-rata Lama Sekolah 11,11 11,13 11,14 11,37 11,67
Indeks Pengeluaran 0,83 0,85 0,85 0,85 0,85*
Pengeluaran per kapita (Rp 000) 15.616 16.040 16.018 16.095 | 16.503

Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun 2022
*) angka sementara

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.45 diatas,
Perkembangan IPM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022
mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 nilai IPM Kota Madiun mencapai
80,33 dan pada tahun 2022 mencapai 82,01. Kenaikan nilai IPM dapat
diartikan sebagai tanda pembangunan manusia di Kota Madiun
mengalami kemajuan. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat
tinggi diatas 80 poin, dan menempati posisi tertinggi ke-tiga setelah kota

Surabaya dan Kota Malang di provinsi jawa timur.

Indeks Pembangunan Manusia

84

82 80,33 80,88 80,91 81,25
80

78

76

74 7139 71,92, o 71,94 72,29, 14 7294, 75
79 70,77 ’ ’

70

68

66

64

82,01

2018 2019 2020 2021 2022

Nasional Jawa Timur Kota Madiun

Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur
dan Kota Madiun Tahun 2018-2022
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Sekedar menginformasikan, Indeks Pembangunan Manusia Kota
Madiun menduduki urutan ke-3 se Provinsi Jawa Timur setelah Kota
Surabaya dan Kota Malang, akan tetapi berada di atas Nasional dan

Provinsi Jawa Timur.

2.2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun

berjalan dan realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk
melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Prioritas pembangunan
daerah di Kota Madiun berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh
pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang
dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan

yaitu, sebagaimana ditampilkan pada table sebagai berikut
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Tabel 2. 80 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kota Madiun

Jumlah
Lembaga yang
direhab

Lemba
ga

303

82.575.157.1
50

98

12.237.124.

422

6.091.048
.668

2.000.00

1.006.849
.916

2.280.612
.483

1.161.634
.743

4.451.097
142

100

73%

105

16.688.22
1.564

35%

20%

Dinas
Pendidika

n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Kartoharjo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.625.769.11
5

264.940.46
0

359.102.3
95

57.928.3
14

41.002.72
6

62.792.32
9

140.842.5
08

302.565.8
77

100

84%

567.506.3
37

100
%

35%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Kartoharjo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

627.626.723

145.211.57
0

136.605.7
08

23.768.6
25

27.108.10
0

29.858.69
3

41.347.14
1

122.082.5
59

100

89%

267.294.1
29

100

43%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 03
Kartoharjo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

816.135.500

127.877.70
0

128.959.0
00

19.651.0
05

21.571.79
9

13.118.87
4

50.985.23
1

105.326.9
09

100

82%

233.204.6
09

100

29%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.446.158.15
0

359.117.26
2

285.565.1
50

54.116.7
10

61.460.29
2

58.235.66
6

105.168.7
40

278.981.4
08

100

98%

638.098.6
70

100
%

44%

Dinas
Pendidika
n
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9=8/7 x 100%
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12

Peserta Didik
(SDN 01
Klegen)

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Klegen)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

814.302.638

187.929.41
8

167.915.6
38

28.158.3
72

25.783.82
1

34.353.26
9

68.126.18
8

156.421.6
50

100
%

93%

344.351.0
68

100
%

42%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 03
Klegen)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.492.648.00

0

345.785.39
4

322.973.0
00

56.915.1
16

40.297.46
2

73.772.09
4

135.035.6
07

306.020.2
79

100
%

95%

651.805.6
73

100
%

44%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 04
Klegen)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

604.104.965

157.033.10
3

128.625.9
65

26.187.8
11

21.987.67
5

31.675.77
1

48.219.43
8

128.070.6
95

100
%

100
%

285.103.7
98

100
%

47%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN Oro - Oro
Ombo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.420.023.32

0

332.405.83
9

297.487.3
20

57.372.5
42

47.366.64
7

61.621.89
9

94.498.06
0

260.859.1
48

100
%

88%

593.264.9
87

100
%

42%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Rejomulyo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

555.464.400

115.182.54
6

117.946.4
00

19.610.1
41

18.245.24
4

16.383.37
6

31.669.14
4

85.907.90
5

100
%

73%

201.090.4
51

100
%

36%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Rejomulyo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

654.999.250

150.285.79
2

130.511.5
22

33.986.4
57

32.737.94
8

16.098.83
8

52.635.89
2

135.459.1
35

100
%

104
%

285.744.9
27

100
%

44%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Kanigoro)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

881.297.450

154.993.66
5

212.441.4
50

30.667.2
50

20.359.47
3

29.532.85
8

76.165.07
7

156.724.6
58

100
%

74%

311.718.3
23

100
%

35%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Kanigoro)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

904.402.885

179.750.32
0

204.491.8
85

30.957.5
99

27.082.76
3

17.211.41
1

106.242.2
11

181.493.9
84

100
%

89%

361.244.3
04

100
%

40%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 03
Kanigoro)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.257.517.53

3

195.936.84
7

280.000.5
33

39.534.1
56

29.453.80
1

47.230.39
9

82.623.34
0

198.841.6
96

100
%

71%

394.778.5
43

100
%

31%

Dinas
Pendidika
n
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Rp. (000)

Rp. (000)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
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K (%
)

RP.
(%)

Rp. (000)

K (%
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RP.
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12

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN Sukosari)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

573.640.200

146.571.71
0

118.396.2
00

19.813.5
39

29.591.60
5

22.739.59
6

42.235.67
1

114.380.4
11

100
%

97%

260.952.1
21

100
%

45%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN
Pilangbango)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

845.740.200

200.283.40
7

361.728.2
50

57.771.8
79

58.331.28
5

72.996.30
7

160.616.5
60

349.716.0
31

100
%

97%

549.999.4
38

100
%

65%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Tawangrejo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.717.043.25
0

332.750.22
0

175.596.2
00

31.297.0
76

34.513.60
3

31.590.89
0

77.164.76
1

174.566.3
30

100
%

99%

507.316.5
50

100
%

30%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Tawangrejo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

627.522.218

150.385.83
9

120.669.2
18

29.017.6
20

21.283.24
0

22.970.93
0

22.089.04
0

95.360.83
0

100
%

79%

245.746.6
69

100
%

39%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN Kelun)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

824.560.240

153.894.65
9

167.888.2
40

29.799.6
65

12.638.86
9

40.837.97
6

70.534.62
2

153.811.1
32

100
%

92%

307.705.7
91

100
%

37%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Manguharjo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.466.016.00
0

371.273.98
1

299.546.0
00

39.970.0
00

28.860.00
0

64.653.65
0

154.852.7
14

288.336.3
64

100
%

96%

659.610.3
45

100
%

45%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Nambangan
Lor)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.282.983.11
3

274.953.26
0

268.426.1
13

52.371.3
18

20.030.11
6

49.447.25
4

97.277.28
3

219.125.9
71

100
%

82%

494.079.2
31

100
%

39%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Nambangan
Lor)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

679.805.800

112.934.45
1

150.417.8
00

23.069.2
29

10.569.93
8

21.573.41
8

84.879.60
4

140.092.1
89

100
%

93%

253.026.6
40

100
%

37%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Madiun Lor)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

722.877.300

150.854.26
5

166.271.3
00

19.998.7
25

36.259.68
1

37.739.98
6

64.997.74
3

158.996.1
35

100
%

96%

309.850.4
00

100
%

43%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

581.275.495

132.816.42
9

108.928.4
95

17.224.7
14

16.893.62
2

20.963.98
2

47.541.78
0

102.624.0
98

100
%

94%

235.440.5
27

100
%

41%

Dinas
Pendidika
n




- 125 -

9=8/7 x 100%

10=6+8

11=10/5 x
100%

Rp. (000)

Rp. (000)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

K (%
)

RP.
(%)

Rp. (000)

K(%
)

RP.
(%)

12

Peserta Didik
(SDN 02
Madiun Lor)

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 03
Madiun Lor)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

2.690.392.87
5

422.737.95
9

579.661.8
75

83.186.3
48

68.578.53
4

78.469.72
9

261.863.5
86

492.098.1
97

100
%

85%

914.836.1
56

100
%

34%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 04
Madiun Lor)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.381.230.20
0

294.104.83
0

296.886.2
00

44.874.1
80

52.944.52
4

70.505.99
2

113.751.3
53

282.076.0
49

100
%

95%

576.180.8
79

100
%

42%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 05
Madiun Lor)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.757.643.50
0

320.767.06
1

407.673.5
00

54.165.7
60

49.557.51
1

71.031.01
8

184.342.7
69

359.097.0
58

100
%

88%

679.864.1
19

100
%

39%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Nambangan
Kidul)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.069.337.55
3

140.965.91
7

267.111.5
53

37.977.5
10

17.993.97
1

37.438.19
1

149.756.8
01

243.166.4
73

100
%

91%

384.132.3
90

100
%

36%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Nambangan
Kidul)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

636.543.225

124.437.51
4

107.727.2
25

32.211.7
90

16.946.01
1

31.184.91
7

56.951.62
0

137.294.3
38

100
%

127
%

261.731.8
52

100
%

41%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 03
Nambangan
Kidul)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.325.577.39
5

246.008.20
1

296.431.3
95

64.324.8
20

49.193.05
0

52.183.78
1

77.280.00
0

242.981.6
51

100
%

82%

488.989.8
52

100
%

37%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 04
Nambangan
Kidul)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

590.204.715

92.977.668

125.281.7
15

14.317.8
56

23.693.54
5

30.567.42
6

47.400.23
4

115.979.0
61

100
%

93%

208.956.7
29

100
%

35%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Winongo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.188.359.98
6

227.407.43
5

247.103.9
86

34.957.8
23

26.642.63
4

38.974.12
0

109.451.3
31

210.025.9
08

100
%

85%

437.433.3
43

100
%

37%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

591.994.750

108.241.42
7

132.349.7
50

32.749.4
80

18.919.91
5

29.695.65
0

31.049.61
4

112.414.6
59

100
%

85%

220.656.0
86

100
%

37%

Dinas
Pendidika
n




- 126 -

9=8/7 x 100%

10=6+8

11=10/5 x
100%

Rp. (000)

Rp. (000)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

K (%
)

RP.
(%)

Rp. (000)

K(%
)

RP.
(%)

12

Peserta Didik
(SDN 02
Winongo)

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN Ngegong)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

520.047.600

121.166.32
7

114.975.6
00

18.424.4
02

33.249.88
9

17.510.90
9

51.949.91
6

121.135.1
16

100
%

105
%

242.301.4
43

100
%

47%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN Patihan)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.240.373.15

0

299.473.62
0

250.205.1
50

48.836.2
71

56.371.77
1

54.279.82
5

83.314.96
3

242.802.8
30

100
%

97%

542.276.4
50

100
%

44%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Pangongangan)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

636.210.350

120.169.99
1

154.622.2
19

13.490.5
34

21.203.12
7

23.833.44
1

27.880.43
1

86.407.53
3

100
%

56%

206.577.5
24

100
%

32%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Pangongangan)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.319.842.46

8

178.334.21
7

183.779.5
77

75.898.4
76

41.297.10
1

69.879.65
1

125.814.0
58

312.889.2
86

100
%

170
%

491.223.5
03

100
%

37%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN Sogaten)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

734.403.705

158.112.99
7

136.464.7
05

39.946.2
26

17.346.57
2

38.454.05
9

21.417.06
7

117.163.9
24

100
%

86%

275.276.9
21

100
%

37%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Taman)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.703.057.86

3

338.480.94
7

364.180.8
63

71.588.6
00

29.963.15
0

85.246.80
0

153.029.7
70

339.828.3
20

100
%

93%

678.309.2
67

100
%

40%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Taman)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

591.181.585

116.325.28
5

135.707.5
85

24.059.5
70

28.140.66
1

30.219.30
3

40.747.50
7

123.167.0
41

100
%

91%

239.492.3
26

100
%

41%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 03
Taman)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

926.315.350

180.924.01
2

224.678.3
50

25.194.8
12

29.881.11
4

34.818.33
0

105.035.0
50

194.929.3
06

100
%

87%

375.853.3
18

100
%

41%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Pandean)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.271.157.98

3

267.260.79
3

274.315.9
83

54.809.9
33

44.083.83
8

57.900.25
1

107.236.7
64

264.030.7
86

100
%

96%

531.291.5
79

100
%

42%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.628.458.95

0

298.748.06
1

392.289.9
50

74.622.7
00

39.491.98
4

67.227.03
4

111.181.6
65

292.523.3
83

100
%

75%

591.271.4
44

100
%

36%

Dinas
Pendidika
n




- 127 -

9=8/7 x 100%

10=6+8

11=10/5 x
100%

Rp. (000)

Rp. (000)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

K (%
)

RP.
(%)

Rp. (000)

K(%
)

RP.
(%)

12

Peserta Didik
(SDN 02
Pandean)

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN
Banjarejo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.821.835.77
0

394.458.24
6

394.878.7
70

80.260.8
96

38.526.16
8

74.447.08
4

155.976.5
78

349.210.7
26

100
%

88%

743.668.9
72

100
%

41%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Mojorejo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

909.208.700

201.946.01
7

202.044.7
00

37.433.7
86

18.972.75
3

26.789.20
8

63.485.05
6

146.680.8
03

100
%

73%

348.626.8
20

100
%

38%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Mojorejo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

2.020.594.86
5

424.409.96
0

422.377.8
65

98.153.6
27

58.421.47
3

96.078.19
0

145.029.1
38

397.682.4
28

100
%

94%

822.092.3
88

100
%

41%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Manisrejo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.491.199.66
0

351.159.40
4

297.710.6
60

51.310.3
85

37.977.73
6

54.613.33
0

125.614.9
55

269.516.4
06

100
%

91%

620.675.8
10

100
%

42%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Manisrejo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.193.113.26
3

213.823.98
9

256.967.2
63

43.286.6
70

20.911.60
4

61.120.72
1

100.760.4
51

226.079.4
46

100
%

88%

439.903.4
35

100
%

37%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 03
Manisrejo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

924.425.620

207.948.85
2

178.462.1
01

38.398.7
55

22.067.68
8

36.526.34
1

51.981.18
5

148.973.9
69

100
%

83%

356.922.8
21

100
%

39%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 04
Manisrejo)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

1.329.776.98
3

302.501.92
1

261.444.9
83

42.187.4
32

33.042.67
4

52.147.94
0

69.850.74
4

197.228.7
90

100
%

75%

499.730.7
11

100
%

38%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Demangan)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

681.716.075

139.693.29
1

149.302.0
75

22.948.4
01

22.654.65
9

25.985.18
1

66.859.96
1

138.448.2
02

100
%

93%

278.141.4
93

100
%

41%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Demangan)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

695.837.800

145.001.06
2

143.761.8
00

13.039.8
6

18.003.13
7

33.746.69
7

58.807.69
4

123.597.3
74

100
%

86%

268.598.4
36

100
%

39%

Dinas
Pendidika
n




- 128 -

9=8/7 x 100%

10=6+8

11=10/5 x

100%

Rp. (000)

Rp. (000)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

K (%
)

RP.
(%)

Rp. (000)

K (%
)

RP.
(%)

12

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 01
Josenan)

Jumlah
Lembaga

Lemba
ga

917.353.700

142.500.53
1

219.139.7
00

22.041.7
55

12.994.40
7

34.244.94
7

77.437.72
8

146.718.8
37

100
%

67%

289.219.3
68

100
%

32%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 02
Josenan)

jumlah lembaga

Lemba
ga

743.765.750

149.982.37
2

162.900.7
50

39.375.4
79

14.434.55
8

23.060.99
8

74.244.82
6

151.115.8
61

100
%

93%

301.098.2
33

100
%

40%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN 03
Josenan)

jumlah lembaga

Lemba
ga

570.522.200

120.678.26
0

116.238.2
00

20.745.0
40

21.319.55
0

23.593.16
6

30.099.73
0

95.757.48
6

100
%

82%

216.435.7
46

100
%

38%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN Kejuron)

jumlah lembaga

Lemba
ga

666.400.850

151.157.73
1

156.213.8
50

21.462.7
69

27.928.64
8

34.191.37
1

67.243.98
7

150.826.7
75

100
%

97%

301.984.5
06

100
%

45%

Dinas
Pendidika
n

01

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SDN Kuncen)

jumlah lembaga

Lemba
ga

743.524.001

117.788.78
4

178.078.0
01

23.428.9
60

16.528.45
1

43.285.77
8

65.166.04
1

148.409.2
30

100
%

83%

266.198.0
14

100
%

36%

Dinas
Pendidika
n

01

Pembinaan
Minat Bakat
dan Kreativitas
Siswa

Jumlah prestasi
siswa yang
diraih

Bidang
Kreatifi
tas

56

1.989.882.56
1

14

188.000.67
9

14

446.373.0
78

1.840.000

107.207.8
00

254.179.8
00

14

363.227.6
00

100
%

81%

28

551.228.2
79

50%

28%

Dinas
Pendidika
n

01

Pembinaan
Kelembagaan
dan
Manajemen
Sekolah

Jumlah lembaga
yang memenuhi
SPM dan SNP

Lemba
ga

96

2.899.439.47
9

23

408.134.86
3

73

702.949.3
77

73

2.740.00
0

73

53.990.30
5

73

287.925.5
90

73

283.840.5
00

73

628.496.3
95

100
%

89%

96

1.036.631.
258

100
%

36%

Dinas
Pendidika
n

02

Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah

h

Prosentase
Sekolah yang
hi SNP

Pertama

100

161.131.292.
315

100

17.469.859.
523

100

28.245.04
5.096

1.220.79
4.716

2.040.313
414

6.899.585
.665

100

5.448.367
.639

100

15.609.06
1.434

100

55%

100

33.078.92
0.957

100

21%

02

Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung
Sekolah

Jumlah
Lembaga yang
direhab

Lemba
ga

188

56.979.002.1
00

5.335.337.3
91

5.942.736
.800

536.525.7
03

2.581.318
933

2.090.115
.660

5.207.960
.296

100
%

88%

10.543.29
7.687

4%

19%

Dinas
Pendidika
n

02

Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah

Jumlah Siswa
yang menerima
perlengkapan
sekolah

Siswa

6247

13.537.484.0
00

565

2.808.018.4
66

596

3.352.673
.800

11.519.2
00

1.740.000

596

2.915.540
.000

23.308.00
0

596

2.952.107
.200

100
%

88%

624

5.760.125.
666

100
%

43%

Dinas
Pendidika
n

02

w

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 1)

jumlah lembaga

Lemba
ga

3.810.408.79
9

909.426.54
9

689.610.2
70

104.123.
361

135.152.8
18

96.556.84
2

306.648.2
48

642.481.2
69

100
%

93%

1.551.907.
818

100
%

41%

Dinas
Pendidika
n

02

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 2)

jumlah lembaga

Lemba
ga

4.259.981.15
0

589.412.91
7

749.619.9
20

109.353.
142

128.667.9
93

157.973.6
66

287.232.5
42

683.227.3
43

100
%

91%

1.272.640.
260

100
%

30%

Dinas
Pendidika
n




- 129 -

9=8/7 x 100%

10=6+8

11=10/5 x

100%

Rp. (000)

Rp. (000)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

K (%
)

RP.
(%)

Rp. (000)

K (%
)

RP.
(%)

12

02

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 3)

jumlah lembaga

Lemba
ga

2.563.605.10
0

570.146.37
2

466.418.9
40

91.495.9
70

93.847.50
0

111.749.7
00

166.513.6
85

463.606.8
55

100
%

99%

1.033.753.
227

100
%

40%

Dinas
Pendidika
n

02

w

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 4)

jumlah lembaga

Lemba
ga

3.365.787.95
0

599.481.46
7

592.594.4
70

92.561.0
17

109.115.2
44

122.258.8
16

164.242.8
75

488.177.9
52

100
%

82%

1.087.659.
419

100
%

32%

Dinas
Pendidika
n

02

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 5)

jumlah lembaga

Lemba
ga

2.825.050.50
5

548.571.90
5

548.282.3
45

131.535.
089

81.336.76
4

81.090.64
7

191.454.5
29

485.417.0
29

100
%

89%

1.033.988.
934

100
%

37%

Dinas
Pendidika
n

02

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 6)

jumlah lembaga

Lemba
ga

3.130.943.54
5

625.820.36
8

599.281.3
45

79.010.7
30

114.307.5
12

91.259.03
5

217.597.6
19

502.174.8
96

100
%

84%

1.127.995.
264

100
%

36%

Dinas
Pendidika
n

02

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 7)

jumlah lembaga

Lemba
ga

3.154.598.65
0

558.307.84
6

587.589.4
10

79.579.2
30

80.675.73
0

64.955.29
9

220.103.4
39

445.313.6
98

100
%

76%

1.003.621.
544

100
%

32%

Dinas
Pendidika
n

02

w

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 8)

jumlah lembaga

Lemba
ga

2.251.651.76
0

513.613.44
8

330.371.5
60

49.531.9
30

77.878.19
1

75.773.92
0

96.032.92
4

299.216.9
65

100
%

91%

812.830.4
13

100
%

36%

Dinas
Pendidika
n

02

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 9)

jumlah lembaga

Lemba
ga

3.291.187.25
5

757.125.47
0

605.483.3
50

43.462.7
22

79.383.28
2

70.967.19
7

208.077.7
63

401.890.9
64

100
%

66%

1.159.016.
434

100
%

35%

Dinas
Pendidika
n

02

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 10)

jumlah lembaga

Lemba
ga

3.872.945.54
5

712.024.83
9

761.626.9
05

98.919.4
20

124.142.7
38

127.621.1
43

337.263.4
69

687.946.7
70

100
%

90%

1.399.971.
609

100
%

36%

Dinas
Pendidika
n

02

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 11)

jumlah lembaga

Lemba
ga

3.059.069.86
7

664.168.59
4

565.397.7
27

126.248.
220

118.503.4
31

120.854.9
11

134.400.4
11

500.006.9
73

100
%

88%

1.164.175.
567

100
%

38%

Dinas
Pendidika
n

02

w

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 12)

jumlah lembaga

Lemba
ga

3.151.822.35
0

594.441.29
5

616.160.2
50

73.235.7
26

98.272.99
5

75.314.01
7

188.761.9
93

435.584.7
31

100
%

71%

1.030.026.
026

100
%

33%

Dinas
Pendidika
n

02

Penyelengaraa
n Proses
Belajar dan
Ujian bagi
Peserta Didik
(SMPN 13)

jumlah lembaga

Lemba
ga

2.706.472.23
3

539.721.69
4

526.906.1
13

87.803.9
29

106.778.3
82

85.904.50
8

212.256.3
63

492.743.1
82

100
%

94%

1.032.464.
876

100
%

38%

Dinas
Pendidika
n
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5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11;;80//{’5 X
3 4 12
s Rp. (000) & Rp. (000) K Rp. LS Rp. S Rp. LS Rp. K Rp. LS Rp. LS ()% :;:) K Rp. (000) S ()% ?‘;
8)
Penyelengaraa
n Pr?ses Dinas
g'z 3‘;2‘]3;:;" jumlah lembaga Leg;ba 1| 206110981 | 1 | 428.533.86 1 | 3494766 | © 424150 | 0 | 8020744 | 0 | 68179.28 | 1 | 1280976 | 1 | 318.899.3 1;0 91% 1 747.433.2 1;0 36% | Pendidika
- 8 7 58 30 3 1 19 73 40 n
Peserta Didik
(SMPN 14)
Penyiapan dan Jumlah lembaga
Tindak Lanjut yang
Evaluasi Satuan melaksanakan Dinas
;2 Pendidikan standart Le:aba 25 1'149'551'25 23 251.088.98 25 194.077.9 0 a 25 58.877.96 25 5.666.750 0 117.420.5 25 181.965.2 1020 94% 25 433.054.2 1;’0 38% Pendidika
Sekolah penilaian dan 4 40 8 R 00 18 02 n
Menengah evaluasi satuan
Pertama pendidikan
Pembinaan
. Jumlah prestasi Bidang Dinas
;'2 m‘:fr::t";ftas siswa yang Kreatifi | 105 2'432'946'1: 14 | 273.096.44 14 | 5221808 | o0 | o | 18 | 4660100 | 14 | 3050520 | 14 | 351.653.0 1020 67% 28 624.749.4 | 27% | 26% | Pendidika
X diraih tas 5 91 0 00 00 45 n
Siswa
Pembinaan
2 Kelembagaan Jumlah lembaga Lemba 100 Dinas
02 dan yang memenuhi ga 96 731.221.199 23 191.521.60 25 70.970.00 0 R 0 14.899.72 0 R 25 53.788.00 25 68.687.72 % 97% 48 260.209.3 50% 36% Pendidika
Manajemen SPM dan SNP 6 2 0 0 0 26 n
Sekolah
2. :::5?;?:(:" Eamoasalnatn 100 100
03 Anak Usia Dini yang % 100 53.056.892.1 100 6.650.159.8 100 4.010.969 100 18.962.4 0 44.899.25 0 1.848.724 0 1.835.996 100 3.748.583 % 93% 100 10.398.74 % 20%
Terakreditasi 19 79 .105 80 0 .780 .900 410 3.289
(PAUD)
Pembangunan Dinas
2 Gedung/Ruang | Jumlah Lemba 4 16.958.282.0 0 0 1 1 1 0 1 0% 0% 1 25% | 0% | Pendidika
03 Kelas/Ruang Lembaga ga 80 - - - - - - - - n
Guru PAUD
Jumlah
2 Penyelenggara Lembaga yang Lemba 100 200 Dinas
Oé an Proses terpenuhi ga 1 1.274.367.07 1 269.574.52 1 319.425.8 1 15.112.4 1 41.399.25 1 124.924.7 1 64.080.90 1 245.517.4 % 77% 2 515.091.9 % 40% Pendidika
Belajar PAUD anggaran 5 8 65 80 0 80 0 10 38 n
pengelolaannya
Pengembangan Jumlah tenaga
Karir Pendidik pendidik yang
2. dan Tenaga memahami 100 100 100 199 199 Dinas
03 Kependidikan kurikulum PAUD Orang 1000 13.995.000.0 990 2.963.815.0 o 3.600.000 0 R 0 a 500 1.723.800 500 1.697.100 o 3.420.900 % 95% 0 6.384.715. % 46% Pendidika
pada Satuan dan pendidikan 00 50 .000 .000 .000 .000 050 n
Pendidikan kesetaraan SD
PAUD SMP
Pembinaan
) Kelembagaan Prosentase 100 Dinas
Oé dan lembaga paud % 163 20.829.242.9 30 3.416.770.3 30 88.036.00 0 3.850.00 0 3.500.000 0 : 30 74.816.00 30 82.166.00 % 93% 60 3.498.936. 37% 17% Pendidika
Manajemen yang berizin 64 01 0 0 R 0 0 301 n
PAUD
2. Pengelolaan 4DIV #DIV Dinas
Dana BOP 153 0 0 0 0 0 0 Pendidika
03 PAUD 3.507.240 - - - - - - - /0! /o! n
2 BSndiEiken Lembzeaon % 100 | 4.956.485.98 | 65 | 1.292.171.4 | 100 | 477.609.7 | 0 | 116000 | 0 | 39.22950 | © 100 | 3331400 | 100 | 7544350 | 20 | 16% | 100 | 1367.614. | % | 28%
04 Nonformal/Ke Formal yang 1.740.000 % %
0 38 50 0 0 0 1] 938
setaraan Terakreditasi
Penyelenggara
an Proses Dinas
;;1 Belajar iﬂmlsaajf::e"a siswa | 175 | 3.748.309.23 635.444.54 | 175 | 1727097 | © 116000 | 0 | 3922950 | o© L7ao000 | 175 | 3331400 | 175 | 75.443.50 1;0 4a% | 175 | 710.888.0 1;0 19% | Pendidika
Nonformal/Kes 0 6 50 0 0 o 0 0 46 n
etaraan
Pembinaan
Kelembagaan
2 dan Jumlah lembaga Dinas
0"1 Manajemen yang % 60 1.208.176.75 656.726.89 0 R 0 R 0 0 R 0 R 0 R 0% 0% 0 656.726.8 0% 54% Pendidika
Sekolah bersertifikat 0 2 92 n
Nonformal/Kes
etaraan
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Pengelolaan

Dana BOP

Sekolah 304.900.0 Pendidika
Nonformal/Kes 00 ’

etaraan

Penyusunan
Kompetensi Prosentase Dinas
1] 1|3 | % |1 | DasarMustan | tenaga pendidik % 100 | 4.914.744.27 0 100 | 1120991 | © 0 | 6076888 | 0 | 76.440.00 | 100 | 375.698.1 | 100 | 1.059.827 | 00 | 959 | 100 | 1.059.827. | 0 | 229 | Pendidika
01 Lokal yang memahami 2 - 000 - 50 o 50 000 % 000 % n
Pendidikan kurikulum SNP : :
Dasar
Penyusunan
2 Silabus Muatan :er::e:ta::didik 100 100 Dinas
1 1 3 : 2 Lokal 82 p! . % 100 3.900.453.83 0 100 830.580.4 0 13.432.0 0 314.032.0 0 278.996.1 100 171.133.1 100 777.593.2 94% 100 777.593.2 20% Pendidika
01 - yang memahami - % %
Pendidikan N 0 50 00 00 00 47 47 47 n
kurikulum SNP
Dasar
Pelatihan
Penyusunan Prosentase "
2 Kurikulum tenaga pendidik 100 100 Dinas
1 1 3 : 4 . % 100 3.524.532.56 100 393.120.37 100 630.984.1 0 0 18.522.00 0 319.393.9 100 268.910.6 100 606.826.5 96% 100 999.946.8 28% Pendidika
01 Muatan Lokal yang memahami 3 1 1 - o 00 00 00 % 71 % n
Pendidikan kurikulum SNP
Dasar

Penyusunan
Silabus Muatan
Prosentase "
Lokl tenaga pendidik 2.356.094.15 100 Dinas
Pendidikan 22 p N % 100 e 536.780.7 373.330.0 100 55.708.88 100 429.412.8 429.412.8 18% Pendidika
R yang memahami 8 374.000 % %
Anak Usia Dini N 18 00 1 81 81 n
. kurikulum SNP
dan Pendidikan
Nonformal




01

Perhitungan
dan Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Satuan
Pendidikan
Dasar PAUD
dan Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan

Prosentase guru
berprestasi

100

5.998.350.00
0

100

1.133.707.3
43

100

1.068.038
.650
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71.245.0
00

253.694.5
50

127.306.1
00

100

534.692.9
50

100

986.938.6
00

100
%

92%

100

2.120.645.
943

100
%

35%

Dinas
Pendidika
n

01

Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
bagi Satuan
Pendidikan
Dasar PAUD
dan Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan

Prosentase
sekolah yang
memiliki guru
berprestasi min
10%

100

2.519.525.00
0

100

211.452.53
4

100

355.760.9
20

22.902.50
0

100

195.038.1
00

100

217.940.6
00

100

61%

100

429.393.1
34

100

17%

Dinas
Pendidika
n

Dinas
Rehabilitasi Jumlah Kesehatan
dan bangunan Pengendal
31 Pemeliharaan rumah sakit Unit 5 7'985'985‘42 1 238950%: 3 3.708.059 ; 134.404.7 } 0 R 0 134.404.7 0% 4% 1 2.523.905. 20% 32% ::nduduk
Rumah Sakit yang direhab .005 92 92 777 dan
(RSUD) dan dipelihara
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengadaan Jumlah sarana Kesehatan
Sarana Fasilitas fasilitas Pengendal
2. Pelayanan pelayanan Unit 5 79.232.09.8 2 3.094.420.5 4 2.470.438 57.664.00 0 57.664.00 0% 2% 2 3.152.084. 40% 4% fan
01 71 50 - - - Penduduk
Kesehatan kesehatan yang .200 0 0 550 dan
(RSUD) diadakan
Keluarga
Berencana
Pengadaan Jumlah Dinas
Kesehatan
Prasarana dan prasarana dan
Pendukung pendukung Pengendal
2 Fasilitas fasilitas Jenis g7 | TOMBOTTIB |, | 689570.00 | 07 | 3712506 5 19% | % 15 689.570.0 | 41% | 9% | o
01 1 0 - - - - - Penduduk
Pelayanan pelayanan .300 00 dan
Kesehatan kesehatan yang Keluarga
(RSUD) diadakan 8

Berencana
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5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11;;3”//{,5 X
3 4 12
K K K K K K K(% RP. K K (% RP.
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (5 Rp. (000) (5
) (%) ) (%)
Dinas
P
engadaan Kesehatan
Alat -
Kesehatan/Alat Jumlah jenis Pengendal
;'1 i Penunjang p::gaadaa” Kzgr:at 8 8'614'795'13 2 1.420.268.8 2 1.815.342 5'242'48 46'044'73 1 1'175‘2; 0 416'1032"; 2 1.642.702 130 90% 4 3.062.971. | 50% | 36% ';’e"n uduk
Medik Fasilitas | Y2"8 15 668 : 208 o 023
dilaksanakan dan
Pelayanan Keluarga
Kesehatan g
Berencana
Pengadaan Jumlah alat Dinas
Alat kesehatan/alat Kesehatan
Kesehatan/Alat penunjang Pengendal
2. 1 P j 23.849.613.7 4.789.029. i
enunjang medik fasilitas Jenis 33 3.849.613 20 89.0293 1 43 | 1023976 0 0 0% 0% 20 | 4780.020. | 61% | 20% | "
01 4 Medik Fasilitas 24 16 - - - - - Penduduk
pelayanan 1.000 316
Pelayanan dan
kesehatan yang
Kesehatan diadakan Keluarga
(RSUD) Berencana
Dinas
- Kesehatan
Jumlah jenis alat
Pengendal
2 1 Pengadaan dan kesehatan yang 95.227.96 100 ian
: Pemeliharaan mendapatkan Jenis 74 327.919.763 28 24 106.092.0 0 0 22 B 2 24 103.631.9 98% 52 199.919.9 70% 61%
01 5 " . . 96.288.000 6 8.404.000 % Penduduk
Alat Kalibrasi pemeliharaan 00 66 66 dan
kalibrasi
Keluarga
Berencana
Dinas
Kesehatan
Jumlah paket Pengendal
2. 1 P d 10.564.863.5 51.247.7 383.064.6 630.880.0 1.178.349 100 i
engacaan pengadaan obat | Paket 4 1 | 4.039.968.3 1 2.685.523 1 0 1 2.243.541 84% 2 6.283.509. | 50% | 59% | "
01 6 Obat Vaksin R 86 50 65 85 .036 % Penduduk
dan vaksin 11 .349 .536 847 dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Kesehatan
Pengadaan Jenis Pengendal
;1 é Obat Vaksin obat/vaksin Jenis 8 10'499'2332‘2 6 5'582'482;21 5 5.489.674 R 900'358;2 5 1‘595‘222 2'988"332 5 5.484.811 130 120 11 11.067.29 1;8 1.25 :’aennduduk
(RSUD) yang diadakan 258 ’ ’ 763 ) : 4.215 : : don
Keluarga
Berencana
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis Pengendal
2. | 1 | Pengadaan engaadaan Kegiat 3.360.646.76 268.800.0 63.795.30 100 ian
; Bahan Habis peng € 8 P00 2 | 679.428.40 2 | 658.256.8 0 ol 2 S 0 s 2 | 3325053 51% 4 1.012.023. | 50% | 30%
01 7 X yang an 7 00 0 % Penduduk
Pakai " 6 36 00 706
dilaksanakan dan
Keluarga
Berencana
Distribusi Alat J\{mlfah .
Distribusi Alat
Kesehatan
. Kesehatan Obat .
Obat Vaksin X Dinas
. Vaksin Bahan
Bahan Medis . N Kesehatan
. R Medis Habis
Habis Pakai Pakai (BMHP) Pengendal
2. 2 (BMHP) 32.940.00 100 100 100 100 ian
01 1 Makanan dan M?kanan dan Paket 1 68.557.000 0 R 1 68.557.00 0 0 1 o 0 35.612.10 1 68.552.10 % % 1 68.552.10 % % penduduk
. Minuman yang 0 0 0 0
Minuman ke P dan
Didistribusikan
Puskesmas Keluarga
s ke Puskesmas
serta Fasilitas - Berencana
serta Fasilitas
Kesehatan
Lainnya Kesehatan
Y Lainnya
Penyedi Per
Layanan Penyediaan
2. Kesehatan Layanan 167.743.664. 55.038.921. 67.697.32 714.990. 18.393.02 14.824.05 20.596.45 100 200
02 untuk UKM Kesehatan % 100 612 100 816 100 9.508 550 3.352 0 4.369 200 6.182 100 54'5:84'2 % B 200 1094:627 6: % G
dan UKP untuk UKM dan . .
jul UKP
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;30//65 X
3 4 12
K K K K K K K K K(% RP. K K (% RP.
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (5 Rp. (000) (5
) (%) ) (%)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Ko
ta
Dinas
Kesehatan
Pengelolaan Cakupan Pengendal
2 Pelayanan kunjungan ibu % 100 | 1.546.807.09 | 100 | 248.792.24 | 100 | 3219319 | 2% | 7:896:00 | 50, | 1797985 | .. | 6341871 | 50 | 5915710 | 100 | 6650018 | 10 | 298 | 100 | 6g07.810. | 00 | 447 | dan
02 Kesehatan Ibu X R 33 0 04 0 330 % % % % Penduduk
" hamil paripurna 6 8 00 50 .230 478
Hamil dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengelolaan Pengendal
2. Kesehatan Ib Pel 100 100 i
esehatan fou €layanan % 100 18.608.700 | 100 2.682.000 | 100 | 15.926.70 | © 100 | 2.983.400 | 100 | 5.966.800 | 100 | 6.175.650 | 100 | 15.125.85 95% | 100 17.807.85 96% | 2"
02 Hamil Kesehatan Ibu 0 - 0 % 0 % Penduduk
uskesmas amil an
(Pusks Hamil d
Manguharjo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Persentase ibu Kesehatan
Pelayanan hamil Pengendal
2. Kesehatan Ibu mendapatkan o 53, 13.669.80 77, 12.493.95 11.202.50 100 100 100 100 ian
02 Hamil pelayanan % 100 88.301.600 100 50.935.350 100 374366423 0 R 5 0 2 0 100 0 100 37.366.22 % % 100 88.301462 % % penduduk
uskesmas esehatan ibu an
(Pusks keseh ibf d
Ngegong) hamil Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Persentase ibu Kesehatan
Pelayanan hamil Pengendal
2. Kesehatan Ibu mendapatkan o 41, 75, 21.778.75 100 100 100 100 ian
1 1 . . 1 24.013. 1.117. 1.117. 1 1 24.013. 1 28.983.
0 Hamil pelayanan % 00 28.983.750 00 4.970.000 00 4.013 73 0 : 3 7.500 06 7.500 00 0 00 4.013 73 % % 00 8.983 7(5) % % penduduk
uskesmas esehatan ibu an
(Pusks keseh ibf d
Sukosari) hamil Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Persentase ibu Kesehatan
Pelayanan hamil Pengendal
2. Kesehatan Ibu mendapatkan o 100 100 100 100 ian
1 1 . 764. 1 11.591. . 7! 1 .795.7' 1 11.591. 1 19.355.

02 Hamil pelayanan % 00 19.355.500 00 7.764.000 00 59 5([)) 0 : 50 5.795.750 75 0 00 5.795.750 00 59 Sg % % 00 9.355 Sg % % penduduk
(Puskesmas kesehatan ibu dan
Tawangrejo) hamil Keluarga

Berencana
Dinas
Pengelolaan Persentase ibu Kesehatan
Pelayanan hamil Pengendal
2. Kesehatan Ibu mendapatkan o 43, 12.103.50 78, 12.403.50 27.436.40 100 130 100 119 ian
1 1 24, . 1 .966.7 1 1 1.943.4 1 76.639.2

02 Hamil pelayanan % 00 64.662.580 00 695.800 0 39.966 ?) 0 - 92 0 14 0 00 0 00 51.943 g % % 00 6.639 g % % Penduduk
(Puskesmas kesehatan ibu dan
Banjarejo) hamil Keluarga

Berencana

Dinas
Pengelolaan Persentase ibu Kesehatan
Pelayanan hamil Pengendal

2. Kesehatan lbu mendapatkan o 49, 751 100 100 100 100 ian

02 Hamil pelayanan % 100 26.239.000 100 12.612.000 100 13A6274Og 0 R 9 1.353.750 5 8.471.750 100 3.759.500 100 13.58508 % % 100 26197.02 % % penduduk
(Puskesmas kesehatan ibu dan
Demangan) hamil Keluarga

Berencana
Dinas
Kesehatan
Pengelolaan Cakupan Pengendal
2. Pelayanan Pelayanan o 7.732.00 48, 17.208.60 74, 13.854.65 100 100 ian
% 100 100 100 61.848.50 23 100 17.582.00 100 56.377.25 91% 100 83.993.55 39%

02 Kesehatan Ibu Kesehatan Ibu : 216.109.197 27.616.300 o 0| 83 0| 4 0 o o % ; o % ° | Penduduk

Bersalin Bersalin dan
Keluarga
Berencana
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;80//: X
3 4 12
LS Rp. (000) & Rp. (000) K Rp. LS Rp. K Rp. S Rp. LS Rp. LS Rp. [R(fes il K Rp. (000) S il
) (%) ) (%)
Dinas
Pengelolaan persentase ibu Kesehatan
Pelayanan bersalin Pengendal
2 Kesehatanlbu | o1 dapatkan % 100 150000 | 0 0| 100 0 100 o | 100 o | 100 100.000 | 100 100 | 679 | 100 e I
02 Bersalin ’ 150.000 - : 100.000 % 100.000 % Penduduk
(Puskesmas pelaya.nan dan
Manguharjo) persalinan Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan . Kesehatan
Persentase ibu
Pelayanan bersalin ?engendal
;'2 ;:::;?:a" lbu | endapatkan % 100 | 2 ponaeo 0 100 | 13.693.75 | © ) 4; " | 2.000.000 %’ 1.500.000 | 100 10'193'73 100 | 13.693.75 1;0 1;0 100 | 13.693.75 1;0 1;0 '::n duduk
(Puskesmas pelaya.nan 0 0 0 dan
Ngegong) persalinan Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan . Kesehatan
Persentase ibu
Pelayanan bersalin ” 2 100 100 100 100 Pengendal
2. Kesehatan Ibu , , ian
02 Bersalin mendapatkan % 1001 6.335.000 ° 100 1 ga3s000 | © | o 0| gg | 2917500 | 100 | 3.417.500 | 100 | ¢a35000 | 5 % 100 1 ga3s000 | % % | Penduduk
(Puskesmas pelaya!nan dan
Sukosari) persalinan Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan persentase ibu Kesehatan
Pelayanan bersalin _Pengendal
g'z Esz;ifa" lbu 1 endapatkan % 100 | oo 100 | 12062000 | 100 | L oo | O | a3 150.000 | 75 0| 100 | 2463250 | 100 | , ... 1;0 1;0 100 | 14.675.25 1;0 1;0 o uduk
(Puskesmas pelayénan 0 dan
Tawangrejo) persalinan Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan persentase ibu Kesehatan
Pelayanan bersalin ?engendal
g'z gg::;:’:a" lbu | endapatkan % 00 | oo 100 6.785.600 | 100 | . 0| 0 ] 4;)’ 400.000 ;‘;' 50000 | 100 | 6986750 | 100 | _ ... 1;0 1‘20 100 | 1422235 1;0 1.20 o duduk
(Puskesmas pelaya‘nan 0 dan
Banjarejo) persalinan Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan persentase ibu Kesehatan
lDGIayhanan Ib bersalin 47, 100 100 100 100 eneendal
g'z ggf:a“a:a" " | mendapatkan % 100 | 5 eer 00 100 3.353.000 | 100 soaoo0 | © | e 252,000 | 738 o | 100 252,000 | 100 s0a000 | % ” 00 | secooo | % % | e duduk
(Puskesmas pelayénan dan
Demangan) persalinan Keluarga
Berencana
Dinas
Kesehatan
Pengelolaan Cakupan Pengendal
2. Pelayanan Pelayanan 24, 1.330.00 50, 11.906.75 77, 20.478.50 100 100 ian
02 Kesehatan Bayi Kesehatan Bayi % 100 231.292.367 100 68.563.930 100 55.068.75 23 0 63 0 46 0 100 17.744.00 100 51.459.25 % 93% 100 1200231 % 52% Penduduk
Baru Lahir Baru Lahir 0 0 0 80 dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Presentase bayi Kesehatan
Pelayanan baru lahir Pengendal
;'2 ;::stz:: Bayi :‘eelgs::::ka" % 100 8.163.950 | 0 0100 | ginoer | O | 100 0| 100 o | 100 0 | 100 ) 1;0 0% | 100 ] 1;)0 0% | o
(Puskesmas kesehatan bayi dan
Manguharjo) baru lahir Keluarga
Berencana
2 Pengelolaan Presentase bayi 50, 74, 100 100 Dinas
02 Pelayanan ) baru lahir % 100 550.000 0 100 550.000 0 ; 2 100.000 13 200.000 100 150.000 100 450.000 % 82% 100 450.000 % 82% Kesehatan
Kesehatan Bayi mendapatkan Pengendal
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;30//65 X
3 4 12
K K K K K K K K K(% RP. K K (% RP.
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (5 Rp. (000) (5
) (%) ) (%)
Baru Lahir pelayanan ian
(Puskesmas kesehatan bayi Penduduk
Ngegong) baru lahir dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Presentase bayi Kesehatan
Pelayanan baru lahir Pengendal
2. Kesehatan Bayi mendapatkan o 41, 76, 14.676.15 100 100 100 100 ian
% 100 0 100 15.551.40 0 875.250 0 100 100 15.551.40 100 15.551.40
02 Baru Lahir pelayanan B 15.551.400 9 47 0 % % % % Penduduk
. 0 0 0
(Puskesmas kesehatan bayi dan
Sukosari) baru lahir Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Presentase bayi Kesehatan
Pelayanan baru lahir Pengendal
2. Kesehatan Bayi mendapatkan o 100 100 100 100 ian
02 Baru Lahir pelayanan % 100 3.100.000 0 100 3.100.000 0 47 600.000 80 2:100.000 100 400.000 100 3.100.000 % % 100 3.100.000 % % Penduduk
(Puskesmas kesehatan bayi dan
Tawangrejo) baru lahir Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Presentase bayi Kesehatan
Pelayanan baru lahir Pengendal
2. Kesehatan Bayi mendapatkan o 40, 76, 100 100 100 100 ian
% 100 0 0 100 0 100.000 400.000 100 300.000 100 100
02 Baru Lahir pelayanan ° 800.000 800.000 82 7 800.000 % % 800.000 % % Penduduk
(Puskesmas kesehatan bayi dan
Banjarejo) baru lahir Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Presentase bayi Kesehatan
Pelayanan baru lahir Pengendal
2. Kesehatan Bayi mendapatkan o 49, 100 100 100 100 ian
1 1 1 1 K X 1 1
02 Baru Lahir pelayanan % 00 8.490.650 0 0 0 8.490.650 0 77 ° 7 0 0 8.490.650 00 8.490.650 % % 00 8.490.650 % % Penduduk
(Puskesmas kesehatan bayi dan
Demangan) baru lahir Keluarga
Berencana
Dinas
Kesehatan
Pengelolaan Pengelolaan Pengendal
2. Pelayanan Pelayanan N 25, 55, 78, 21.473.80 100 100 ian
100 100 100 250.059.1 150.000 100 55.939.77 100 77.563.57 319 100 104.322.0 149
02 Kesehatan Kesehatan % 729.476.345 26.758.450 62 58 18 0 % % % % Penduduk
. R 50 0 0 20
Balita Balita dan
Keluarga
Berencana
Dinas
P
engelolaan Cakupan Kesehatan
Pelayanan Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan 100 100 100 100 ian
9
02 Balita Kes.ehatan ) % 100 10.287.000 100 4.023.000 100 6.264.000 0 100 1.341.000 100 2.682.000 100 2.241.000 100 6.264.000 % % 100 10.287.00 % % penduduk
Balita sesuai 0
(Puskesmas dan
X standar
Manguharjo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Cakupan Kesehatan
Pelayanan Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan 51 93, 100 100 100 100 ian
Kesehat % 100 100 10.307.500 100 10.057.50 0 ! 5.028.750 ! 5.028.750 100 0 100 10.057.50 100 20.365.00
02 Balita esenatan e 20.365.000 1 1 % % % % | Penduduk
Balita sesuai 0 0 0
(Puskesmas dan
standar
Ngegong) Keluarga
Berencana
Pengelolaan Cakupan Dinas
Pelayanan Pelayanan Kesehatan
2. Kesehatan o 42, 76, 100 100 100 100 Pengendal
02 Balita Kesehatan % 1001 7 528,750 ° 1001 7508750 | © 4 01 35 0| 200 | 7528750 | 100 | ;558750 | % % 100 | 7528750 | % % | ian
Balita sesuai
(Puskesmas Penduduk
R standar
Sukosari) dan
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;30//65 X
3 4 12
K K K K K K K K K(% RP. K K (% RP.
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (5 Rp. (000) (5
) (%) ) (%)
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Cakupan Kesehatan
Pelayanan P Pengendal
2 Kesehatan Pelayanan 14.107.00 12.407.00 100 | 100 100 | 100 | ian
. o .107. .407.
02 Balita Kes.ehatan ) % 100 27.214.000 100 700.000 100 26.514.00 0 R 55 0 75 0 100 0 100 26.514.00 % % 100 27.214.00 % % penduduk
Balita sesuai 0 0 0
(Puskesmas standar dan
Tawangrejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Cakupan Kesehatan
Pelayanan P Pengendal
2 Kesehatan Pelayanan 61 88 100 | 100 100 | 100 | ian
. o ) )
02 Balita Kes.ehatan ) % 100 26.444.880 100 14.218.220 100 12.226.66 0 R 04 2.800.000 11 400.000 100 9.019.800 100 12.219.80 % % 100 26.438.02 % % penduduk
Balita sesuai 0 0 0
(Puskesmas standar dan
Banjarejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Cakupan Kesehatan
Pelayanan P Pengendal
2 Kesehatan Pelayanan 51 771 | 14.816.05 18.166.05 100 | 100 100 | 100 | ian
. Kesehat % 100 100 3.850.000 100 41.653.65 0 ! 8.671.550 B 100 B 100 41.653.65 100 45.503.65
02 Balita esenatan ° 45.503.650 ], 3 0 0 % % % % | Penduduk
Balita sesuai 0 0 0
(Puskesmas standar dan
Demangan) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Cakupan Kesehatan
Pelayanan p Pengendal
2 Kesehatan Pelayanan 47, | 151200 | 66 90, | 54.325.30 100 100 ian
. o f .512. 3 ] -325. o 9
02 pada Usia Kelsehataq Rada % 100 232.979.349 100 10.518.950 100 115.602.0 26 o 69 2.694.000 6 0 100 48.968.50 100 107.499.8 % 93% 100 118.018.7 % 51% penduduk
. Usia Pendidikan 00 0 00 50
Pendidikan Dasar dan
Dasar Keluarga
Berencana
Pengelolaan persentase anak Dinas
Pelayanan N - Kesehatan
usia pendidikan
Kesehatan dasar van Pengendal
2. pada Usia yang 100 100 ian
. mendapatkan % 100 21.437.100 100 6.108.700 100 15.328.40 0 100 0 112 5.154.750 100 9.766.950 100 14.921.70 97% 100 21.030.40 98%
02 Pendidikan elavanan 0 - 0 % 0 % Penduduk
Dasar peay dan
kesehatan
(Puskesmas . Keluarga
X sesuai standar
Manguharjo) Berencana
Pengelolaan persentase anak Dinas
Pelayanan . - Kesehatan
usia pendidikan
Kesehatan dasar yang Pengendal
2. pada Usia 74 97 100 100 100 100 ian
k % 1 1 7.071. 1 ’ .549. ‘ .450. 1 1 1 14.071.
02 Pendidikan m:lgd:r’]’:: an % 001 12071570 0 071600 | 100 | ¢ g99970 | © S| x| 3549800 ) g | 3450350 4 100 0| 100 | 6999950 | % % 0o 0 53 % % | Penduduk
Dasar pelay dan
kesehatan
(Puskesmas ) Keluarga
sesuai standar
Ngegong) Berencana
Pengelolaan persentase anak Dinas
Pelayanan . . Kesehatan
usia pendidikan
Kesehatan dasar yang Pengendal
2. pada Usia 100 100 100 100 ian
k % 1 1 7 1 1 . .2 1 1
02 Pendidikan m:lgd:::; an % 00 1 9.643.100 0 0 1 g6a3.100 | ° S| o 0| 10 0| 200 | 9.630.200 | 100 | g 630200 | % % 0 1 9630200 | % % | Penduduk
Dasar pelay dan
kesehatan
(Puskesmas . Keluarga
R sesuai standar
Sukosari) Berencana
Pengelolaan Persentase anak Dinas
Pelayanan ) . Kesehatan
usia pendidikan
Kesehatan dasar yang Pengendal
2. pada Usia o 100 100 100 100 ian
02 pendidikan meelzd::::kan % 100 21.699.350 100 5.246.250 100 16.453413 0 R 77 0 100 6.928.600 100 9.523.300 100 16.451.92 % % 100 21.698412 % % penduduk
Dasar peray dan
kesehatan
(Puskesmas . Keluarga
. sesuai standar
Tawangrejo) Berencana
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;80//: X
3 4 12
K K K K K K K K K(% RP. K K (% RP.
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (5% Rp. (000) (5%
) (%) ) (%)
Pengelolaan persentase anak Dinas
Pelayanan usia pendidikan Kesehatan
Kesehatan P Pengendal
2 pada Usia dasar yang 79 79, | 36.892.25 100 100 | 1200 | ian
. % 1 1 473, 1 .533. ; 2.713. / : ) 1 .667. 1 .273.: % 1 .746.4
02 pendidikan mendapatkan % 00 54.006.550 00 8.473.050 00 45.533.50 0 . 9 713.650 99 0 00 5.667.500 00 45.273.40 % 99% 00 53.746.45 % % penduduk
Dasar pelayanan 0 0 0 dan
kesehatan
(Puskesmas A Keluarga
L sesuai standar
Banjarejo) Berencana
b "
engelolaan Persentase anak Dinas
Pelayanan B . Kesehatan
usia pendidikan
Kesehatan Pengendal
2 pada Usia dasar yang 62 965 43.583.25 100 | 100 100 | 1200 | ian
. o ’ .583.
02 Pendidikan meelgd:::r:kan % 100 89.812.850 100 43.894.800 100 45918‘03 0 R 37 0 9 2.331.750 100 0 100 45315‘02 % % 100 83809‘83 % % penduduk
Dasar peray dan
kesehatan
(Puskesmas ) Keluarga
sesuai standar
Demangan) Berencana
Dinas
Pengelolaan E:;egzztda:l
Pelayanan Pelayanan .
2 Kesehatan Kesehatan pada % 100 100 127.272.25 100 222.209.5 66 14.704.9 49, 83.219.45 84, 35.101.00 100 70.354.90 100 203.380.2 100 92% 100 330.652.5 100 34% fan
02 . . . 977.855.817 00 21 0 52 0 % % Penduduk
pada Usia Usia Produktif 0 00 0 50 00 dan
Produktif
Keluarga
Berencana
Pengelolaan Persentase Eler;aeshatan
Pelayanan orang usia 15— pengendal
2 Kesehatan 59 tahun 21 75 15.952.25 100 | 100 w0 | 100 | fn
. N o , , .952.
02 pada Us!a me.m.japatkan % 100 15.952.250 0 100 15.952.25 0 R 1 0 36 0 100 0 100 15.952.25 % % 100 15.952.25 % % penduduk
Produktif skrining 0 0 0 dan
(Puskesmas kesehatan Keluarga
Sukosari) sesuai standar 8
Berencana
Pengelolaan Persentase Etler;zshatan
Pelayanan orang usia 15— Pengendal
Kesehatan 59 tahun - .
2. . o 19.052.50 24.411.10 100 100 100 100 ian
02 pada Us!a melnqapatkan % 100 27.974.350 0 100 27.974.35 0 R 43 0 81 15.489.25 100 0 100 27.974.35 % % 100 27.974.35 % % penduduk
Produktif skrining 0 0 0 0 dan
(Puskesmas kesehatan Keluarga
Tawangrejo) sesuai standar 8
Berencana
Pengelolaan Persentase E«Iﬂ.r;:;atan
Pelayanan orang usia 15— pengendal
2 Kesehatan 59 tahun 76 100 100 | 100 wo | 100 | an
. X o )
02 Efgjuﬁ:? ':;f;‘::ga‘ka" % 1001 300,000 0 0| 10 300000 | ° - | 68 S 100.000 | 100 200.000 | 100 300000 | % % 100 300000 | % % | Penduduk
(Puskesmas kesehatan iZInuar o
Banjarejo) sesuai standar 8
Berencana
Pengelolaan Persentase E(Ier;ae;atan
Pelayanan orang usia 15— pengendal
2 Kesehatan 59 tahun 52 100 100 ian 8
. i k % 1 1 ! 2.011. 1 1 % 1 ¥
02 gf:juﬁ:? :l:f;?::at an % 00| 5 234,000 0 01 100 1 5534000 | © | s 011.500 | 0 0| 100 0| 200 | Ho11500 | % 90% 00 2011500 | % 90% | penduduk
(Puskesmas kesehatan E:Inuar o
Demangan) sesuai standar 8
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
2 Pelayanan gz:(al:/pai:n 11 69 19.435.00 | 85, 21.325.00 100 100 ;enngendal
. o , , .435. , .325. o o
02 K:Zth:;n Kesehatan pada % 100 198.979.120 100 1.440.000 100 66.844463 08 360.000 07 0 85 o 100 21.324443 100 62.44448 o 93% 100 63884.43 o 32% Penduduk
P X Usia Lanjut dan
Lanjut
Keluarga
Berencana
Pengelolaan Persentase Dinas
2. 100 100 100 100
Pel % 1 2.580.4 1 1 7 1 2. .4 1 1 Keseh
02 elayanan wa_rga negara % 00 580.400 0 0 00 2.580.400 0 ; 00 0 5 0 00 580.400 00 2.580.400 % % 00 2.580.400 % % esehatan
Kesehatan usia 60 tahun ke Pengendal
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5 6 =
3 a ! 8 9-8/7x 100% 10-6+8 o
K K K
Rp. (000) Rp. (000) Rp. LS Rp. i Rp. K Rp. K Rp K R K (% RP. K K (% RP. 22
- b p. ) %) Rp. (000)
pada Usia atas ) (%)
Lanjut mendapatkan ian
(Puskesmas skrining Penduduk
Manguharjo) kesehatan o
sesuai standar Keluarga
Persentase Berencana
Pengelolaan Dinas
Pelayanan warga negara
usia 60 tahun ke Kesehatan
Kesehatan
2 7 pada Usia atas % 100 Pengendal
02 o 0 100 0 76 113, N y #DIV i
Lanjut mendapatkan . - - BMIT0 |0 3493750 | O o0 S| 9% 0% 0 0% an
skrining - /0! Penduduk
(Puskesmas
Tawangrejo) kesehatan dan
sesuai standar Keluarga
B
Pengelolaan Persentase (_erencana
warga negara Dinas
Pelayanan .
usia 60 tahun ke Kesehatan
Kesehatan
2. 7 pada Usia atas % 61 Pengendal
02 Lanjut mendapatkan o 0 _ 0 0 | 100 ) 0 . 9: 350.000 0 -350.000 0 0 o 0% 0% 0 #DIV o | ian
skrining - - /0! /0! Penduduk
(Puskesmas
. kesehatan dan
Banjarejo) )
sesuai standar Keluarga
Berenc:
Pengelolaan Persentase " ana
warga negara Dinas
Pelayanan .
usia 60 tahun ke Kesehatan
Kesehatan
2 7 ada Usia atas % Pengendal
02 pact mendapatkan o 0 A 0 0| o 0 100 | 4.259.450 | © | o ol o 0% 0% 0 #DIV | #DIV | ian
Lanjut . - - 4.259.450 R o o R | \
skrining /0! /0! Penduduk
(Puskesmas
kesehatan dan
Demangan) N
sesuai standar Keluarga
Berencana
Pelayanan Dinas
Pengelolaan
Kesehatan Kesehatan
2 Pelayanan penderita Pengendal
.| 8 | Kesehatan € ) % 100 37.098.149 | 100 100 14, 3L i
02 Ponderita Hipertensi 3.967.400 9477000 | ° ol 3, 0| 4 | 7862500 | 100 | 3| Seenseo | 31% | 83% 31 11.829.90 | 31% | 32% | o
. . (dinas 002, Penduduk
Hipertensi °
kesehatan) dan
Keluarga
Berencana
Pengelolaan Cakupan Dinas
Pelayanan Pelayanan Kesehatan
2. Kesehatan Kesehatan Pengendal
9 . ) % 100 92.677.318 | 100 64, 94, | 22.105.00 )
02 Penderita penderita 3.675.850 100 | 29.020.00 | 41 0| o 0| o | 100 | s 22.105.00 | 95% | 76% 95 25.780.85 | 95% | 28% | o
Diabetes Diabetes 0 0 0 Penduduk
Melitus Melitus dan
Keluarga
Berencana
Pengelolaan Cakupan Dinas
Pelayanan Pelayanan Kesehatan
2. 1 Kesehatan Kesehatan Pengendal
% 100 19, 88, 11.929.00 21.242.20 i
02 | 0 | Orangdengan Orang Dengan 3 158.160.742 100 | 504e 200 100 | 109.066.2 17 0| ¢ 0| o | 100 | 7276199 | 100 | 105933.1 1?0 97% 100 144.091.3 100 31% | 2"
Gangguan Jiwa Gangguan Jiwa 00 0 90 % 90 % Penduduk
Berat (ODG]) Berat dan
Keluarga
Pengelolaan Berencana
Persentase "
Pelayanan 0DGI b Dinas
Kesehatan erat Kesehatan
2. 1 Orang dengan yangd t o 97 Pengendal
02 0 Gangguan Jiwa me|n apatkan % 100 11.675.500 0 0 100 11.675.50 0 R 90 0 ! 2.452.750 100 5.687.750 100 100 70% 100 100 70% fan
Berat pelayanan - ) 14 8.140.500 % 8.140.500 % ° Penduduk
kesehatan jiwa
(Puskesmas i stand @
Manguharjo) sesual standar Keluarga
Pengelolaan P Berencana
Pelayanan OT:)I'(ssrLtase Dinas
2. 1 Kesehatan erat o 47 Kesehatan
02 | 0 | Orangdengan | YA€ % 200 | 1 00000 o | 100 | o000 | © Y 300.000 | 100 200.000 | 100 500.000 | 100 100200 49 100 | 100 | Pengendal
Gangguan Jiwa m?ndapatkan -000. 1.000.000 % % 1.000.000 % % jan
Berat pelayanan Penduduk
dan
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5 6 =
3 a ! 8 9=8/7x 100% 10-6+8 o
K K K
Rp. (000) Rp. (000) Rp. LS Rp. K Ro. K Rp. K - K R, K(% | RP. | K ro (000 | 1% | R 22
(Puskesmas kesehatan jiwa ) (%) ) (%)
Ngegong) sesuai standar Keluarga
Pengelolaan P Berencana
Pelayanan Oiéj?ase Dinas
Kesehatan yang erat Kesehatan
2. 1 Orang dengan Pengendal
10, .
02 | 0 | Gangguanliwa | Mendapatkan % 1001 3729250 0 100 | 209950 | © | s o| 0| 100 | 372925 | 100 1001100 | 0g 100 | 100 | ian
Berat Ee'avha”a” . -729. 88 3.729.250 % % 3.729.250 % % penduduk
(Puskesmas ese _at:mj;wa dan
Sukosari) sesual standar Keluarga
Pengelolaan Berencana
Persentase "
Pelayanan 0DG! b Dinas
Kesehatan GJ berat Kesehatan
2. 1 Orang dengan r::fd t % 100 Pengendal
A apatkan i
02 | 0 | Gangguanliwa | ‘O et 2 11.950.500 0 100 | 11.95050 | 0 | 0| 91 | 5081250 | 100 | 6.869.250 | 100 | 1195050 | 90 | 100 | 450 | 1195050 | 200 | 200 | ian
Berat 0 o % % % % Penduduk
kesehatan jiwa 0
(Puskesmas N o dan
Tawangrejo) sesual standar Keluarga
Pengelolaan P Berencana
Pelayanan OT:)I'(s;ejertase Dinas
Kesehatan erat Kesehatan
2. 1 Orang dengan yangd t o 108 Pengendal
02 | 0 | Gangguanliwa | ncopati@n % 10014 500,000 ° O] 100 | 4500000 | ° .| 00 0 900.000 | 100 300.000 | 100 100 | 1001440 100 ] 100 | ian
Berat Eelayanan ) -200. /1 1.200.000 % % 1.200.000 % % Penduduk
(Puskesmas esehfat:n Jcljwa dan
Banjarejo) sesuai standar Keluarga
Pengelolaan Berencana
Persentase i
Pelayanan Dinas
Kesehatan ODG) berat Kesehatan
2. 1 Orang dengan yangd K o Pengendal
00 | 0 | Gongguan twa | Mendapatian % 100 | 4 erseo 0 0| 100 | fermeoo | © | 100 0| 100 | 4539.000 | 100 | 2.304.600 | 100 1001100459 100 | 100 | ian
Berat Eelafnan N ! : 6.843.600 % % 6.843.600 % % Penduduk
(Puskesmas ese étanjéwa dan
Demangan) sesuai standar Keluarga
Berencana
P ol | Dinas
engelolaan Pelayanan Kesehatan
2 1 Pelayanan Kesehatan Pengendal
) Kesehatan Orang Terduga % 100 537.735.225 100 9.651.00 41, 33.381.75 91 39.295.72 i
02 1 133, 100 220.133.9 13 ’ 100 100
e ogs | Teper o 17.954.000 o ol o o | o | 100 | 1052606 | 100 | 187.5890 | 8% | 100 | 2055430 | 38% :fe"n uduk
Tuberkulosis mencapai target 00 70 70 dan
Keluarga
P ol Berencana
en "
Pelagyea:aian Persentase Dinas
K Orang terduga Kesehatan
esehatan
2 ! Orang Terduga TBC % 100 2.1 37 Pengendal
o |1 : mendapatkan 6 .197.000 | 0 0| 100 | 5157000 | © ’ 0 | 104 | 1.197.000 | 100 850.000 | 100 100 | 939 | 100 100 9% | @0
Tuberkulosis mendspatkar 197. 7 2.047.000 | % 5 2.047.000 | % 93% | penduduk
(Puskesmas .
Manguharjo) sesuai standar dan
sunarjo Keluarga
Berencana
Pengelolaan P Dinas
Pelayanan ersentase
Orang terduga Kesehatan
2 ! gerZEha'lfznd TBC 9 25 61 Pengendal
r ) , i
02 | 1 B Terduga | endapatkan % 100 | 15111800 o . 100 | 12.111.80 | 0 0 6.180.900 | 100 | 5930800 | 100 | 12.111.80 | 00 | 100 | 4 100 | 100 | ian
Tuberkulosis - 7 78 o o 00 12.111.80 N
pelayanan TBC 0 0 % % % % Penduduk
(Puskesmas sesuai stand 0 dan
ar
Neegone) Keluarga
Berencana
Pengelolaan "
Persentase Dinas
Pelayanan
Orang terduga Kesehatan
Kesehatan
2. 1 Orang Terduga TBC % 100 52 1 Pengendal
02 | 1 ) mendapatkan ° 7.591.000 0 100 17597 0 ’ 0 , 200.000 | 100 | 5.841.000 | 100 100 100 ian
-2I L . .000 - eats 80% 100 %
Tuberkulosis Dorayaman T6C 4 32 6.041.000 % N 6.041.000 % 80% Penduduk
(Puskesmas .
. sesuai standar dan
Sukosari)
Keluarga
Berencana
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;80//: X
3 4 12
K K K K K K K K K(% RP. K K (% RP.
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (5 Rp. (000) (5
) (%) ) (%)
Pengelolaan Dinas
Pelag anan Persentase Kesehatan
Keseyhatan Orang terduga Pengendal
2. TBC o 100 100 100 100 ian
1 1 . .086. 1 2. . 1 1
02 ?Ji’;%kﬁzi“sga mendapatkan % 00 1 5.976.000 0 0 1 5976000 | ° S ® 400.000 | 79 | 3.086.500 | 100 486.500 | 100 1 5973000 | % % 0 | 5973000 | % % | Penduduk
pelayanan TBC dan
(Puskesmas .
. sesuai standar Keluarga
Tawangrejo) Berencana
Pengelolaan Dinas
8 Persentase Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan Orang terduga Pengendal
2. TBC o 31, 65, 100 100 100 100 ian
02 Orang Terd.uga mendapatkan % 100 12.504.800 0 0 100 12.504.80 0 R 69 2.265.200 7 5.480.400 100 4.730.400 100 12.476.00 % % 100 12.476.00 % % penduduk
Tuberkulosis 0 0 0
pelayanan TBC dan
(Puskesmas .
L sesuai standar Keluarga
Banjarejo) Berencana
Dinas
Pengelolaan
Persentase Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan Orang terduga Pengendal
2. TBC 100 100 100 100 ian
(o] Terd % 100 0 0 100 0 100 700.000 100 2.000.000 100 4.038.000 100 100
02 rang 1ercuga | - endapatkan ° 6.738.000 6.738.000 - 6.738.000 | % % 6.738.000 | % % | Penduduk
Tuberkulosis
pelayanan TBC dan
(Puskesmas .
sesuai standar Keluarga
Demangan) Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pengendal
2. Kesehat: o] D 11, 13.566.0 31, 16.865.00 97, 30.698.00 100 100 i
esenatan rang Lengan % 100 | 1.841.578.68 | 100 | 142.869.74 | 100 | 223.106.2 g 100 | 145.537.9 | 100 | 206.666.9 93% | 100 349.536.7 19% | 2"
02 Orang dengan Resiko 7 3 50 52 00 97 0 06 0 64 64 % 1 % Penduduk
Risiko Terinfeksi HIV dan
Terinfeksi HIV mencapai target Keluarga
Berencana
Pengelolaan Persentase Dinas
Pelayanan orang dengan Kesehatan
Kesehatan risiko terinfeksi Pengendal
2. Orang dengan HIV o 32, 60, 100 o 100 o ian
02 Risiko mendapatkan % 100 3.684.000 0 0 100 3.684.000 0 - 96 0 98 2:057.000 100 1.377.000 100 3.434.000 % 93% 100 3.434.000 % 93% Penduduk
Terinfeksi HIV pelayanan dan
(Puskesmas deteksi dini HIV Keluarga
Manguharjo) sesuai standar Berencana
Pengelolaan Persentase Dinas
Pelayanan orang dengan Kesehatan
Kesehatan risiko terinfeksi Pengendal
2. Orang dengan HIV o 45, 80, 100 o 100 o ian
02 Risiko mendapatkan % 100 2.800.000 0 100 2.800.000 0 - 76 0 04 0 100 1.100.000 100 1.100.000 % 39% 100 1.100.000 % 39% Penduduk
Terinfeksi HIV pelayanan dan
(Puskesmas deteksi dini HIV Keluarga
Sukosari) sesuai standar Berencana
Pengelolaan Persentase Dinas
Pelayanan orang dengan Kesehatan
Kesehatan risiko terinfeksi Pengendal
2. Orang dengan HIV o 100 100 100 100 ian
1 1 4 400. 1.400. 1 400. 1 1
02 Risiko mendapatkan % 00 2.200.000 0 0 2.200.000 0 - 3 00.000 86 00.000 00 00.000 00 2.200.000 % % 00 2.200.000 % % Penduduk
Terinfeksi HIV pelayanan dan
(Puskesmas deteksi dini HIV Keluarga
Tawangrejo) sesuai standar Berencana
Pengelolaan Persentase Dinas
Pelayanan orang dengan Kesehatan
Kesehatan risiko terinfeksi Pengendal
2. Orang dengan HIV o 45, 73, 100 100 100 100 ian
02 Risiko mendapatkan % 100 8.658.000 0 0 100 8.658.000 0 - 95 0 55 7:658.000 100 1.000.000 100 8.658.000 % % 100 8.658.000 % % Penduduk
Terinfeksi HIV pelayanan dan
(Puskesmas deteksi dini HIV Keluarga
Banjarejo) sesuai standar Berencana
Pengelolaan Persentase Dinas
2. 36 613 100 100 100 100
Pel % 1 1 4 1 1.670. 1 1 Keseh
02 €layanan orang dengan % 00 | 1 670.500 0 01100 1 670500 | © - | e9 O s 0| 00 670500 | 100 | ) eo0500 | % % 00 1.670.500 | % % esehatan
Kesehatan risiko terinfeksi Pengendal
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11;;30//65 X
3 4 12
LS Rp. (000) & Rp. (000) K Rp. LS Rp. K Rp. S Rp. LS Rp. LS Rp. [R(fes il K Rp. (000) S il
) (%) ) (%)
Orang dengan HIV ian
Risiko mendapatkan Penduduk
Terinfeksi HIV pelayanan dan
(Puskesmas deteksi dini HIV Keluarga
Demangan) sesuai standar Berencana
Pengelolaan Eler;zshatan
Pelayanan Prosentase Pengendal
Kesehatan bagi penemuan dan .
2 Penduduk pada penanganan % 100 241.376.000 100 200.995.17 100 397.827.6 100 52.698.0 100 84.623.50 100 28.090.00 100 51.400.00 100 216.811.5 100 54% 100 417.806.6 100 173 an
02 - ) 00 0 0 % % % Penduduk
Kondisi penyakit pada 2 30 0 00 72 dan
Kejadian Luar kondisi KLB Keluarga
Biasa (KLB)
Berencana
Pengelolaan Dinas
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan bagi Prosentase Pz;egendal
Penduduk pada penemuan dan .
;2 Kondisi penanganan % 100 630.357.000 100 159'775'08 100 470'58263 100 R 100 142'6106'; 100 41'215'58 100 184'6846':; 100 368.510.5 1;0 78% 100 528.285.5 1;0 84% :::nduduk
Kejadian Luar penyakit pada 00 00 dan
Biasa (KLB) kondisi KLB Keluarga
(Puskesmas Berencana
Manguharjo)
Pengelolaan Dinas
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan bagi Prosentase Pengendal
Penduduk pada penemuan dan .
2 Kondisi penanganan % 100 100 109.145.00 100 439.131.0 100 100 168.856.5 100 107.0195 100 89.850.00 100 365.726.0 100 83% 100 474.871.0 100 87% fan
02 o . 548.276.000 0 - 00 00 0 % % Penduduk
Kejadian Luar penyakit pada 00 00 00 dan
Biasa (KLB) kondisi KLB Keluarga
(Puskesmas
Negegong) Berencana
Pengelolaan Dinas
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan bagi Prosentase Pengendal
Penduduk pada penemuan dan .
2. Kondisi penanganan % 100 100 122.750.00 100 569.655.0 100 100 136.374.0 100 119.484.0 100 233.557.0 100 489.415.0 100 86% 100 612.165.0 100 88% fan
02 - y 692.405.000 0 - 00 00 00 % % Penduduk
Kejadian Luar penyakit pada 00 00 00 dan
Biasa (KLB) kondisi KLB Keluarga
(Puskesmas
Sukosari) Berencana
Pengelolaan Dinas
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan bagi Prosentase Pengendal
2 Penduduk pada | penemuan dan 134.200.00 72.493.40 11.100.00 295.116.4 100 200 ian
X Kondisi penanganan % 100 100 B 100 442.300.8 100 100 B 100 B 100 B, 100 378.709.8 86% 200 512.909.8 89%
02 - y 576.500.820 0 - 0 0 00 % % Penduduk
Kejadian Luar penyakit pada 20 00 00 dan
Biasa (KLB) kondisi KLB Keluarga
(Puskesmas Berencana
Tawangrejo)
Pengelolaan Dinas
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan bagi Prosentase Pengendal
2 Penduduk pada penemuan dan 278.112.5 100 200 ian
Kondisi penanganan % 100 100 95.870.000 100 415.791.0 100 100 2.750.000 100 9.750.000 100 100 290.612.5 70% 200 386.482.5 76%
02 - f 511.661.000 - 00 % % Penduduk
Kejadian Luar penyakit pada 00 00 00 dan
Biasa (KLB) kondisi KLB Keluarga
(Puskesmas Berencana
Banjarejo)
Pengelolaan Dinas
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan bagi Prosentase Pengendal
2 Pendudukpada | penemuan dan 144.315.00 61.686.00 238.536.0 100 100 ian
) Kondisi penanganan % 100 100 T 100 400.730.0 100 100 0 100 R 100 T 100 300.222.0 75% 100 444.537.0 82%
02 o y 545.045.000 0 - 0 00 % % Penduduk
Kejadian Luar penyakit pada 00 00 00 dan
Biasa (KLB) kondisi KLB Keluarga
(Puskesmas
Demangan) Berencana
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11;;80//: X
3 4 12
s Rp. (000) & Rp. (000) K Rp. LS Rp. S Rp. LS Rp. K Rp. LS Rp. Klge il K Rp. (000) R(ez il
) (%) ) (%)
Dinas
Kesehatan
Pengelolaan Pengendal
2 Pelayanan Menurunnya 17.722.2 12.142.71 94.113.65 100 | 100 714 | ian
: - Prevalensi % 97,9 603.791.602 97 135.668.25 95 4.174.140 74 e 95 B 74 B 95 4.050.151 95 4.174.129 95 4.309.797. 97%
02 Kesehatan Gizi . 00 0 0 % % % Penduduk
stunting 0 .000 120 .680 930
Masyarakat dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan Gizi | Menurunnya 170.363.00 45.465.0 65.115.00 99.138.25 156.135.0 100 | 100 100 | 100 | ian
Prevalensi % 10 536.426.700 10 10 366.063.7 4 423 2 10 10 365.853.2 10 536.216.2
02 Masyarakat stunting 0 00 00 0 0 00 50 % % 50 % % Penduduk
(Puskesmas dan
Manguharjo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan Gizi | Menurunnya 5 142.040.85 68.010.0 | 11, | 3343000 | 95 | 149.959.3 124.817.7 100 5 100 | an
02 Masyarakat Preva_lensl % 12 521.135.070 12 0 12 379.094.2 11 00 24 0 5 50 12 50 12 376.217.1 % 99% 12 518.257.9 % 99% penduduk
(Puskesmas stunting 20 00 50 dan
Ngegong) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Menurunnya Pengendal
2. Kesehatan Gizi R o 218.948.73 4,9 92.180.75 300.408.7 100 o 127 100 ian
02 Masyarakat :trj;/:il:gsl % 7,9 696.963.210 7 o 9,5 478.0148.3 6,2 82.5000.8 6,2 0 5 o 9,5 00 10 47540895;3 % 99% 10 694.0388.(2; % % penduduk
(Puskesmas dan
Sukosari) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan Gizi | Menurunnya N 239.281.28 18.660.00 137.720.6 113.829.2 100 | 100 105 | 100 | ian
02 Masyarakat Preval.lensl % 9,5 546.383.130 9 o 9,5 307.101.8 7,1 36.810.0 7,1 0 7 00 9,5 50 10 307.019.8 % % 10 546.301.1 % % penduduk
(Puskesmas stunting 50 00 50 30 dan
Tawangrejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan Gizi | Menurunnya 1 309.245.30 | 11 132.256.6 160.354.2 | 11, | 305.913.4 100 104 ian
Prevalensi % 11,5 1.041.364.07 ’ ’ 732.118.7 6,8 63.600.0 6,8 6,8 ’ 12 662.124.3 90% 12 971.369.6 93%
02 Masyarakat stunting 0 5 0 5 70 00 80 50 5 50 20 % 20 % Penduduk
(Puskesmas dan
Banjarejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan Gizi | Lenurunnya , 247.808.93 43, | 131.985.0 167.067.0 156.327.0 100 | 100 200 | 1200 | ian
02 Masyarakat Preva'len$| % 11 735.674.980 11 0 11 487.866.0 438 32.220.0 3 00 438 50 11 00 11 487.599.0 % % 22 735.407.9 9% % penduduk
(Puskesmas stunting 50 00 50 80 dan
Demangan) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan E::\eg};zt::l
2. Pelayanan Persentase 926730 | 23, | 42.502.80 | 44 109 110 ian
Kesehatan Pekerja yang % 41 651.887.986 40 390.432.77 41 427.411.7 17 ! B ! 0 41 159.327.4 45 211.097.5 49% 45 601.530.3 92%
02 X " . 0 96 0 7 % % Penduduk
Kerja dan dilayani 0 00 50 50 20 dan
Olahraga Keluarga
Berencana
2 Pengelolaan Jumiah Dokum 14.977.50 14.977.50 100 | 100 g | 100 | Dinas
: Pelayanan Dokumen Hasil 0 0 0 2 o 0 0 0 0 0 2 o 2 14.977.50 2 14.977.50 Kesehatan
02 en 14.977.500 0 0 % % /0! %
Kesehatan Pengelolaan 0 0 Pengendal
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;80//: X
3 4 12
K K K K K K K K K(% RP. K K (% RP.
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (5% Rp. (000) (5%
) (%) ) (%)
Kerja dan Pelayanan ian
Olahraga Kesehatan Kerja Penduduk
(Puskesmas dan Olahraga dan
Sukosari) Keluarga
Berencana
Pengelolaan Dinas
Pelag anan Jumlah Kesehatan
Keseyhatan Dokumen Hasil Pengendal
2. X Pengelolaan Dokum 27.966.00 23.436.00 100 100 100 100 ian
K d 2 0 0 2 0 0 0 1 4.530.000 2 2 27.966.00 2 27.966.00
02 efja dan Pelayanan en 27.966.000 0 . 0 % % % % Penduduk
Olahraga . 0 0
Kesehatan Kerja dan
(Puskesmas
dan Olahraga Keluarga
Demangan) Berencana
Dinas
Kesehatan
Pengelolaan Pengendal
2 Pelayanan Persentase TTU % 61 2.046.882.96 | ¢ | 33 936.53 61 | 6244389 | 93 330915 | g5 | 4644539 | oo | 2558851 0 o0 | yoos3sy | 9 | 4651749 | 7 | 7a% 96 8481115 | 27 | a% |
02 Kesehatan Sehat 4 7 50 0 0 30 00 70 % 07 % Penduduk
Lingkungan dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2 Kesehatan Persentase TTU % 61 107.993350 | 61 | sa47a700 | 61 | 35186 | o| 61 | 00231 6 | 1700000 | 61 | 250 | 61 | agazers | 10 | so% | e 102.7514 | 290 | 959 | 1N
02 Lingkungan Sehat 0 0 0 0 % 50 % Penduduk
(Puskesmas dan
Manguharjo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan Persentase TTU 44.011.50 30, 19.687.25 34.629.65 100 131 100 112 ian
% 1 1 74.010.2 1 ' 274, 1 1 7.591.2 1 131.601.
02 Lingkungan Sehat % 6 118.021.770 6 4.010.270 6 0 0 - 8 0 56 3.274350 6 0 6 57.59 3 % % 6 31.60 2(5) % % Penduduk
(Puskesmas dan
Ngegong) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan Persentase TTU 17.235.75 26.327.00 100 100 ian
% 61 61 68.141.950 61 44.858.75 0 100 0 100 61 61 43.562.75 979 61 111.704.7 999
02 Lingkungan Sehat % 113.000.700 0 0 0 o % % 00 % % Penduduk
(Puskesmas dan
Sukosari) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan Persentase TTU 41.957.75 12.315.50 11.775.75 19.180.50 100 103 #DIV 102 ian
9
02 Lingkungan Sehat % 0 79.171.600 61 37.213.850 61 0 0 R 54 0 100 o 61 0 61 43.271.73 % % 122 80.485462 /01 % penduduk
(Puskesmas dan
Tawangrejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Pelayanan Pengendal
2. Kesehatan Persentase TTU o 43.950.00 61, 14.470.75 78, - 35.327.65 100 100 100 ian
% 61 61 56.312.750 61 0 61 61 43.603.20 99% 61 99.915.95
02 Lingkungan(Pu Sehat B 100.262.750 0 - 3 0 6 6.195.200 0 0 % N 0 % % Penduduk
skesmas dan
Banjarejo) Keluarga
Berencana
Pengelolaan Dinas
Pelayanan Kesehatan
2. Kesehatan Persentase TTU o 28.780.90 46, 19.117.40 100 o 100 o Pengendal
02 Lingkungan Sehat % 61 59.978.900 61 31.198.000 61 0 0 R 2 7.928.750 100 626.750 61 0 61 27.672.98 % 96% 61 58.870492 % 98% ian
(Puskesmas Penduduk
Demangan) dan
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;30//65 X
3 4 12
LS Rp. (000) & Rp. (000) K Rp. LS Rp. K Rp. S Rp. LS Rp. LS Rp. [R(fes il K Rp. (000) S il
) (%) ) (%)
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Jumlah Kesehatan
Pelayanan kegiatan Pengendal
;'2 ; E:'e"ho:t'an pelayanan Ke_fr:at 10 423.867.370 | 10 155‘102‘92 14 268‘7647‘3 0 o| 3 23‘387‘53 8 115‘18765 14 114‘41453 14 | 252.980.2 1;0 0% | 14 408.092.1 1;)0 96% f:n uduk
(Puskesmas promosi 50 50 dan
Manguharjo) kesehatan Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Jumiah Kesehatan
Pelayanan kegiatan Pengendal
g'z ; E:emhzst'an pelayanan Kzgn'at 6| 50911000 16 | 78.252.850 | 16 192'6585;; 0 | u 35‘573‘33 14 69'772'22 16 87‘112‘03 16 | 1924575 1;0 1;0 16 270.710.3 1;0 1020 e duduk
(Puskesmas Ez;?t;n 00 50 dan
Ngegong) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Jumlah Kesehatan
Pelayan.an kegiatan ) !’engendal
g'z ; ;::hc:t'an pelayanan Kei'at B | 0070 13 | s55.214.800 | 13 102'1157'; 0 10 0| 13 | 913985 | 13 104'5505'2 13 | 113.6905 1;0 1;01 13 168.905.3 1;0 1;7 f:n uduk
(Puskesmas promost 0o 00 dan
Sukosari) kesehatan Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Jumiah Kesehatan
Pelayanan kegiatan Pengendal
g'z ; E;‘:tht'an pelayanan Kzgr:at 6| 567979250 16 113'648'03 16 154'3316(2) 0 | 6 | a7s2500 | 8 49'886'78 16 98'287‘7(5) 16 | 152.926.9 1;0 99% | 16 266.575.0 1;0 9% | o duk
(Puskesmas E:;z:;ilan 50 00 dan
Tawangrejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Jumlah Kesehatan
e kegiatan i 33 21.400.20 043.00 36.896 00 00 00 00 Peneendal
;'2 ; i:’:h":t'an pelayanan Keagr:at 13 172.693.040 13 59347520 | 13 | ¥ 452'3 0 R 1.400. o | 1 55.043. o | 13 - ‘73 13 | 113.339.9 1% 1% 13 172.687.4 1% 1% :fe"n uduk
(Puskesmas E:Z:;Stlan 50 70 dan
Banjarejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Jumlah Kesehatan
Pelayanan kegiatan Pengendal
;'2 ; E;‘;’e"h?t'an pre;?:]/Zan Kzgr:at 5| Su0s10000 | 15 | sose0ss0 | s 149'758;; 0 |7 28'470'72 1 45'238'33 15 65'852'1[5) 15 139.5615.3 1020 9% | 15 230.1224(2) 1300 9% | o tduk
(Puskesmas Eesehatan dan
Demangan) Keluarga
Berencana
Dinas
Kesehatan
2. | 2 | Peneelolaan Persentase 90.000.0 17.356.00 100 100 | 425 o ene
0'2 0 Surveilans _respon KLB <24 % 100 561.908.852 100 2.281.381.8 100 114.780.0 100 . 60 100 e 0 100 543.000 100 1.400.000 100 109.299.0 % 95% 100 2.390.680. % % :7aennduduk
Kesehatan jam 25 00 00 825 dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Kesehatan
Penge:olaan . . Pengendal
Surveilans ersentase .
2 2 Kesehatan respon KLB < 24 % 100 36.896.280 100 7.751.280 100 29.145.00 0 0 100 0 100 0 100 23.203.00 100 23.203.00 100 80% 100 30.954.28 100 84% fan
02 0 5 0 0 % % Penduduk
(Puskesmas jam 0 0 dan
Manguharjo) Keluarga
Berencana
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5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 =/
3 4 100% o
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. LS Rp. i Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K (% RP. K Rp. (000) K (% RP.
) (%) ) (%)
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
Surveilans Persentase Pengendal
2| 2 | ecehatan respon KLB < 24 % 100 100 4.550.000 | 100 | 1062950 1 1 100 100 ian

02 0 (Puskesmas s 15.188.500 -559. 0 . 00 3.539.350 100 1.325.250 100 4.514.600 100 9.379.200 % 88% 100 13.938.22 % 92% penduduk

Ngegong) dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Kesehatan
2 5 Surveilans Persentase 283.586.5 55.863.20 2416719 100 106 100 1 Pengendal
[ . il . .. . .. i

02 o :(:jseli\;t;r;s J!':rsnpon KLB < 24 % 100 340.521.235 100 56.934.685 100 50 0 100 0 100 0 100 50 100 3005355.; % % 100 357.46931; % 305 :’aennduduk

Sukosari) dan
Keluarga
Berencana
Dinas

Pengelolaan Kesehatan

2 | 2 i:;‘;i"aat;; f:srsg:txg o ” 100 00 | 11364805 92.313.25 10.742.75 37.748.60 39.810.26 100 100 iP;\ngendaI

02 0 (Puskesmas jamp o 205.961.300 o 100 0 0 R 100 0 100 o 100 o 100 88.30163 % 96% 100 201.9496.2 % 98% penduduk
Tawangrejo) dan

Keluarga

Berencana

Dinas
Pengelolaan Kesehatan

) ) Surveilans Persentase 43.747.76 15.615.25 _Pengendal

02 0 :(:j::;t;r;s }':;pon KLB < 24 % 100 101.268.360 100 57.520.600 100 0 0 R 100 T 0 100 9.249.059 100 6.335.250 100 31.199.52 1;0 71% 200 88.720413 2;0 88% :’aennduduk
Banjarejo) dan

Keluarga

Berencana

Dinas
Pengelolaan Kesehatan

2. 2 Surveilans Persentase 24.956.45 ?engendal

02 | o | Kesehatan respon KLB < 24 % 100 27.007.000 100 52.050.550 | 100 R 0 | 100 0 | 100 0 | 100 11.669.80 | 4149 11.669.80 100 47% 15 63.720.35 | 15% 83% | 2"
(Puskesmas jam e 2 2 % 2 Penduduk
Demangan) dan

Keluarga

Berencana

Dinas

Kesehatan
Pengelolaan

2. | 2 | Pelayanan pelayanan 19 4.800.00 | 88 98 21.889.70 Pengenda!

02 2 Kesehatan Jiwa Kesehatan ODG)J % 100 619.564.467 100 112.102.53 100 59.555.95 17’ R 0 78l 9.507.500 22’ R 0 9282 19.802.20 98 55.999.40 98% 94% 98 168.101.9 98% 27% an
dan NAPZA Berat 2 0 0 0 32 Penduduk

dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pelayanan Persentase Kesehatan

2 3 Kesehatan z::sgfingan 28 32.342.0 Pengendal

02 5 Penyakit menular dan % 100 780.919.926 0 613.772.33 100 256.104.0 57’ : 60 0 61.524.60 287' 64.850.00 29 38.818.00 29 197.534.6 29% 77% 29 811.306.9 29% 104 ian
Menular dan tidak menular 8 00 0 5 0 0 00 8 % Penduduk
Tidak Menular X dan

mencapai target Keluarga
Berencana
Pelayanan Persentase Dinas
Kesehatan Penanganan Kesehatan
2|2 :/Ie:r;/jlkal: dan ::::jg: dan % 100 112.635.410 | 100 | 28.496.000 | 100 | S+13941 53, 79, | 20.011.40 44.062.45 100 100 ;enngendal
0 . o N A ’ 3 i N . 0,

02 5 Tk Menalar ik Monatar 0 0 0 o1 7.408.650 63 0 100 0 100 71.48258 o 85% 100 99978.53 o 89% penduduk
(Puskesmas Mencapai dan
Manguharjo) Target Keluarga

Berencana

2 | 2 i:';f;i’r‘] 2::;”‘:‘;; % 100 1 173.657.3 57, | 60.839.00 | 71, | 62.804.60 66.073.25 100 | 109 100 | 108 | Dnas

02 | 5 | Lot Penyaﬁit o 189.503.610 00 | 15.846.250 | 100 60 | ° | 14 ol| 4 o | 100 o | 0 189'7165'g % % 100 205-5636(1) % % Kesehatan

Pengendal
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;30//65 X
3 4 12
K K K K K K K K K (% RP. K K (% RP.
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ) %) Rp. (000) ) %)
Menular dan Menular dan ian
Tidak Menular Tidak Menular Penduduk
(Puskesmas Mencapai dan
Ngegong) Target Keluarga
Berencana
Pelayanan Persentase Dinas
Kesehatan
Kesehatan Penanganan
Penyakit Penyakit Pengendal
2 Menular dan Menular dan % 100 100 99.569.250 100 13.611.25 0 2, 0 42, 13.611.25 100 0 100 13.611.25 100 100 100 113.180.5 100 100 an
02 Tidak Menular Tidak Menular 113.180.500 0 5 86 0 o % % 00 % % Penduduk
d
(Puskesmas Mencapai an
. Keluarga
Sukosari) Target
Berencana
Pelayanan Persentase Dinas
Kesehatan
Kesehatan Penanganan
Penyakit Penyakit Pengendal
2 Menular dan Menular dan % 100 100 70.006.150 100 84.577.93 0 50 700.000 59 49.840.10 100 34.037.65 100 84.577.75 100 100 100 154.583.9 100 100 fan
02 Tidak Menular Tidak Menular 154.584.080 0 - 0 0 0 % % 00 % % Penduduk
) dan
(Puskesmas Mencapai
Tawangrejo) Target Keluarga
Berencana
Pelayanan Persentase Dinas
Kesehatan
Kesehatan Penanganan
Penyakit Penyakit Pengendal
2. Menular dan Menular dan % 100 100 67.402.050 100 249.548.2 0 72 13.007.30 80, 98.777.05 100 1353744 100 247.158.7 100 99% 100 314.560.8 100 99% fan
02 Tidak Menular Tidak Menular 316.946.310 60 - 83 0 67 0 00 50 % 00 % Penduduk
) dan
(Puskesmas Mencapai
Banjarejo) Target Keluarga
Berencana
Pelayanan Persentase Dinas
Kesehatan
Kesehatan Penanganan
Penyakit Penyakit Pengendal
2. 204.597.2 50, 30.198.00 55.053.75 108.978.9 100 100 i
Menular dan Menular dan % 100 100 42.624.650 100 0 834 100 100 194.230.7 95% 100 236.855.3 96% an
02 Tidak Menular Tidak Menular 247.221.920 70 - 4 0 0 50 00 % 50 % Penduduk
. dan
(Puskesmas Mencapai
Demangan) Target Keluarga
6 g Berencana
Dinas
K
Jumlah esehatan
Pengelolaan Pengendal
2 Jaminan masyarakat 176. | 112.527.707. | 889 875 757 | 9.776.00 | 704 | 1512606 | 697 | 5318.681 | 704 704 e ian
. Kota Madiun Orang ) . . . 35.073.942. 34.508.32 . . o B 8.849.308 29.303.83 81% 85% 64.377.77 90% 57%
02 Kesehatan - 485 750 70 20 79 0 73 7.550 64 .530 73 73 Hi# Penduduk
yang menjadi 069 0.600 375 3.455 5.524
Masyarakat dan
peserta JKN
Keluarga
Berencana
Dinas
Persentase Kesehatan
Penyelenggara Kelurahan yg Pengendal
2. 1.295.071.86 33 8.800.50 33 17.695.50 29, 32.159.25 i
an melaksanakan % 52 60 52 | 688.802.0 g g g 52 | 3907328 | 33 | 449.388.0 | 64% | 65% | 33 539.957.2 | 63% | 42% | o
02 Kabupaten/Kot L 3 90.569.190 33 0 33 0 63 0 Penduduk
tatanan wajib 50 00 50 40
a Sehat I dan
dan pilihan
Keluarga
Berencana
Dinas
Operasional Kesehatan
Pelayanan Persentase Pengendal
2. Puskesmas P?nllélan % 29 3.221.299.13 29 1.171.367.8 29 2.049.931 67, 81, 14.738.50 77, 11.689.25 29 65.265.45 29 91.693.20 100 2% 29 1.263.061. 100 39% ian
02 Kinerja 2 12 74 - 69 0 61 0 9 % % Penduduk
(Puskesmas .320 9 021
Manguharjo) Puskesmas dan
8 L Keluarga
Berencana
Operasional Dinas
P Kesehatan
2 Pelayanan 1.350.145.2 65 76, | 20.409.60 | 85 49.779.62 100 100 Pengendal
0'2 Puskesmas PKP Puskesmas % 88 2.755.626.43 88 B ?;9 88 1.405.481 5' 4' e 0 08’ 8.692.800 88 B 3 88 78.882.02 % 6% 88 1.429.027. % 52% ian 8
- b b
E\:’u:k:;rr;as 9 .200 3 262 penduduk
gegong dan
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5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 TS
g a - 100% 12
K K K K K K K K(% RP. K
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. () b o Ro.(000) | & () % g:).
Keluarga
Berencana
Dinas
Operasional Kesehatan
2 Pelayanan 1.189.931.4 % Pengendal
. .189.931.. ), 95, 62.446.91 100 i
02 Puskesmas PKP Puskesmas % 89,4 3.162.640.29 87 % 88 1.972.708 2 R 0 0 8 4.032.000 88 88 66.478.91 o 3% 88 1.256.410. 98% 40% fan
(Puskesmas 6 800 9 9 % 215 Penduduk
Sukosari) dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Operasional Kesehatan
2 Pelayanan Pengendal
. 25.935.60 18.402.30 57.669.83 i
02 Puskesmas PKP Puskesmas % 90 1.359.336.36 89 1.359.336.3 89 63 R 675 0 94 o 89 7 89 102.007.7 1?0 #DIIV 89 1.461.344. 99% 1008 fan
(Puskesmas 6 66 37 % /o! 103 % Penduduk
Tawangrejo) dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Operasional Kesehatan
2 Pelayanan 194.751.10 a3 Pengendal
. .751. 77, 91, 50.782.13 i
02 Puskesmas PKP Puskesmas % 85 2.529.704.45 85 0 85 2.334.953 2 R 27 7.068.000 5 0 85 85 57.850.13 1(?0 2% 85 252.601.2 100 10% fan
(Puskesmas 0 .350 4 4 % 34 % Penduduk
Banjarejo) dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Operasional Kesehatan
2 Pelayanan 1.073.324.4 Pengendal
. .073.324. 622 76, 20.118.60 11.324.30 53.592.15 100 i
02 Puskesmas PKP Puskesmas % 85 3.126.467.52 85 23 85 2.053.143 3 R 27 0 844 0 85 2 85 85.035.05 o 4% 85 1.158.359. 1?0 37% fan
(Puskesmas 3 .080 4 % 497 % Penduduk
Demangan) dan
Keluarga
Berencana
Terpenuhinya
kebutuhan o Dinas
Operasional operasional % 100 100 0 0 0 0 100 100 Kesehatan
) Pelayanan faskes Pengendal
. ili I 1.004.815 i
02 Fasilitas Jumlah Fasilitas Fasilita 8.511.906.00 4.241.414.2 4.956.624 8.752.50 253 16.322.50 1.098.198 2.128.088 1?0 43% 100 6.369.502. 1000 75% fan
Kesehatan kesehatan yang 5 46 628 0 : 0 175 428 % 674 % Penduduk
Lainnya melaksanakan K s h 6 0 6 0 0 0 6 6 dan
survei IKM etsae;‘ a Keluarga
(Perubahan) Berencana
Dinas
Pelak
elaksanaan Terlaksananya Kesehatan
Akreditasi .
2 Fasilitas kegiatan 1.339.514.89 Pengendal
. . X X 108.205.1 15.019.00 i
0 Kesehatan di pendukung % 100 s 0 i 100 | 468.396.9 0 o | 20 9 | 50 o | 100 | 44.66030 | 50 167.884.4 | 50% | 36% 50 167.884.4 | 50% | 13% | -
akreditasi 50 0 Penduduk
Kabupaten/Kot 19 19
puskesmas dan
a
Keluarga
P i Berencana
enyediaan Dinas
dan
Kesehatan
Pengelolaan
2 Sistern Terlaksananya 2.782.000.02 92.166.0 Pengendal
. . . . .166. 229.031.5 188.617.7 100 i
02 Penanganan pelaytazan . % 100 6 100 645.880.00 100 842.316.0 100 00 100 00 100 00 100 296.904.7 100 806.719.9 % 96% 100 1.452.599. 1;0 52% :’a:nduduk
Gawat Darurat gawat darura 0 00 00 00 900 dan
Terpadu Keluarga
(SPGDT) &
Berencana
Jumlah Keluarga Dinas
Pengelolaan
yang Sudah Kesehatan
Pelayanan Dikunjungi dan Pengendal
2. Kesehatan " ) Keluar 3056 305 304 i
. Diintervensi 0 0 0 0 0 4.201.200 0 304 100 7 304 100 9, 1an
02 E:zz;ll\(/;?riul Masalah ga 2 8.503.100 - 62 8.503.100 90 4.201.200 90 8.402.400 % 99% 90 8.402.400 % 9% Penduduk
Kesehatannya dan
Keluarga
oleh Tenaga Keluarga
Berencana
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Kesehatan
Puskesmas
Jumlah Keluarga
Pengelolaan 8 Dinas
yang Sudah
Pelayanan IR Kesehatan
Dikunjungi dan
Kesehatan Diintervensi Pengendal
2. 3 Dasar Melalui Keluar 576 576 576 100 100 100 ian
Masalah 767 .550. .550. .550. 11 2%
02 | 9 | Pendekatan asaia ga 576 5:550.000 | 0 7 5:550.000 - o1y 5:550.000 | 7, 5.550.000 | % % 6 5.550.000 % % Penduduk
Kesehatannya
Keluarga dan
oleh Tenaga
(Puskesmas Keluarga
Manguharjo) Kesehatan Berencana
8 i Puskesmas
Jumlah Keluarga
Pengelolaan 8 Dinas
yang Sudah
Pelayanan IR Kesehatan
Dikunjungi dan
Kesehatan Diintervensi Pengendal
2. 3 Dasar Melalui Keluar 180 180 180 180 100 100 361 200 100 ian
02 | 9 | Pendekatan Masalah ga 1809 | 7 500.000 9 g | 7-500000 - 0 o | 7000001 7 7.500.000 | % % 8 7500000 | % % | Penduduk
Kesehatannya
Keluarga dan
oleh Tenaga
(Puskesmas Keluarga
Ngegong) Kesehatan Berencana
gegong Puskesmas
Jumlah Keluarga "
Pengelolaan B Dinas
yang Sudah
Pelayanan IR Kesehatan
Dikunjungi dan
Kesehatan Diintervensi Pengendal
2. 3 Dasar Melalui Keluar 464 464 464 100 100 464 257 100 ian
02 | 9 | Pendekatan Masalah ga 1809 11 600.000 0 5 | 1600000 - O] 5 | LEOO000 | 5| 600000 | % % 5 1.600.000 | % % | Penduduk
Kesehatannya
Keluarga dan
oleh Tenaga
(Puskesmas Keluarga
R Kesehatan
Sukosari) Berencana
Puskesmas
Jumlah Keluarga .
8 Dinas
yang Sudah
Pengelolaan IR Kesehatan
Dikunjungi dan
Pelayanan Diintervensi Pengendal
2. 3 Kesehatan Keluar 380 380 12.450.00 380 100 184 380 #DIV 184 ian
02 | 9 | DasarMelalui | ™23 ga © | 6.750.000 0 3 | 6750000 - o1 3 0| 3 | 12450001 Ty % 3 1245000 1 Vg % | Penduduk
Kesehatannya 0 0
Pendekatan dan
Keluarga oleh Tenaga Keluarga
8 Kesehatan g
Berencana
Puskesmas
Jumlah Keluarga .
Pengelolaan 8 Dinas
yang Sudah
Pelayanan IR Kesehatan
Dikunjungi dan
Kesehatan Diintervensi Pengendal
2. 3 Dasar Melalui Keluar 555 555 555 100 240 555 100 240 ian
Masalah .000.! .000. .400.! 14.400.! 14.400.
02 | 9 | Pendekatan s ga 5550 | 6.000.000 0 o | 000000 6.000.000 | "y | 8400000 | 7, 00.00 1 g, % 0 00.00 1 g, % | Penduduk
Kesehatannya 0 0
Keluarga dan
oleh Tenaga
(Puskesmas Keluarga
L Kesehatan
Banjarejo) Berencana
Puskesmas
mlah Keluar
Pengelolaan Jumiah Keluarga Dinas
yang Sudah
Pelayanan IR Kesehatan
Dikunjungi dan
Kesehatan Diintervensi Pengendal
2. 3 Dasar Melalui Keluar 898 898 898 100 154 898 100 154 ian
Masalah 8988 0 6.500.000 3.000.000 7.000.000 10.000.00 10.000.00
02 9 Pendekatan ga 6.500.000 8 - 8 8 % % 8 % % Penduduk
Kesehatannya 0 0
Keluarga dan
oleh Tenaga
(Puskesmas Keluarga
Kesehatan
Demangan) Berencana

Puskesmasnull
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Pemenuhan Ketersediaan

Kebutuhan tambahan

Sumber Daya tenaga medis di 7.500.00 15.000.00

Manusia puskesmas 180.681.375 1 45.000.000 45.000. 00 0 1 o 1 7.500.000 15.000. 00 45.000. 00 1
Kesehatan rawat inap

sesuai Standar standart

Dinas

Kesehatan

Pengendal

100 ian
90.000.00 % 50% penduduk
0

dan

Keluarga

Berencana

Pengembangan

Mutu dan Dinas

Peningkatan Kesehatan

. Prosentase

Kompetensi sumber daya Pengendal

1] 2|3 | & | 1 | TeknisSumber | o i % 2 795.020682 | 89 | 152.567.00 | 91 | 2202008 | 9 | 273078 | gy | 3458725 | gg | 35757.90 4943830 | 88 | 147.091.2 | 97% | 67% | 88 299.6582 | 96% | 38% | o
03 Daya Manusia 00 0 0 Penduduk
kesehatan yang 0 00 0 50 50

Kesehatan teregistrasi dan

Tingkat Daerah e Keluarga

Kabupaten/Kot Berencana

a

Pengendalian
dan
Pengawasan
serta Tindak Dinas
Lanjut Kesehatan
Persentase
Pengawasan fasilitas Pengendal
1| 2|a]| % || Perinan pelayanan % 88 802237581 | 85 | 147.682.75 | 86 | 7416820 | 34 | 2B 4 | 1125000 | 67 | 1022370 67 | 23.050.80 | 78% | 31% | 67 1707335 | 76% | 21% | "
01 Apotek Toko . n 0 0 8.810.250 Penduduk
farmasi sesuai 1 0 0 51
Obat Toko Alat standar dan
Kesehatan dan Keluarga
Optikal Usaha Berencana
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
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Pengendalian
dan
Pengawasan
serta Tindak
Lanjut
Pengawasan
Penerbitan Dinas
Sertifikat Laik Kesehatan
Higiene Pengendal
2. Sanitasi Prosentase IRT 89, 72, 123 113 ian

112 4 04 1 Tempat yang sehat % 80 100.315.995 70 8.707.640 73 23.081.02 63 0 77 5.953.500 o 6.101.000 8.310.250 90 20.364.73 % 88% 90 29.072.33 % 29% penduduk
Pengelolaan dan
Makanan Keluarga
(TPM) antara Berencana
lain Jasa Boga
Rumah
Makan/Restora
n dan Depot
Air Minum
(DAM)

. Jumlah jenis Dinas
Peningkatan . "
Upaya Promosi media promosi 12 Kesehatan
payi yang dihasilk Pengendal
Kesehatan 49.298.00 100 ian
Advokasi . 1.175.985.50 14.461.9 o 309.984.2 98% 524.341.3 50% 45%
B Jumlah kegiatan . 0 % Penduduk
Kemitraan dan . Kegiat 30 18
Pemberdayaan promosi yang an dan
Masyarakat dilakukan Keluarga
Berencana

Penyelenggara Persentase SPM Dinas
1125 gz 1 an Promosi Puskesmas % 0 R 0 0 49'298'02 0 0 0 0 49.298.00 #/E(J)I|V #/%I'V 0 49.298.00 #/%IIV #/%I'V Kesehatan
Kesehatan dan mencapai target 0 ) ) 0 ) ) Pengendal




- 152 -

Gerakan Hidup ian

Bersih dan Penduduk
dan
Keluarga
Berencana

Kelurahan Siaga Kelura
AKtif berstrata han 21 0 21 16 16 16 16 76% 16 76%
puri
Jumlah Pos
Kesehatan
Kelurahan Poskes | 5, 0 2 2 24 2 2 105 2 105
o kel % %
Bimbingan (Poskeskel)
Teknis dan berstrata puri
Supervisi Jumlah Dinas
Pengembangan | Posyandu Balita P°§‘l’f" 232 0 232 25 245 25 245 1;6 25 1;6 Kesehatan
dan berstrata puri Pengendal
1] 2|5 | % |1 | Pelaksanaan Jumiah | Posyan 6.103.594.08 652.213.61 1.946.482 0 29.555.55 410.981.4 1.220.458 1.660.995 | 105 | 85% 2313209, | 105 | 38% an
03 Upaya Posyandu Lansia 133 4 0 133 139 139 0 139 00 139 139 Penduduk
. du 2 .940 .520 470 % 082 %
Kesehatan berstrata puri dan
Bersumber Jumlah Jumlah 160 160 Keluarga
Daya Poskestren Poskes 5 0 5 8 8 8 8 % 8 % Berencana
Masyarakat berstrata puri tren i
(UKBM) Jumlah Pos
Upaya
Kesehatan Kerja Szf( 6 0 6 6 6 6 6 1;0 6 1;0
(Pos UKK)
berstrata puri
Jumlah Posbin
Posbindu PTM du 109 0 109 80 80 80 80 73% 80 73%
berstrata puri PTM
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Dinas
Pembangunan N
Pintu Jumlah pintu . Pekerjaan
103 2] 2% || Ar/Bendung air/bendung yg Pintu 2 129010339 | 5 | 5 1463007 2 3326904 | 0 o o o] o 1282477 | 1441783 | 2724261 | 50% | 82% 3 4870570 | 0 | 3g% | Ymum
01 1 " " Air 00 935 .100 % dan
Pengendali dibangun 89 .000 .035 824
= Penataan
Banjir
Ruang
Dinas
Rehabilitasi Jumlah stasiun Pekerjaan
1132 2 2 Stasiun Pompa pompa banjir yg Stasiun 1 1.193.190.63 1 187.304.25 1 1.887.953 0 0 0 206.912.0 0 0 1 1.508.239 1 1.715.151 100 91% 2 1.902.455. 200 159 Umum
01 8 " . 0 00 .500 % % % dan
Banjir direhab 0 .000 .500 750
Penataan
Ruang
Dinas
Panjang sungai Pekerjaan
1132 gi 2 s':‘t?):r:s?hssj:/a':e ‘éignormalisasika Km 15 57'769'028;) 15 | 81472976 | 1,5 | 5653201 | 0O 14'00068 0 494'2507'2 0 1'088"1‘(1)‘2‘ 1,5 | 1338517 | 15 | 2935.182 1;0 52% 3 11.082.47 Z;O 19% :;:“’"
B 50 .000 : .700 .180 9.830
n Penataan
Ruang
Dinas
Operasi dan Pekerjaan
2. 5 Pemeliharaan #DIV #DIV Umum
1132 01 3 Tanggul dan ° - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0% 0% 0 - /0! /0! dan
Tebing Sungai Penataan
Ruang
Dinas
n Persentase N
Operasi dan berfungsinya Pekerjaan
13| 2] % |3 | Pemeliharaan mesin pompa % 100 | 330473090 1 | g3c68930 | 100 | 1246660 | © 14389\ 4 3023123 | o | 2002595 | o | 4esen70 | 100 | 1110272 | 90 | so% | 100 | 1946962 | 1% | s9% | UTUM
01 5 Stasiun Pompa h 0 000 75 00 % % dan
M pengendali 1 .000 00 .875 266
Banjir o Penataan
banjir
Ruang

Dinas
Penyusunan .
Rencana Pekerjaan

" Jumlah 100 100 Umum

Kebijakan dokumen b | 101.669.000 1] 1005690 ! 350.000 | 1 350000 | % ! 350000 | % dan
Strategi dan 00 Penataan
Teknis SPAM

Ruang
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Penyusunan Dinas
E:E;Z::n Jumlah Pekerjaan
31 Strategi dan dokumen yg Doc 32 4'696'654'02 7 469.749.86 8 1.583.900 0 0 0 530.604.8 530.604.8 1;0 33% 15 1.000.354. 47% 21% ::r:um
Teknis Sistem ditindaklanjuti 8 .000 00 00 668
. Penataan
Drainase Ruang
Perkotaan
Dinas
Pembangunan Panjang Pekerjaan
351 SD':;ﬁ:zse drainase yg Km 15 115'844'745516 15 | 14.455315. | 1,5 | 19.623.72 0 4'053'_‘;% 7'237';22 3.530.254 14.821.57 Z;‘O 76% 5 29.276.88 3‘20 25% :::1”"‘
dibangun 164 5.900 .920 1.273 6.437
Perkotaan Penataan
Ruang
Dinas
Peningkatan Pekerjaan
2. Saluran #DIV #DIV Umum
01 Drainase - 0 - 0 - 0% 0% 0 - /0! /o! dan
Perkotaan Penataan
Ruang
Dinas
Rehabilitasi Pekerjaan
2. Saluran #DIV #DIV Umum
01 Drainase - 0 - 0 - 0% 0% 0 - /0! /o! dan
Perkotaan Penataan
Ruang
Dinas
Operasi dan . Pekerjaan
2. Pemeliharaan | Jumiah lokasi Kecam 13.622.032.5 488.835. 419.993.8 371.306.8 100 100 Umum
. drainase yang 3 0 2.016.097.6 3 2.424.283 711.090.2 1.991.226 82% 3 4.007.323. 29%
01 Sistem - atan 70 477 23 33 % % dan
N dipelihara 36 .910 30 363 999
Drainase Penataan
Ruang
Dinas
Pembangunan Pekerjaan
2. Sistem #DIV #DIV Umum
01 Drainase - 0 - 0 - 0% 0% 0 - /0! /o! dan
Lingkungan Penataan
Ruang
Dinas
Peningkatan Pekerjaan
2. Saluran #DIV #DIV Umum
01 Drainase - 0 - 0 - 0% 0% 0 - /0! /o! dan
Lingkungan Penataan
Ruang
Dinas
Rehabilitasi Pekerjaan
2. Saluran #DIV #DIV Umum
01 Drainase - 0 - 0 - 0% 0% 0 - /0! /o! dan
Lingkungan Penataan

Ruang
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Penyelenggara
an Penerbitan
Izin Mendirikan
Bangunan
(IMB) Sertifikat "
. " Dinas
Laik Fungsi Persentase .
2 (SLF) peran jumiah pemoh 190.400.0 100 100 [’Jeke”aan
1]3]s | 1 | TenagaAhli permohonan emo 140 90 | 101.20000 | 50 | 2200000 | 5 0| 15 | 8400000 | 50 o 20 A 50 | 198.800.0 90% | 140 | 300.000.0 93% mum
01 on 321.200.000 00 % % dan
Bangunan yang 0 00 00 00 Penataan
Gedung (TABG) ditindaklanjuti
Ruang
Pendataan
Bangunan
Gedung serta
Implementasi
SIMBG
Perencanaan
Pembangunan
Pengawasan Jumlah Dlnas'
dan dokumen Pekerjaan
138 gi 2 ;::1":::“" perencanaan Gedun 5 39.903.420.0 5 | 17.158.431. 5 2274498 | 5 187'647476 5 1‘076.333) 5 8'436'2‘(;; 5 8187.383 | 5 17.888.29 1;0 79% 5 35.046.72 1;0 88% ;’::1”'“
8 yang g 52 252 8.800 . : 840 2.859 4111
Gedung e _— Penataan
ditindaklanjuti
Daerah Ruang
Kabupaten/Kot

Dinas

Pekerjaan

28 | 16.079.357. 17.758.61 | 10 1‘23_97‘33 10 3‘558'_22 10 5'752';32 10 | 2.720.468 13.330.88 1;3 29.410.24 1;3 87% ::r']”m
572 9.030 .285 3.070 0.642

Penataan

Ruang

Penataan
Bangunan dan Jumlah lokasi Lokasi 33.837.976.6
Lingkungan 02

Penyusunan Jumlah Dinas
113 ; gl 1 Rencana dokumen yg Doc 40 5'776'092'32 9 2.191.783.6 10 3.041.182 5 0 87'723'1:3 3 19'780'03 5 1.054.519 13 1.162.023 1;0 38% 22 3.353.806. 55% 58% Pekerjaan
Kebijakan dan ditindaklanjuti 67 .800 .915 .031 698 Umum
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;80//: X
3 4 12
K K K K K K K K K(% RP. K K (% RP.
Rp. (000) Rp. (000) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. () : ) Rp. (000) () : )
Strategi dan
Pengembangan Penataan
Jaringan Jalan Ruang
Serta
Perencanaan
Teknis
Penyelenggara
an Jalan dan
Jembatan
Pembebasan Elelaesrjaan
Lahan/Tanah
12 untuk tuaslahanyang | oo | g5 | 908250071 1, 5 0 0| o 0| o 0| o 0 0% 0% 0 0% o% | Ymum
0 01 dibebaskan 30 - - - - - dan
Penyelenggara
Penataan
an Jalan
Ruang
Dinas
1] 2 SurveyKondisi | ) o 1.720.268.70 100 100 Bfr':jrrfan
: Jalan/Jembat D 4 ) : : 2 400.819.39 2 398.947.4 0 0 0 0 1 2.750.202 1 2 1% 4 403.919.5 23%
o | o1 alanflembata | gk umen oc 0 350.000 3100202 | % ° % ® | dan
n 1 00 93
Penataan
Ruang
Dinas
Pekerjaan
1 2. Pemb Panj jal 109.884.119. 100 4.986.809 8.154.635 100 100 100 100 500 U
o | o Jj;':] angunan d?b"ajf‘"ﬁ rJ]a ANYE | Meter | 200 ey | 180 | 24308027, o 1895652 | 5 o | s00 203 | 200 w0 | o 41643% | 17.305.83 | o, 91% o 41.653.86 o 38% d::”m
8! 110 3.600 : : .803 6.196 ° 3.306 °
Penataan
Ruang
Dinas
1|2 Pelebaran Jumlah ruas 1.941.900.00 118 Bfnkjrr:an
: Jalan Menuju " Ruas 12 ) : : 6 2.285.222.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 6 2.285.222. 50%
0 01 yang dilebarkan 0 - - - % dan
Standar 36 736
Penataan
Ruang
Dinas
Pelebaran Pekerjaan
1] 2 Jalan Jumiah ruas 50.650.594.8 1.452.641 2.318.661 100 200 Umum
: yang ditambah Ruas 1 T 1 3.670.833.6 1 9.170.298 0 0 0 : ) 1 B 1 1.256.975 1 5.028.277 55% 2 8.699.111. 17%
0 01 Menambah R 00 .056 .600 % % dan
. lajurnya 65 .000 .328 .984 649
Lajur Penataan
Ruang
Dinas
Pekerjaan
1 2. Rehabilitasi #DIV #DIV Umum
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0
o | o1 Jalan - - - - : : - | o /ot | dan
Penataan
Ruang
Dinas
1] 2 Pemeliharaan | Panjangjalan 79.976.239.8 5.849.875 7.010.929 150 125 Bf:jr?qaan
o Oi Berkala Jalan yang dipelihara Km 12 T iS 6 14.025.553. 6 19.458.52 0 0 3 ’ '165 3 ! ‘500 3 1.289.262 9 14.150.06 % 73% 15 28.175.61 % 35% dan
secara berkala 199 4.250 : : .071 6.736 8 9.935 :
Penataan
Ruang
Dinas
1|2 Pemeliharaan | Jumiah ruas 16.457.503.9 141.550 1.990.090 1.381.006 136 236 B?:j:qaan
: . jalan yang Ruas 28 R, 28 2.977.126.3 28 6.652.665 10 : : 8 : : 10 B 10 1.424.714 38 4.937.362 74% 66 7.914.488. 48%
0 01 Rutin Jalan - 92 000 .672 .700 % % dan
dipelihara 41 .200 .820 1192 533
Penataan
Ruang
Dinas
1|2 Pembangunan | Jumian Jembat 11.034.685.5 1.206.930 100 200 Bf:j:qaan
: g jembatan yang 1 . 1 1.071.618.0 1 2.912.814 0 0 0 6.940.302 1 B 1 1.437.134 1 2.651.005 91% 2 3.722.623. 34%
0 01 Jembatan " an 00 .450 % % dan
dibangun 25 .000 .248 .000 025
Penataan
Ruang
Dinas
1 2. Rehabilitasi #DIV #DIV Pekerjaan
o o
0 01 Jembatan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0% 0% 0 - /0! /o! Umum
dan
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Penataan
Ruang

Dinas

Pemeliharaan Jumlah Pekerjaan

13| ] % | Ruin jembatanyang | ‘e™P3t | g9 950.396.000 | 10 | 430.843.00 10 | 2246550 | 5 0| o | 10043601 5 | 9906750 | 2275000 | 15 | 2222535 | 20 | 99% | 25 653.006.5 | 220 | 6oy | Umum
L an 04 0 % % dan
Jembatan dipelihara 1 00 0 04 05

Penataan
Ruang

Dinas
Pelaksanaan .
Pelatihan Pekerjaan
Tenaga Jumlah Peserta 700 1.096.700.00 20 113.701.20 200 550.000.0 12.964.8 10 7.842.500 36.306.50 100 51.996.00 140 109.109.8 222.811.0 23% Umum
. 00 0 0 dan
Terampil 0 0 00 00 00
" Penataan
Konstruksi
Ruang
" Dinas
Pembinaan dan .
Peningkatan Pekerjaan
22.400.00 10.143.28 165.399.3 Umum
Kapasitas Jumlah Peserta BUJK 200 50 270.000.0 30 25 197.942.5
67.845.300 0 0 15 dan
Badan Usaha 00 95
. Penataan
Jasa Konstruksi
Ruang

1.096.700.00
0

Pelaksanaan
Persetujuan
Substansi Dinas
Evaluasi Jumlah Pekerjaan
13| 2|2 | g | Konsultasi dokumen yang Doc 4 1.497.800.00 | 1| 74316355 1 | 1795000 | o© o| o | B o | qamzaa | 1 | B0 1 | sessro7 | 100 | 20w 2 7797455 | s0% | s2% | Umum
2 01 Evaluasi dan . 0 9 9 % dan
disusun 5 00 2 27
Penetapan Penataan
RTRW Ruang
Kabupaten/Kot
a
Pelaksanaan .
. Dinas
Persetujuan .
Substansi Pekerjaan
13 2] 2] evaluasi Jumiah Doc 4 2.078.500.00 |, o| 1 | 7137103 | o BIB6T || 1762361 |, | 1TLATBA G ) 2360891 || apug77 | 100 | 33y 1 2364977 | 25% | 11% | Y™™
2 01 . dokumen 0 30 9 63 2 % dan
Konsultasi 20 24 24
. Penataan
Evaluasi dan
Ruang
Penetapan
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RRTR
Kabupaten/Kot
a
Sosialisasi
Kebijakan dan Jumlah Dinas
terlaksananya .
Peraturan P Pekerjaan
1 2 Perundang- sosialisasi Umum
113 . 4 peraturan Kali 3 376.800.000 0 0 3 80.000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0% 0%
2 01 undangan . - - dan
. daerah di 0
Bidang N Penataan
bidang
Penataan enataan ruan Ruang
Ruang P! e

Koordinasi dan .

. et Dinas
Sinkronisasi Persentase :
Pemanfaatan permohonan Pekerjaan

16.697. 22.688.37 112.303.7 1
Ruang untuk pemanfaatan % 100 829.600.000 100 141.333.29 330.000.0 6.69 73 688 30 7.729.790 30349 159.419.8 48% 100 300.753.1 00 :l;:um
Investasi dan ruang yang 9 00 79 78
. — Penataan
Pembangunan ditindaklanjuti
Ruang
Daerah
Koordinasi dan i

. i Dinas
Sinkronisasi '

. Persentase Pekerjaan
Penertibandan | . anganan 1.572.400.00 15.637.3 18.049.94 235.016.6 Umum
Penegakan p 8 % 100 e 100 167.368.13 440.000.0 U B 7.736.480 T 276.440.4 63% 100 443.808.5

. pelanggraan 0 32 8 72 dan
Hukum Bidang 4 00 32 66
penataan ruang Penataan
Penataan Ruan
Ruang 8

Pendataan Dinas
Rumah Sewa Perumaha
L Jumlah

Milik dokumen data 4.845.00 31.425.00 199.181.5 18.214.40 100 n Rakyat

Masyarakat Doc 1 1 261.850.0 o 1 e B, T 1 253.665.9 97% 2 329.015.9 50% dan
rumah yang 538.350.000 75.350.000 0 0 00 0 %

Rumah Susun I 00 00 00 Kawasan
dihasilkan .

dan Rumah Permukim

Khusus an
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Operasional
dan Dinas
. Jumlah

Pemeliharaan . Perumaha

Lingkungan lingkungan n Rakyat

Perumahan p:;‘;’?::;i’;si Lokasi 8.081.261. 00 11147982 | 1 | 1682733 | 1 126'97%% 1 129‘570; 1 424'03363 662.350.9 | 1 1.342.997 1;',0 2.457.795. 1‘20 dan

pada Relokasi P 04 210 04 .162 i 366 i Kawasan
program kota .

Program ang terpelihara Permukim

Kabupaten/Kot yang terp an

a

Fasilitasi Persentase Dinas

Pengelolaan fasilitasi Perumaha

Kelembagaan pengelolaan n Rakyat

dan kelembangaan 4'249'950'02 100 1.188.250 70 783'(2(:;72' 24'020'03 174'7805;5 100 68'413'12 100 1.050.220 1;0 1.050.220. 1;./0 dan

Pemilik/Pengh dan .000 .812 812 ° Kawasan

uni Rumah pemilik/penghu Permukim

Susun ni rumah susun an

Survei dan Jumlah
Penetapan dokumen
Lokasi penetapan
Perumahan lokasi

dan perumahan dan
Permukiman permukiman
Kumuh kumuh

Dinas
Perumaha
43.245.00 53.799.00 100 n Rakyat
751.286.000 1 199.381.10 1 101.150.0 1.975.000 1 o T 1 99.019.00 298.400.1 50% dan
0 0 %

0 00 0 00 Kawasan
Permukim
an

Penyusunan
Rencana Tapak Dinas
(Site Plan) dan
. Perumaha
Detail Jumlah n Rakyat
1] 4|3 | % | 1| Eneineering dokumen Doc 12 1.239.264.34 1| 5| 39626360 3 | 2201980 | 1 6.965.00 |, | 8418300 |, | 8546500 |, | 40.260.00 |\ 5 | y16g770 | 100 | ggy 8 6131406 | 67% | 49% | dan
03 Design (DED) kajian/perencan 3 0 0 0 0 %
N 0 00 00 00 Kawasan
Peremajaan / aan .
Permukim
Pemugaran an
Permukiman
Kumuh
2 Perbaikan Prosentase 8.603.895.00 15.034.5 1.232.430 37.929.60 207.342.5 100 | 102 100 Dinas
1|4 3 0‘;’ 2 Rumah Tidak RTLH yang % 100 T 0 100 2.681.657.5 100 1.458.500 5 . 60 70 : '900 0 e 0 100 : 60 100 1.492.737 % % 100 4.174.395. % 49% Perumaha
Layak Huni dilakukan 50 .000 ) .500 i 050 n Rakyat
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perbaikan yang dan
sesuai kriteria Kawasan
Permukim
an
Jumlah lokasi Dinas
Pelaksanaan
pelaksanaan Perumaha
Pembangunan pembangunan n Rakyat
1]a|s| % | ¢ | Pemusaran/ permugaran/per | Lokasi 6 157821706 | 3 | 35573397 3 4404346 | 1 414390 | ) 755.843.0 |, 1.081.204 |, 1.804.268 | 5 3682754 | ¥ | sa% 8 7210004, | 33 | 46% | dan
03 Peremajaan . 40 00 00 247 % %
. emajaan 39 .010 125 372 111 Kawasan
Permukiman . .
permukiman Permukim
Kumuh
kumuh an

Penyediaan "
Prasarana Dinas
Jumlah lokasi Perumaha
Sarana dan prasaranasarana n Rakyat
ﬁfﬂﬁfﬁ;’;ﬁ? dan utilitas Lokasi 3 96'514'0357'3 3 | 17.947.079. 27.365.56 2'6:%;3] 3‘872';3 5'704‘32‘; 9.595.506 22.806.41 1;° 83% 3 40.753.49 130 42% | dan
umum yang 067 0.250 . ) . .433 3.486 2.553 ° Kawasan
untuk L i
. disediakan Permukim
Menunjang
. . an
Fungsi Hunian

Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman Persentase
dan Ketertiban Kegiatan Satuan
Umum melalui Pencegahan Polisi
1152 2. 1 Deteksi Dini - Gangguan % 100 4.406.494.91 100 776.182.91 100 1.642.740 100 301.078. 100 297.101.9 100 348.835.2 100 545.827.5 100 1.492.843 100 91% 100 2.269.026. 100 51% Pamong
01 dan Cegah Dini Ketentraman 900 00 50 % % Praja dan
. . 7 7 .000 00 .550 467
Pembinaan dan dan Ketertiban Pemadam
Penyuluhan Umum Yang Kebakaran
Pelaksanaan Dilaksanakan
Patroli
Pengamanan
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dan
Pengawalan
Penindakan
atas Gangguan
Ketenteraman
dan Ketertiban Persentase
Umum Gangguan Satuan
Berdasarkan Ketentraman Polisi
2 Perda dan dan Ketertiban % 97 | 498849439 | 100 | 18401793 | o7 | 7520710 | o7 | 9231 | gy | 22230891 4, | 1035907 | oy | 547567 | 97 | es29681 | ‘20 | ssw | o7 2.503.147. | 100 | s5qy | Pamone
01 Perkada Umum 00 00 50 % % Praja dan
N 1 91 20 00 50 541
melalui Berdasarkan Pemadam
Penertiban dan Perda dan Kebakaran
Penanganan Perkada
Unjuk Rasa dan
Kerusuhan
Massa
Koordinasi Persentase
Penyelenggara Peserta
an Koordinasi
Satuan
Ketentraman Penyelenggaraa .
dan Ketertiban n Ketentraman Polisi
2. Umum serta dan Ketertiban % 90 90 90 177.119.0 90 17.1500 90 18.784.50 90 3.000.000 90 60.058.00 90 98.992.50 100 56% 80 175.324.3 89% 46% Pan:mng
01 . 381.875.826 76.331.826 00 0 % Praja dan
Perlindungan Umum Serta 00 0 0 26
. Pemadam
Masyarakat Pelindungan Kebakaran
Tingkat Masyarakat
Kabupaten/Kot Tingkat
a Kabupaten/Kota
Persentase
Pemberdayaan Kegiatan
. Pemberdayaan Satuan
Perlindungan . -
Masyarakat Perlindungan Polisi
2 dalam rangka Masyarakat % 92 | 121250570 | 100 | 322.100.00 92 | 1249670 | o2 | 23078 | o, | 2900836 o, | 2980914 | o) | 705055 | 92 | 1189555 | 100 | esy | 92 1511655, | 100 |y | Pamong
01 Dalam Rangka 000 00 50 % % Praja dan
Ketentraman 00 0 .000 50 .600 600
dan Ketertiban Ketentraman Pemadam
dan Ketertiban Kebakaran
Umum
Umum Yang
Dilaksanakan
Peningkatan
Kapasitas SDM
Satuan Polisi Persentase SDM
Pamongpraja Satuan P0|IS‘I Satuan
dan Satuan Pamong Praja polisi
Perlindungan Satuan
2 Masyarakat Perlindungan % 80 100 203.169.15 80 362.111.0 80 89.463.0 80 36.080.00 80 93.660.00 80 104.376.5 80 323.579.5 100 89% 80 526.748.7 100 64% Pan"long
01 828.919.154 00 0 0 % % Praja dan
termasuk Masyarakat dan 4 80 50 50 04
Pemadam
dalam Pemadam Kebakaran
Pelaksanaan Kebakaran Yang
Tugas yang Berkompeten
Bernuansa Hak
Asasi Manusia

02

Sosialisasi
Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Bupati/Wali
Kota

Persentase
Peserta
Sosialisasi Yang
Paham
Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan

100

1.325.504.79
5

100

164.738.79
5

100

534.100.0
00

25

37.372.0
50

14.725.35
0

73

2.564.500

73

479.365.1
19

73

534.027.0
19

73%

73

698.765.8
14

73%

53%

Satuan
Polisi
Pamong
Praja dan
Pemadam
Kebakaran
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Pengembangan
Kapasitas dan
Karier PPNS

Persentase
PPNS Yang
Berkompeten

668.124.000

Bupati/Wali
Kota
Persentase
Penanganan Pelanggaran
atas Satuan
Peraturan i
Pelanggaran Daerah dan Polisi
1]s|2| 2% Peraturan Peraturan- 100 | 258364077 | 100 | 871.164.77 | 100 | 3013769 | 100 | -3 | qo | 172082 | 4oq | 1372875 | 44y | 8274015 4 400 | ygsy706 | 100 | osy | 100 | 1156437, | 100 | 4sy | Pemons
02 Daerah dan 00 50 0 0 % % Praja dan
Peraturan 6 6 60 50 426
Peraturan Bupati/Wali Pemadam
Bupati/Wali P Kebakaran
Kota Kota Yang
Tertangani

Satuan
Polisi
Pamong
Praja dan
Pemadam
Kebakaran

Penyusunan Badan

Kajian Risiko Persentase Penanggul
1|5 3 2 Bencana dokumen yang 100 255.000.000 0 100 50.000.00 0 0 0 0 100 0 0 49.883.40 100 49.883.40 100 100 100 49.883.40 100 20% angan

01 . - 0 % % %

Kabupaten/Kot disusun 0 0 0 Bencana

a Daerah

Sosialisasi

S Persentase
Komunikasi .
. jumlah

Informasi dan . Badan

Edukasi (KIE) penduduk di Penanggul
15|32 Rawan kawasan rawan 100 529.445.000 | 100 100 | 105.867.0 | © 0| 30 | 1945001 4 o 30 | B30 1 150 | 1023200 | 10 | o7% | 100 | 1669496 | %0 | 32% | angan

01 bencana yang 64.629.673 0 0 % %
Bencana memperoleh 00 00 73 Bencana
Kabupaten/Kot N P N Daerah
. informasi rawan
a (Per Jenis
bencana
Bencana)

02

Pelatihan
Pencegahan
dan Mitigasi
Bencana
Kabupaten/Kot

a

Persentase
jumlah aparatur
dan penduduk
yang ikut
pelatihan

100

568.603.000

100

87.270.220

100

194.218.0
00

50

56.863.0
00

50

74.205.00
0

61.500.00
0

192.568.0
00

100
%

99%

100

279.838.2
20

100
%

49%

Badan
Penanggu!
angan
Bencana
Daerah
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Penguatan
R Badan
Kapasitas Persentase Penanggul
1]s| 3| % | e | Kewasanuntuk | jumlah % 100 388.686.000 | 100 100 | 60.021.00 | 100 | 22745 | o ol o ol o o | 100 | sozeaso | 290 | 100 | 100 | 1336312 | 90 | 34% | angan
02 Pencegahan penduduk yang 73.866.707 00 % % %
. - 0 0 07 Bencana
dan ikut pelatihan
- Daerah
Kesiapsiagaan
Badan
Penanganan Persentase Penanggul
2. Pascabencana 20.000.00 10.000.00 30.000.00 100 120 100
115 3 02 7 Kabupaten/Kot df)kumen yang % 100 181.350.000 100 57.141.161 100 50.000.00 0 0 100 o 0 0 0 o 100 60.000.00 % % 100 117.141.1 % 65% angan
a disusun 0 0 61 Bencana
Daerah
Penge‘mbarygan Persentase Badan
Kapasitas Tim jumlah petugas Penanggul
1| 5|3 | % | g | ReaksiCepat yang aktif dalam % 100 467679000 | 150 | 92101306 | 100 | 9481250 | 100 | 21270 | o 148.2000 | 227.6250 | 202.785.0 | 100 | 881.4000 | %0 | 93% | 100 | 1.802.413. | 1 | 30% | angan
02 (TRC) Bencana 0 000 00 00 % %
penanganan 0 00 00 00 160 Bencana
Kabupaten/Kot
a bencana Daerah

Penyediaan
Logistik Badan
Penyelamatan Persentase Penanggul
dan Evakuasi | jumla korban 100 | 331.300.000 | 100 100 | 93.366.00 308025 25 | 140330 92.208.07 187.142.3 angan
Korban bencana yang 94.934.260 76 0
. . 0 6 36 Bencana
Bencana dievakuasi Daerah
Kabupaten/Kot
a

Prosentase
Pencegahan Kegiatan Sat'."?n
Kebakaran Pencegahan Polisi
15| 4| 2% | 1| dalambaeran | KeP3Karan % 80 | 373382012 | 100 | 863.830.12 | 80 | s62.8500 | so | 118726 | gp | 1382950 | o5 | 1496683 | g | 3503222 1 gy | o005 | 190 | gy | so | 1620841 | 10 | a3y | PAMONE
01 dalam Daerah 000 00 00 50 % % Praja dan
Kabupaten/Kot 0 0 00 50 670
R Kabupaten/Kota Pemadam
yang Kebakaran

dilaksanakan
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Persentase
Pemadaman

Kasus Satuan
dan L

. Pemadaman Polisi

Pengendalian | . 21.912.0 19.356.00 70.790.06 100 Pamon
Kebakaran . % 100 1.006.426.17 100 327.670.17 100 246.400.0 100 o 100 . 100 8.340.000 100 . 100 120.398.0 49% 448.068.2 . 8

Pengendalian 00 0 0 % Praja dan
dalam Daerah 6 6 60 36
Kabupaten/Kot Kebakaran Pemadam
aa upaten/o Dalam Daerah Kebakaran

Kabupaten/Kota

Persentase Satuan
Pendataan -
Sarana dan Polisi
Sarana Prasarana 100 Pamong
Prasarar)a proteksi % 439.211.560 100 39.211.560 100 164.500.0 100 8.153.300 100 8.153.300 % 5% 47.364.86 Praja dan
Proteksi 00 0
Kebakaran Kebakaran Yang Pemadam
Dldata Kebakaran

Peningkatan Dinas
Kemampuan Sosial
Potensi Pekerja Jumlah pekerja Pemberda
16| 2| % || S sosial orang | 270 | 136982768 | 5o 135 | 5198782 | 35 | 207175 | 135 | 140.043.7 | 0 | 50.189.16 | © 2414840 | 170 | 4614384 | 2% | gow | 305 | sseose1 | 13 | arg | VRO
03 Masyarakat masyarakat 7 94.654.700 % % Perempua
N 00 00 10 3 50 23 23
Kewenangan yang terlatih ndan
Kabupaten/Kot Perlindung
a an Anak
Peningkatan ! Dinas
Kemampuan Jumlah Klien Sosial
Potensi Tenaga PMKS yang
. . .o Pemberda
5 Kesejahteraan didampingi oleh 211 217 yaan
1|16 2 03 2 Sosial Tena.ga Orang 160 240.958.540 178 4.364.000 80 47.823.40 77 6.480.50 92 7.866.750 0 6.744.300 0 21.207.25 169 42.298.80 % 88% 347 46.662.80 % 19% Perempua
Kecamatan Kesejahteraan 0 0 0 0 0 n dan
Kewenangan Sosial Perlindung
:abupaten/Kot Kecamatan an Anak
Peningkatan Dinas
Kemampuan Sosial
Potensi Terbentuknya
Pemberda
Sumber lembaga
1]6] 2|2 | 3| Kesejahteraan | konsultasi temba 1 798.049.100 | 1 1 | 1886381 | o | 232705 | o© 0 1 | 1206053 | 1 | 1309580 | 2 | 6% | 1 1337733 | 10 | g9 | VRN
03 ) % . ga o 2.819.300 T e 5.601.350 2.420.250 - T % B, % ° Perempua
Sosial Keluarga kesejahteraan 50 0 50 00 00 i dan
Kewenangan keluarga Perlindung
:abupaten/Kot an Anak
Peningkatan Dinas
Kemampuan Jumlah PSKS Sosial
Potensi Pemberda
2 Sumber Kelembagaan Lemba 11.830.004.4 200 | 102 yaan
1|6 2 Oé 4 Keseiahteraan Masyarakat a 38 . 8% : 5 2.055.205.7 5 3.418.150 5 76.219.2 5 124.629.0 0 333.100.8 0 2.944.509 10 3.478.458 o % 15 5.533.664. 39% 47% perempua
e yang Mendapat § 59 100 50 00 00 225 275 g 034 P
Sosial Pembinaan ndan
Kelembagaan Perlindung
Masyarakat an Anak
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Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

Jumlah
penyandang
disabilitas Dinas
terlantar anak Sosial
terlantar lanjut Pemberda
16| a| % | 1 | Penvediaan usia terlantar orang | 650 | 1.074393.00 | 464 | 41271080 | 160 | 2136555 | 30 | 255090 | 70 | 4310000 | 68 | 4206450 | 63 | 69.957.00 | 231 | 180.63a5 | ** | ss% | 695 5033453 | 107 | 559 | VRN
01 Permakanan serta % % Perempua
0 1 00 00 0 0 0 00 01
gelandangan ndan
dan pengemis Perlindung
yang tercukupi an Anak
kebutuhan
pangannya
Jumlah
penyandang
disabilitas Dinas
terlantar anak Sosial
terlantar lanjut Pemberda
16| a 31 2 :::Zj:'gaa" :::ate”a"tar orang | 183 | oo | 64 | Liooee00 | O | 3173427 | 0 I L O 17.865.50 | 83 | ,,.. 000 | 113 | 2497250 2;6 79% | 177 | 39.969.40 | 97% | 33% z::mpua
gelandangan 1 0 0 0 ndan
dan pengemis Perlindung
yang tercukupi an Anak
kebutuhan
sandangnya
Jumlah
Penyandang
disabilitas Dinas
terlantar anak Sosial
terlantar lanjut Pemberda
16| 4 g‘l 3 :E'ly;:;i‘s" ::'r:a'e"a"ta' Orang 3 £3.633.370 6 6.444.000 10 | 4266321 | o0 | o | v | o 3239800 | 17 | 32.398.00 1;0 76% | 23 38.842.00 | 53% | 46% ‘;a;;‘mpua
gelandangan 2 0 0 0 ndan
dan pengemis Perlindung
yang an Anak
mendapatkan
alat bantu
Jumlah
penyandang pinas
disabilitas X
terlantar anak Sosial
Pemberian . Pemberda
2. Pelayanan telrlantar fanjut 120 yaan
1 6 4 01 4 Reunifikasi usia terlantar Orang 47 149.330.000 10 11.870.000 15 42.300.00 0 R 1 680.000 1 £.320.000 16 36.311.50 18 41.311.50 % 98% 28 53.181.50 60% 36% Perempua
Keluarga serta 0 0 0 0 ndan
gelandangan N
dan pengemis Perlindung
X an Anak
yang menerima
pelayanan
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reunifikasi
keluarga
Jumlah
penyandang
disabilitas
terlantar anak Dinas
. terlantar lanjut Sosial
Pemberian .
- - usia terlantar Pemberda
Bimbingan Fisik
2 Mental serta orang | 127 300 60 | 2670000 | © 1 15 72 | 1800000 | 88 | 2380000 | 47 | so% | 388 | 7364000 | 3%° | a4z | YO
01 - gelandangan 155.410.000 49.840.000 B - 700.000 5.100.000 o R % o % Perempua
Spiritual dan N 0 0 0 0
. dan pengemis ndan
Sosial .
yang Perlindung
mendapatkan an Anak
bimbingan fisik
mental spiritual
dan sosial
Jumlah
Pemberian masyarakat dan
Bimbingan keluarga
Sosial kepada p'enyail?dang Dinas
Keluarga disabilitas N
Sosial
Penyandang terlantar anak
o . Pemberda
5 Disabilitas terlantar lanjut 109 2an
Oi Terlantar Anak usia terlantar Orang 1086 4.340.878.73 317 649.363.29 286 1.675.490 14 7.970.00 15 12.420.00 15 21.332.20 269 1.532.247 313 1.573.969 % 94% 630 2.223.332. 58% 51% \F/'erem ua
Terlantar serta 5 6 145 0 0 0 .000 .200 ° 496 P
. . ndan
Lanjut Usia gelandangan "
. Perlindung
Terlantar serta dan pengemis
an Anak
Gelandangan yang
Pengemis dan mendapatkan
Masyarakat bimbingan
sosial
Jumlah
penyandang
disabilitas Dinas
terlantar anak Sosial
. terlantar lanjut Pemberda
2 Pemberian usia terlantar 103 101 yaan
" 0
01 Layanan serta Orang 68 289.942.402 28 34.033.400 40 255.909.0 5 4.680.00 6 7.610.000 14 15.350.00 16 60.425.00 41 88.065.00 % 34% 69 122.098.4 % 42% Perempua
Kedaruratan 02 0 0 0 0 00
gelandangan ndan
dan pengemis Perlindung
yang menerima an Anak

Pemberian
Layanan
Kedaruratan

layanan
kedaruratan

Jumlah
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan
Korban
HIV/AIDS dan
Napza di luar
panti sosial yang
mendapatkan
layanan
kedaruratan

Orang

748.593.361

135.995.74
2

157.824.6
05

13.980.0
00

21.600.00
0

37.229.00
0

71.030.00
0

143.839.0
00

120

91%

279.834.7
22

59%

37%

Dinas
Sosial
Pemberda
yaan
Perempua
ndan
Perlindung
an Anak
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5 6 7 8 9-8/7 x 100% 10-6+8 11:;30//65 X
3 4 12
s Rp. (000) & Rp. (000) K Rp. LS Rp. S Rp. LS Rp. K Rp. LS Rp. Klge il K Rp. (000) R(ez il
) (%) ) (%)
Jumlah
penyandang
masalah Dinas
kesejahteraan Sosial
sosial (PMKS) pemberda
2. Penyediaan fainnya bukan 230 100 yaan
korban Orang 660 0 150 99.493.20 145 14.879.2 180 21.297.75 145 23.340.00 345 39.911.40 345 99.428.40 345 99.428.40 52% 33%
02 Permakanan 301.152.900 - % % Perempua
HIV/AIDS dan 0 50 0 0 0 0 0 n dan
Napza di luar Perlindung
panti sosial yang an Anak
tercukupi
kebutuhan
pangannya
Jumlah
penyandang
masalah Dinas
kesejahteraan Sosial
sosial (PMKS) pemberda
2. Penyediaan lainnya bukan 114 o o o yaan
02 Sandang korban Orang 315 104.654.626 100 19.750.000 105 20.646.89 20 3.961.60 20 3.280.000 45 £.916.040 35 .200.000 120 20.367.64 % 99% 220 40.117.64 70% 38% Perempua
HIV/AIDS dan 0 0 0 0 n dan
Napza di luar Perlindung
panti sosial yang
tercukupi an Anak
kebutuhan
sandangnya
Jumlah
penyandang
masalah Dinas
kesejahteraan Sosial
sosial (PMKS) Pemberda
;ﬁ Z;y::r']i:" :f;:;:: bukan Orang 53 47,548,488 7 3.942.000 7 10.400.83 | © | oo o7 10.200.00 | © o 10.200.00 1;0 98% 14 14.142.00 | 26% | 38% ‘;Zar;mpua
HIV/AIDS dan 0 0 0 0 ndan
Napza di luar Perlindung
panti sosial yang an Anak
mendapatkan
alat bantu
Jumlah
penyandang
disabilitas Dinas
terlantar anak Sosial
Penyediaan terlantarlan]ut Pemberda
2. Perbekalan usia terlantar o o o o yaan
02 Kesehatandi | M@ Orang | 230 | 6844516 | © - 01 97159y | 10| 34133010y 005000 | O e 480000 | 0 | 7808500 | 2% | 9% | 101 898500 | % | 3% | perempua
Luar Panti gelandangan_ 0 n dan
dan pengemis "
yang Perlindung
mendapatkan an Anak
perbekalan
kesehatan
Jumlah
penyandang
masalah
kesejahteraan Dinas
. sosial (PMKS) Sosial
Pemberian .
— - lainnya bukan Pemberda
2. Bimbingan Fisik Korban 261 yaan
02 Mtj.‘r?tal HIV/AIDS dan Orang 412 272.377.040 15 17.360.000 132 75.200.00 126 12.300.0 149 18.050.00 128 19.600.00 345 24.550.00 | 345 74.500.00 % 99% 360 91.860.00 87% 34% Perempua
Spiritual dan . 0 00 0 0 0 0 0
Sosial Napzla di !uar n da{n
panti sosial yang Perlindung
mendapatkan an Anak
bimbingan fisik
mental spiritual
dan sosial




Pemberian
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga

Penjangkauan
Anak-Anak
Terlantar

Jumlah
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS)
lainnya bukan
korban
HIV/AIDS dan
Napza di luar
panti sosial yang
menerima
pelayanan
reunifikasi
keluarga

Jumlah anak
terlantar yang
didata

Orang

Orang

66.010.000

15.516.000

11.240.000

1.650.000

10 13.740.00
0

3.000.000
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1 2.158.00
0

150.000

100.000

370.000

200.000

10 10.498.00
0

10 13.026.00
0

450.000

100

50%

95%

15%

16 24.266.00
0

2.100.000

28%

26%

37%

14%

Dinas
Sosial
Pemberda
yaan
Perempua
ndan
Perlindung
an Anak

Dinas
Sosial
Pemberda
yaan
Perempua
ndan
Perlindung
an Anak

Rujukan Anak-
Anak Terlantar

Jumlah anak
terlantar yang
dirujuk

Orang

17.544.800

3.640.000

50.000

506.647

556.647

25%

15%

556.647

Dinas
Sosial
Pemberda
yaan
Perempua
ndan
Perlindung
an Anak

Pemantauan
terhadap
Pelaksanaan
Pemeliharaan
Anak Terlantar

Pendataan
Fakir Miskin
Cakupan
Daerah

Kabupaten/Kot

a

Jumlah anak
terlantar yang
dipantau

Jumlah fakir
miskin yang di
data

Orang

Orang

862.000

73.4
12

4.478.620.25

0

100

00 795.743.20

0

200.000

140 1.674.171

.300

246 246

174.063.
000

82.611.40
0

275

99 210.171.5

00

314 320.333.7

00

275

99 787.179.6

00

0%

47%

375 1.582.922.

800

51%

35%

Dinas
Sosial
Pemberda
yaan
Perempua
ndan
Perlindung
an Anak

Dinas
Sosial
Pemberda

yaan
Perempua
ndan
Perlindung
an Anak
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Dinas
Pengelolaan N
. Sosial
Data Fakir
o Jumlah Pemberda
2 Miskin Kelurahan yan Kelura 100 100 aan
. Cakupan yang 27 3.116.180.93 27 568.259.55 27 588.234.5 0 27 208.785.0 0 112.230.0 27 210.531.1 27 531.546.1 90% 27 1.099.805. 35% 4
02 melaksanakan han - % % Perempua
Daerah 0 0 00 00 00 00 00 650
verval DTKS ndan
Kabupaten/Kot i
a Perlindung
an Anak
Dinas
Sosial
Fasilitasi Jumlah Fakir Pemberda
;‘2 EZ:;”:h"tes;ﬁ' m::"j"ay::fan KK 1;1 37.257.471.9 529 4.864.957.4 329 9.562.828 | 641 | 659.967. 3;0 3.880.970 3;9 1.582.880 9;1 8.106.741 1675 14.230.55 4;9 1;9 25341 19.095.51 1;3 S1% | e
) P . 30 00 .050 000 .800 .650 .450 9.900 ° 7.300 P
Keluarga Bantuan Sosial ndan
Perlindung
an Anak
Dinas
o Jumlah Sosial
Fasilitasi
kelompok yang Pemberda
2. Bantuan mendapat 100 100 yaan
02 Pengem.bangan pembinaan KUBE 20 344.144.090 10 17.422.500 10 99.167.50 0 : 0 16.000.00 10 63.115.40 0 R 10 79.115.40 % 80% 20 96.537.90 % 28% Perempua
Ekonomi 0 0 0 0 0
pengembangan ndan
Masyarakat N .
ekonomi Perlindung
an Anak

Dinas
Jumlah korban Sosial
bencana alam Pemberda
2. Penyediaan dan sosial yang 7.20 330 158 158 330 100 370 yaan
01 Makanan mendapatkan Orang 0 143783893 | *°° | 6.037.500 0 22'708'32 125 14'76463 5 1320000 | 5 | s | o 15'176'4; % 67% 0 21'213'9(1) 5% | 1% | perempua
bantuan ndan
makanan Perlindung
an Anak
Dinas
Jumlah korban Sosial
bencana alam Pemberda
2. Penyediaan dan sosial yang 2.60 100 100 125 125 100 125 yaan
01 sandang mendapatkan Orang 0 61.205.244 0 - 0 15'178'03 0 S0 2| % | 5000000 | o 10'178'02 0 15‘178‘03 % % 0 15‘178'08 48% | 2% | perempua
bantuan ndan
sandang Perlindung
an Anak
Dinas
Jumlah korban Sosial
bencana alam Pemberda
2. Pelayanan dan sosial yang o yaan
01 Dukungan mendapatkan Orang | 630 | 149511000 | © | 4350000 | 300 | 1146720 | 10 500000 | ° 0 0 S s00.000 | % % 20 4850000 | 3% 3% | perempua
Psikososial 0
dukungan ndan
psikososial Perlindung
an Anak
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Dinas
Koordinasi Jumlah peserta Sosial
Sosialisasi dan yang Pemberda
2. mendapatkan 100 100 100 yaan
1 6 6 02 Pelaksanaar\ sosialisasi Orang 120 430.414.100 60 11.250.000 60 154.290.1 0 B 60 18.986.00 0 1.440.000 0 133.132.1 60 153.558.1 o 9% 120 164.808.1 o 38% Perempua
Kampung Siaga . 00 0 00 00 00
kampung siaga ndan
Bencana .
bencana Perlindung
an Anak
Dinas
Koordinasi Sosial
A Jumlah tagana Pemberda
5 Sosialisasi dan an 100 2an
1 6 6 . Pelaksanaan yang Orang 106 1.830.005.57 20 270.562.45 26 493.253.3 26 48.390.0 26 78.370.00 0 100.224.5 26 155.885.2 26 382.869.8 78% 46 653.432.2 43% 36% 4
02 ) mendapatkan % Perempua
Taruna Siaga . 8 0 28 00 0 50 84 34 84
pembinaan ndan
Bencana .
Perlindung
an Anak

Dinas
Pemeliharaan Jumlah sarana Sosial
Taman Makam dan prasarana Pemberda
167 gi ;Z'Q:ffnv:'" ::‘I::,xa;:;g Paket 2 €91.694.750 013150 | | 2149663 | 1 234984 | 1 | 1843380 | 0 | 7349355 | 0 | 37.991.23 | 1 | 153.417.0 1;0 71% 2 244.600.1 1;10 35% ‘Fﬁ::mpua
. 80 20 0 0 0 00 50
Kabupaten/Kot tersedia dalam ndan
a kondisi baik Perlindung
an Anak
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) 95% 75%
Sang
Predikat Kinerja at Seda
Ting ng
gi

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
1. Penurunan tingkap penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana.

2. Pelal 1 Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan

Faktor Penghambat :
1. Adanya gagal lelang pada Dinas Pendidikan untuk pengadaan leptop bagi siswa kelas 5 SD dan 2 SMP dikarenakan leptop yang dikirmkan berbeda dengan speksifikasi yang ada pada kontrak

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berukutnya :

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :

1. Lebih berhati - hati dalam pelaksanaan pengadaan dengan nominal besar, melakukan komunikasi secara intes kepada pihak penyedia agar tidak terjadi miss komunikasi yang menyebabkan barang yang disediakan penyedia berbeda dengan kontrak yang sudah disusun




Proses
Pelaksanaan
Pendidikan
dan Pelatihan
Keterampilan
bagi Pencari
Kerja
berdasarkan
Klaster
Kompetensi

Pembinaan
Lembaga
Pelatihan
Kerja Swasta

Jumlah
peserta
pelatihan
ketrampilan
yang
berkompeten
bagi pencari
kerja dan
wirausaha
baru

Jumlah

pembinaan

Lembaga Pembin
Pelatihan aan
Kerja Swasta

(LPTKS)

310 4.120.201. 128 328.928.8 220 1.095.031.65 307.602.55 18 211.212.1 42
450 48 0 0 25 291.405.040

55.000.000

37.341.83
5

262.720.400

121 | 1.072.94 3? 3? 1.401.86 | 80% | 34%
0.115 ; ; 8.963

100 89 118
9
o o o o o I 27.66962 I 654011;; B

Dinas